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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun berdasarkan Perjanjian
Kinerja Tahun 2022. LK|jIP Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas publik pelaksanaan tugas dan
fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja
yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja
serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran
kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran
tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang
ditetapkan. Diharapkan penyajian LK]jIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk
bahan perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif,

efisien, dan berkelanjutan di masa mendatang.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja

yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja ini

berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun

2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran strategis digambarkan dalam tabel

berikut ini :
No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Car;alan Pe'f'"g!‘at
(%) Kinerja
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai 84 | Nilai62,16 | 74,00% Sedang
Akuntabilitas Kinerja | Kabupaten (Kategori | (Kategori B)
Pemerintah Daerah A)
2 | Meningkatnya Kinerja | Nilai Laporan Nilai Nilai 3,5569 | 116,62% | Sangat Tinggi
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3,05
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
(LPPD)
3 | Meningkatnya Persentase 92,00% 87,38% 94,98% Sangat Tinggi
pembinaan dan dokumen
pengkoordinasian perencanaan,
penyusunan petunjuk | penganggaran dan
teknis perencanaan, | pelaporan kinerja
penganggaran, Sekretariat Daerah
pelaporan kinerja yang memenuhi
Perangkat Daerah aspek kualitas
serta percepatan
realisasi anggaran
4 | Meningkatnya Tingkat kematangan | Level 3 Level 3 88,89% Tinggi
kualitas pelayanan Unit Kerja (bobot (bobot
dan pelaksanaan Pengadaan Barang 100%) 88,89%)

pengadaan barang
dan jasa pemerintah

dan Jasa (UKPBJ)
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No | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target | Realisasi Capoalan Pe'.”“g!‘at
(%) Kinerja
5 | Terwujudnya Persentase produk 85% 90,14% 106,05% | Sangat Tinggi
harmonisasi dan hukum daerah yang
sinkronisasi sesuai dengan
rancangan produk mekanisme
hukum daerah yang | pembentukan
sesuai dengan produk hukum
peraturan per-UU,
kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
6 | Meningkatkan Kualitas pelayanan Nilai 95 | Nilai 82,75 | 87,11% Tinggi
pelayanan keprotokolan
keprotokolan pimpinan, tamu
pimpinan, tamu daerah dan layanan
daerah serta layanan | informasi kegiatan
informasi kegiatan pemerintah daerah
pemerintah daerah
7 | Meningkatnya Persentase 76% 85,71% 112,78% | Sangat Tinggi
Pengendalian kebijakan
Perekonomian, pengendalian di
Infrastruktur Tenaga | bidang
Listrik, dan Sumber perekonomian yang
Daya Alam dihasilkan
8 | Terwujudnya Kualitas layanan Nilai 80 | Nilai 85,36 | 106,70% | Sangat Tinggi
toleransi antar umat | keagamaan dan
beragama melalui kemasyarakatan
peningkatan peran
serta tokoh agama
dan layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan
Rata-rata Capaian 98,59% | Sangat Tinggi

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2022 rata-rata sebesar 98,59%

dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

Berkenaan dengan hasil ketercapaian indikator sasaran terhadap target

yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, hasil analisis pencapaian

pengukuran kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis diketahui bahwa

terdapat 5 (lima) indikator sasaran atau 62,5% berkinerja “Sangat Tinggi”, 2
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(dua) indikator sasaran atau 25% berkinerja “Tinggi”, dan 1 (satu) indikator

sasaran atau 12,5% berkinerja “Sedang.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) program,

yakni :

1.
2.
3.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
Program Perekonomian dan Pembangunan; dan
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah pada akhir

periode Renstra mengalami penurunan 7,25% jika dibandingkan tahun 2021.

Sehingga terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat ke depan, sebagai berikut:

1.

Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah yang terbatas
kualitas dan kuantitasnya dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi

dan perubahan budaya kerja yang ada,

. Perlunya kebijakan dalam menerapkan sistem reward dan punishment

dengan tujuan untuk mendorong setiap Aparatur Sipil Negara (ASN)
memiliki motivasi agar lebih berkontribusi terhadap kinerja organisasinya;
Perlunya perubahan gaya manajerial yang dapat dimulai dari perubahan
gaya kepemimpinan. Citra ASN yang ramah, harmonis, lincah, dan
bertenaga perlu mulai ditonjolkan agar modal sosial dengan masyarakat
dapat berkembang dengan baik;

Inovasi layanan yang menjadi kebutuhan primer untuk meningkatkan
efektivitas kinerja pemerintah, belum tercipta dengan optimal. ASN perlu
didorong agar kritis dan terbuka terhadap kondisi lingkungannya, serta
memiliki keberanian untuk menghadapi risiko-risiko yang terukur;

Perlunya mengembangkan strategi untuk membangun pola pikir ASN yang
adaptif dan agile. SDM yang agile akan membawa organisasi lebih siap

merespon perubahan yang dinamis.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada
setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib
menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah wajib
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil
guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya
menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan
dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik
(good governance) pemerintah dalam  mempertanggungjawabkan
pencapaian visi misi organisasi.

Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat tahun 2022 ini berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat
Nomor 243 Tahun 2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan
evaluasi atas perencanaan dan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel,
transparan, dan profesional.

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi
kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai
upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk meningkatkan kinerjanya.
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1.2 Data Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur staf
urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3,
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;

2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerabh;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

4. Pelayanan administrasi dan pembinaan aparatur sipil negara pada
instansi daerah; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sumber daya manusia yang diperlukan
adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Peta Jabatan Sekretariat Daerah

Jabatan Struktural Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional
1. Sekretaris Daerah Dibawah Sub Bagian Pemerintahan 1. JF Perancang
2. Staf Ahli Bupati Bidang Umum Peraturan
Pemerintahan, Hukum dan a) Pengadministrasi Batas Wilayah Perundang-
Politik b) Pengelola Administrasi Undangan Muda/
3. Staf Anli Bupati Bidang Pemerintahan Pertama
Ekonomi, Keuangan dan c) Pengelola Administrasi 2. JF Pengelola
Pembangunan Pemerintahan Pengadaan
4. Staf Ahli Bupati Bidang d) Penyurvei Batas Wilayah Barang/Jasa
Kemasyarakatan dan Administrasi Madya
Sumber Daya Manusia Dibawah Sub Bagian Otonomi Daerah 3. JF Pengelola
5. Asisten Pemerintahan dan a) Analis Tata Praja Pengadaan
Kesejahteraan Rakyat b) Pengadministrasi Pemerintahan Barang/Jasa
a. Kepala Bagian c) Analis Pengembangan Wilayah Muda
Pemerintahan dan d) Analis Batas Wilayah 4. F Pengelola
Otonomi Daerah Dibawah Sub Bagian Hubungan Kerja Pengadaan
- Kasubag Sama Barang/Jasa
Pemerintahan Umum a) Penyusun Promosi dan Kerjasama Pertama
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Jabatan Struktural

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

- Kasubag Otonomi
Daerah
- Kasubag Hubungan
Kerja Sama
b. Kepala Bagian Kesra
dan Kemasyarakatan
- Kasubag Pembinaan
Mental dan Spiritual
- Kasubag Bina
Kesehatan dan
Kesejahteraan Sosial
- Kasubag Pembinaan
Kemasyarakatan
¢. Kepala Bagian Hukum
- Kepala Sub Bagian
Peraturan
Perundangundangan
- Kasubag Bantuan
Hukum dan Hak
Asasi
- Kasubag Evaluasi,
Sosialisasi dan
Dokumentasi Produk
Hukum Daerah
6. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
a. Kepala Bagian
Administrasi
Perekonomian,
Infrastruktur dan
Sumber Daya Alam
- Kepala Sub Bagian
Promosi, Investasi,
Pengendalian dan
Sarana
Perekonomian
- Kepala Sub Bagian
Pengelolaan Sumber
Daya Alam,
Lingkungan Hidup,
Produksi dan
Budidaya
- Kepala Sub Bagian
Pengembangan
Ekonomi dan Potensi
Daerah

10.

b) Pengadministrasi Umum

c) Analis Kerja Sama

Dibawah Sub Bagian Pembinaan Mental

dan Spritual

a) Pengelola Bantuan Keagamaan

b) Pengelola Kemasyarakatan Spiritual

c) Pengolah Data

Dibawah Sub Bagian Bina Kesehatan

dan Kesejahteraan Sosial

a) Pengelola Rencana Sosial dan
Kesehatan

b) Analis Kesejahteraan Rakyat

c) Pengelola Bantuan Organisasi
Masyarakat Sosial

Dibawah Sub Bagian Pembinaan

Kemasyarakatan

a) Analis Kemasyarakatan

b) Pengelola Pemberdayaan
Masyarakat

c) Pengadministrasi Umum

Dibawah Sub Bagian Peraturan

Perundangundangan

a) Penyusun Rancangan
PerundangUndangan

b) Pengelola Peraturan
PerundangUndangan

c) Analis Peraturan Perundang-
Undangan dan Rancangan
Peraturan PerundangUndangan

Dibawah Sub Bagian Bantuan Hukum

dan Hak Asasi

a) Analis Advokasi Hukum

b) Penyusun Bahan Bantuan Hukum

c) Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum

Dibawah Sub Bagian Evaluasi,

Sosialisasi dan Dokumentasi Produk

Hukum Daerah

a) Pengelola Dokumen dan Informasi
Hukum

b) Penyusun Abstraksi Hukum

c) Pengadministrasi Hukum

Dibawah Sub Bagian Promosi, Investasi,

Pengendalian dan Sarana Perekonomian

a) Analis Perekonomian

b) Pengelola Data

c) Pengadministrasian Umum

5. JF Analis
Kepegawaian
Madya

6. JF Analis
Kepegawaian
Muda/ Pertama

7. JF Analis
Kepegawaian
Mahir/ Terampil
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Jabatan Struktural

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

b. Kepala Bagian
Administrasi
Pembangunan

- Kepala Sub Bagian
Penyusunan dan
Pengendalian
Program

- Kepala Sub Bagian
Monitoring dan
Evaluasi
Pembangunan

- Kepala Sub Bagian
Layanan Pengadaan
Secara Elektronik
(LPSE) dan
Administrasi
Pelaksanaan
Kebijakan
Pembangungan

c. Kabag Layanan
Pengadaan Barang /
Jasa

- Kepala Sub Bagian
Pengembangan SDM

- Kepala Sub Bagian
Pelaksana
Pengadaan
Barang/Jasa

- Kepala Sub Bagian
Pembinaan
Pengadaan
Barang/Jasa

7. Asisten Administrasi
Umum
a. Kepala Bagian Umum

- Kepala Sub Bagian
Rumah Tangga dan
Aset

- Kepala Sub Bagian
Administrasi
Keuangan

- Kepala Sub Bagian
Tata Usaha

b. Kepala Bagian
Organisasi

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dibawah Sub Bagian Pengelolaan

Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup,

Produksi dan Budidaya

a) Pengolah Data

b) Penelaah Data Sumber Daya Alam

c) Analis Pengembangan Potensi
Daerah

Dibawah Sub Bagian Pengembangan

Ekonomi dan Potensi Daerah

a) Analis Pengembangan Infrastruktur

b) Pengelola Data

c) Pengelola Pembinaan dan
Pengembangan Perekonomian

d) Pengadministrasi Umum

Dibawah Sub Bagian Penyusunan dan

Pengendalian Program

a) Penyusun Rencana Kerja
Sekretariat Daerah

b) Penyusun Rencana Pengendalian
Pelaksanaan Anggaran

c) Pengelola Data

Dibawah Sub Bagian Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan

a) Analis Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan

b) Pengelola Monitoring dan Evaluasi

c) Pengadministrasi Umum

Dibawah Sub Bagian Layanan

Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

dan Administrasi Pelaksanaan Kebijakan

Pembangungan

a) Penyusun Rencana Kebijakan

b) Pengelola Layanan Pengadaan
Secara Elektronik

c) Pengolah Data

Dibawah Sub Bagian Pengembangan

SDM

a) Analis Pengembangan Kompetensi

b) Penyusun Bahan Kebijakan

¢) Pengolah Data

Dibawah Sub Bagian Pelaksana

Pengadaan Barang/Jasa

a) Pengelola Unit Layanan Pengadaan

b) Pranata Barang dan Jasa

c) Pengolah Data

Dibawah Sub Bagian Pembinaan

Pengadaan Barang/Jasa
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Jabatan Struktural

Jabatan Pelaksana

Jabatan Fungsional

- Kepala Sub Bagian
Kelembagaan dan
Kepegawaian

- Kepala Sub Bagian
Tata Laksana

- Kepala Sub Bagian
Akuntabilitas Kinerja
Aparatur dan Anjab
ABK

c. Kabag Protokol Dan
Komunikasi

- Kepala Sub Bagian
Protokol

- Kepala Sub Bagian
Pengumpulan dan
Penyaringan
Informasi

- Kepala Sub Bagian
Peliputan dan
Publikasi

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

a) Penelaah Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa

b) Perancang Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa

c) Pengadministrasi Umum

Dibawah Sub Bagian Rumah Tangga

dan Aset

a) Penyusun Rencana Kegiatan dan

Anggaran

Pengelola Bangunan Gedung

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Gudang

Teknisi Listrik dan Jaringan

f)  Pengadministrasi Umum

Dibawah Sub Bagian Administrasi

Keuangan

a) Bendahara

b) Verifikator Keuangan

c) Analis Perbendaharaan

d) Analis Keuangan

e) Analis Laporan Keuangan

Dibawah Sub Bagian Tata Usaha

a) Pengadministrasi Umum

b) Pengadministrasi Persuratan

c) Pranata Kearsipan

Dibawah Sub Bagian Kelembagaan dan

Kepegawaian

a) Analis Kelembagaan

b) Pengelola Kepegawaian

c) Penyusun Bahan Kebijakan

d) Pengolah Data Kelembagaan

Dibawah Sub Bagian Tata Laksana

a) Analis Tata Laksana

b) Penyusun Bahan Kebijakan

c) Pengelola Data Tata Organisasi dan
Tata Laksana

Dibawah Sub Bagian Akuntabilitas

Kinerja Aparatur dan Anjab ABK

a) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja

b) Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai

c) Analis Jabatan

d) Pengadministrasi Persuratan

Dibawah Sub Bagian Protokol

a) Petugas Protokol

b) Ajudan

c) Analis Protokol

o T

D O
—_— ==
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Jabatan Struktural Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional

26. Dibawah Sub Bagian Pengumpulan dan
Penyaringan Informasi
a) Pengelola Dokumentasi
b) Pengolah Data
c) Pengadministrasi Umum
27. Dibawah Sub Bagian Peliputan dan
Publikasi
a) Pengadministrasi Analisis dan
Kemitraan Media
b) Jurnalis
c) Pengadministrasi Data Penyajian
dan Publikasi
d) Penata Liputan
Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi
Jabatan Fungsional Ahli Muda.

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Sekretariat
mengalami perubahan dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat pada tanggal 11 April 2022 dan diikuti dengan
dikeluarkannya Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 18 Agustus
2022.

Perubahan nomenklatur tersebut tidak langsung diberlakukan karena
dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821/5492/SJ
Tanggal 14 September 2022 Hal Persetujuan Menteri Dalam Negeri Kepada
Pelaksana Tugas/Penjabat/Penjabat Sementara Kepala Daerah dalam Aspek
Kepegawaian Perangkat Daerah dan Surat Kepala Badan Kepegawaian
Nasional Nomor 3915/B-AK.03/SD/K/2022 Tanggal 31 Oktober 2022,

mensyaratkan bahwa daerah yang dijabat oleh Penjabat Bupati dalam hal
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pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai perlu ada persetujuan
dari Menteri dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Badan
Kepegawaian Negara. Sehingga untuk melakukan tugas pokok dan fungsi
Sekretariat Daerah masih merujuk pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 181
orang Pegawai yang terdiri dari 122 orang laki-laki (67,4%), dan 59 orang
perempuan (32,6%). Berdasarkan kualifikasi pendidikan, pegawai Sekretariat
Daerah didukung oleh pegawai dengan pendidikan S2 sejumlah 9,39%, S1/
DIV sejumlah 40,88%, dan yang berpendidikan D3 ke bawah sejumlah
49,73%. Sedangkan berdasarkan status kepegawaiannya, Sekretariat
Daerah didominasi oleh pegawai PNS sejumlah 51,38%. Gambaran rincian
demografi pegawai Sekretariat Daerah sebagaimana data berikut:

Tabel 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2022

Jumlah | Jenis Kelamin Kualifikasi Status.
Pegawai Kepegawaian
No Jabatan Y
ang | | k- PNS/
ada Laki Perempuan | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD CPNS Kontrak
A | Jabatan 4 4 4 4
Pimpinan
Tinggi
B | Jabatan
Administrator
1. Administrator 7 7 4 13 7
2. Pengawas 2 1 1 111 2
3. Pelaksana 140 95 45 51110 | 68 3 8 52 88
C | Jabatan 28 15 13 8 119 1 28
Fungsional
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Status

Jumlah | jenis Kelamin Kualifikasi P .
Pegawai epegawaian
No Jabatan Y
o Laki> Perempuan | S2 | S1 | D3 | SMA | SMP | SD PNS/ Kontrak
ada | | 5 P CPNS
Jumlah 181 122 59 17 74111 | 68 | 3 | 8 | 93 88

Sumber: Data Pegawaian Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022

Kebutuhan pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

baik jabatan, pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pelaksana dan

jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat

Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila dibandingkan dengan

kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:
Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2022

Formasi | ¢ disi
Uraian Jabatan Sesuai . | Kekurangan
Saat Ini
Keputusan
Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 1 0 1
Pimpinan Hukum, dan Politik
Tinggi
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, 1 0 1
Keuangan dan Pembangunan
Staf Ahli Bupati Bidang 1 0 1
Kemasyarakatan dan SDM
Bagian Pengelola Administrasi Pemerintahan 1 0 1
Pemerintahan
Analis Pemerintahan Daerah 1 0 1
Penyurvei Batas Wilayah Administrasi 1 0 1
Analis Kerja Sama 1 0 1
Bagian Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 0 1
Kesejahteraan
Rakyat
Pengelolah data 1 0 1
Analis Kesejahteraan Rakyat 1 0 1
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Formasi

Uraian Jabatan Sesuai Kondls! Kekurangan
Saat Ini
Keputusan
Pengelola Bantuan Organisasi 1 0 1
Masyarakat Sosial
Analis Kemasyarakatan 1 0 1
Bagian Hukum | Pengelola Peraturan 1 0 1
PerundangUndangan
Analis Advokasi Hukum 1 0 1
Penyusun Bahan Bantuan Hukum 1 0 1
Pengelola Dokumen dan Informasi 1 0 1
Hukum
Pengelola Fasilitasi Bantuan Hukum 1 0 1
Penyusun Abstraksi Hukum 1 0 1
Pengadministrasi Hukum 1 0 1
Bagian Analis Perekonomian 1 0 1
Perekonomian
Analis Pengembangan Potensi Daerah 1 0 1
Pengelola Data 3 2 1
Penelaah Data Sumber Daya Alam 1 0 1
Analis Pengembangan Infrastruktur 1 0 1
Pengelola Pembinaan dan 1 0 1
Pengembangan Perekonomian
Pengadministrasi Umum 2 0 2
Bagian Penyusun Rencana Kerja Sekretariat 1 0 1
Administrasi Daerah
Pembangunan
Analis Monitoring, Evaluasi dan 1 0 1
Pelaporan
Pengelola Monitoring dan Evaluasi 1 0 1
Penyusun Rencana Kebijakan 1 0 1
Pengadministrasi Umum 1 0 1
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Formasi

Protokol dan

Komunikasi Pimpinan

Uraian Jabatan Sesuai Kondls! Kekurangan
Saat Ini
Keputusan

Bagian Analis Pengembangan Kompetensi 1 0 1

Pengadaan

Barang dan

Jasa
Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1
Pengelola Unit Layanan Pengadaan 1 0 1
Pranata Barang dan Jasa 1 0 1
Penelaah Kebijakan Pengadaan 1 0 1
Barang dan Jasa
Pengadministrasi Umum 1 0 1
Pengolah Data 1 0 1
Pengelola Layanan Pengadaan Secara 1 0 1
Elektronik

Bagian Umum | Penyusun Rencana Kegiatan dan 1 0 1
Anggaran
Pengelola Gudang 1 0 1
Teknisi Listrik dan Jaringan 1 0 1
Pranata Kearsipan 3 0 3

Bagian Penyusun Bahan Kebijakan 2 0 2

Organisasi
Pengolah Data Kelembagaan 1 0 1
Analis Tata Laksana 1 0 1
Pengelola Data Tata Organisasi dan 1 0 1
Tata Laksana
Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 0 1
Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai 1 0 1
Analis Jabatan 1 0 1

Bagian Kepala Bagian Protokol dan 1 0 1
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Formasi

Uraian Jabatan Sesuai Kondls! Kekurangan
Saat Ini
Keputusan
Komunikasi
Pimpinan
Analis Protokol 1 0 1
Petugas Protokol 6 3 3
Pengadministrasi Analisis dan 1 0 1
Kemitraan Media
Pengadministrasi Data Penyajian dan 1 0 1
Publikas
Penata Liputan 1 0 1
Jurnalis 2 1 1
Jabatan JF Perancang Peraturan Perundang- 2 1 1
Fungsional Undangan Muda/ Pertama
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 2 0 2
Madya
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 13 1 12
Muda
JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa 42 1 41
Pertama
JF Analis Kepegawaian Madya 1 0 1
JF Analis Kepegawaian Muda/ 2 1 1
Pertama
JF Analis Kepegawaian Mahir/ 1 0 1
Terampil
JF Perencana Ahli Muda (Hasil 3 2 1
Penyetaraan Jabatan dari Kasubag
Bagian Adm.Pembangunan)
JF Analis Kebijakan Ahli Muda (Hasil 3 2 1
Penyetaraan Jabatan dari Kasubag
Bagian Pemerintahan)
TOTAL 138 14 124

Sumber: Data Diolah
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Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai tahun 2022 di atas, Sekretariat
masih kekurangan 124 (seratus dua puluh empat) orang pegawai. Adapun
kekurangan tersebut secara rinci adalah 3 (tiga) orang JPT, dan 2 (dua) orang
Pejabat Administrator yang secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang
ditunjuk sebagai pelaksana tugas. Selain pejabat struktural tersebut,
kekurangan pegawai juga terdapat pada jabatan pelaksana sebanyak 58 (lima
puluh delapan) orang yang secara teknis menjadi dasar perekrutan Tenaga
Kontrak Daerah (TKD) yang memiliki keahlian dalam pengadministrasian
umum dan pengoperasian komputer, serta jabatan fungsional tertentu
sejumlah 61 (enam puluh satu) orang dengan jumlah tertinggi pada pengelola
pengadaan barang/jasa yang belum mendapatkan solusi penyelesaiannya.

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun
2022, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4 Data Aset Tahun 2022

No Klasifikasi Nama Bidang Barang ‘Ijal:g:;‘ Nilai (Rp)

1 | Tanah Tanah 17.040 m? 3.408.000.000
2 | Peralatan & Mesin | Alat Kantor dan Rumah 4068 17.596.832.581,27
Tangga Buah

Alat Studio Komunikasi | 388 Buah 37.139.581.135,27

3 | Gedung & Bangunan Gedung 10 Unit 13.326.008.415,38
Bangunan Kantor

4 | Kendraan Kendaraan Roda 4 46 Unit 15.325.643.000

Kendaraan Roda 2 87 Unit 37.471.181.285,27

Speed Boat 5 Unit 635.200.000

TOTAL 124.902.446.417,19

Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2022
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1.3 Aspek Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut
mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan berbagai
kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat
bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu
Strategis yang melingkupi Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
antara lain:

1. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten
Kotawaringin Barat tahun 2021 yang masih mendapatkan nilai B;

2. Belum optimalnya peraturan yang dapat mengakomodir kebutuhan
masyarakat;

3. Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;

4. Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan nilai-nilai toleransi
antar umat beragama;

5. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
yang memenuhi standar pelayanan publik;

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

7. Tingkat kematangan organisasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ) belum mencapai 100% pada level 3 sesuai standar yang
ditentukan oleh pemerintah pusat ;

8. Belum optimalnya tindak lanjut atas hasil pengendalian bidang
perekonomian dan sumber daya alam;

9. Sarana prasarana dan tata ruang kerja yang kurang representatif;

10.Belum meratanya kesempatan pendidikan dalam rangka peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur.

Isu-isu strategis tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan faktor
eksternal dan faktor internal yang melekat pada masing-masing isu.
Identifikasi faktor internal dan eksternal tersebut menjadi dasar informasi
untuk merumuskan alternatif strategi yang akan digunakan untuk pencapaian

sasaran Sekretariat Daerah melalui analisis SWOT sebagai berikut :
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Tabel 1.5 Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

EKSTERNAL

INTERNAL

Kekuatan (Strengths) :

Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai dalam menunjang
penyelenggaraan administrasi pemerintah
daerah

Opini BPK terhadap laporan keuangan
daerah dengan predikat WTP

Komitmen aparatur yang kuat terhadap
peningkatan pelayanan

Adanya pemanfaatan teknologi informasi
dalam tata kelola pemerintahan
Kelemahan (Weakneses) :

Kapasitas sumber daya aparatur
Sekretariat Daerah belum optimal dan jenis
pekerjaan belum merata sesuai dengan
profesionalitas

Masih lemahnya pemahaman tugas dan
fungsi aparatur pemerintah mengakibatkan
tidak maksimalnya hasil koordinasi

Belum optimalnya pelaksanaan sistem
pengendalian internal dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Pola pembinaan aparatur yang belum
berorientasi pada peningkatan kinerja
melalui pemberian reward dan punishment
Pengalokasian anggaran pada program
dan kegiatan yang kurang memperhatikan
skala prioritas dalam pencapaian sasaran
strategis

Sumber : Data diolah

Peluang (Opportunities):

Perubahan peraturan dalam rangka
implementasi kebijakan
kelembagaan, serta mandatory
penyederhanaan birokrasi pada
Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah

Tuntutan peningkatan tata kelola
pemerintahan yang baik, efektif dan
akuntabel dalam memberikan
pelayanan publik yang berkualitas

Tuntutan dalam meningkatkan
penyusunan dan pengendalian
pembangunan, serta mewujudkan
perekonomian yang kokoh

Tuntutan penataan produk hukum
daerah dalam rangka mewujudkan
harmonisasi dan sinkronisasi
rancangan produk hukum yang
sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan, kebutuhan masyarakat
dan penyelenggaraan pemerintah
daerah

Alternatif Strategi (SO)

1. Meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan

Alternatif Strategi (WO)

1. Mengoptimalkan kinerja sistem
akuntabilitas pemerintah.

2. Efektivitas pengalokasian
anggaran untuk
mengoptimalkan pelaksanaan
program prioritas
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Ancaman (Threats):

Terjadinya bencana non alam pandemi global
Covid-19, sehingga diperlukan penyesuaian
dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
serta implementasi kebijakan, dan
pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan
Sekretariat Daerah

Tuntutan pelayanan baik secara administrasi,
teknis, serta fasilitasi pemenuhan kebutuhan
fisik dan non fisik guna mendukung Pimpinan
Daerah dalam rangka menjalankan tugasnya
agar tidak menimbulkan dampak besar
terhadap persepsi publik

Tuntutan peningkatan peran pemerintah dalam
mewujudkan harmonisasi kehidupan antar
umat beragama, memperkokoh interaksi
sosial, budaya dan kemasyarakatan

Alternatif Strategi (ST)

1. Menciptakan tatakelola kelembagaan
yang profesional

Alternatif Strategi (WT)

1. Mengoptimalkan peran pembinaan,
fasilitasi, koordinasi, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai
urusan Sekretariat Daerah.

2. Meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan stakeholder yang
terkait dengan pelaksanaan urusan
Sekretariat Daerah



1.4 Permasalahan Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur
pendukung urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat. Keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh sejauh
mana mampu memecahkan masalah yang menjadi penghambat dalam
mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan utama yang dihadapi
oleh Sekretariat Daerah pada tahun 2022 dapat diklasifikasikan dalam 3
(tiga) permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu permasalahan
pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis operasional.

Pada tataran Kkebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi

permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Kabupaten Tahun 2021 dalam kategori B;
Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat;
Belum optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah;

Belum efektifnya tatakelola pemerintahan;

o b~ 0N

Masih lemahnya peran pemerintah dalam penguatan ideologi bangsa
dan penguatan nilai-nilai toleransi antar umat beragama,;

6. Belum optimalnya Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/Unit Kerja
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat
diidentifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
yang memenuhi standar pelayanan publik;

2. Belum optimalnya pengelolaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa sehingga tingkat kematangan yang dicapai masih rendah;

3. Belum Optimalnya perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang
pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian
dan sumber daya alam (data bidang penyaluran pendistribusian
Bahan Bakar Minyak, data penggunaan sumberdaya alam yang tidak

disampaikan oleh perusahaan maupun masyarakat);

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



4.

Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan bidang
pengembangan ekonomi daerah dan potensi daerah, perekonomian
dan sumber daya alam sesuai kewenangan yang dimiliki;

Belum optimalnya koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam;

Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan

informasi kegiatan pemerintah daerah yang belum optimal.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari

pelayanan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1.

Kurang memadainya sarana kerja terutama tata ruang kerja yang
belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam
menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Masih perlunya pemerataan kesempatan pendidikan dan peningkatan
mutu sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.5 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan meliputi:

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 2019 tentang
Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
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1.6 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2022 melaporkan pencapaian kinerja selama tahun 2022. Capaian
kinerja 2022 diukur dan dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2022 dan
Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan
organisasi. Perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan penjabaran Perubahan
Renstra Tahun 2019-2022.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2022
memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.
Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 disusun
sesuai dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun
2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
sebagai berikut:

Kata Pengantar

i.  Ikhtisar Eksekutif

ii. Daftarisi

iii.  Daftar Tabel
Bab | Pendahuluan

1.1 Latar belakang

1.2 Data Umum

1.3 Aspek Strategis

1.4 Permasalahan Utama

1.5 Sistematika Penyajian
Bab Il Perencanaan Kinerja

2.1 Rencana Strategis

2.2 Indikator Kinerja Utama

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

2.4 Perjanjian Kinerja
Bab Il Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3.2 Realisasi Anggaran
Bab IV Penutup
4.1 Kesimpulan
4.2 Solusi Atas Permasalahan

Lampiran-lampiran
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Sekretariat Daerah

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPJMD 2017-
2022 yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama lima tahun. Tahun
2022 ini merupakan tahun akhir masa RPJMD. Adapun Visi Bupati dan Wakil
Bupati Kotawaringin Barat 2017-2022 yang tertuang dalam RPJMD yaitu:
“GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN

DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi ini berorientasi pada kata IKHLAS, yaitu:

| =IPTEK DAN INFRASTRUKTUR,

K = KETAKWAAN,

H = HARMONIS,

L =LANGGENG,

A = AMAN,

S =SEJAHTERA.

Visi ini diwujudkan dengan pemerintahan yang bermoral NURANI, yaitu:
N = NASIONALIS,

U = UNGGUL,
R = RELIGIUS,
A = AMANAH,
N = NYATA,

| = INSPIRATIF

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah misi yang ke-1 (satu) yaitu:

“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan
transparan”
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dan misi ke-4 (empat) yaitu :

“Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat”

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 — 2022.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra tersebut dapat disampaikan melalui

tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2017 — 2022

, Target Tahunan Target
: Indikator .
No Tujuan Sasaran , Akhir
Tujuan/Sasaran [ 9019 [ 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
1 | Peningkatan Peningkatan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
kelembagaan dan Akuntabilitas
akuntabilitas Kinerja
kinerja Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP B A A A A
Akuntabilitas Kinerja Kabupaten
Pemerintah Daerah
2 | Mewujudkan Indeks kepuasan
tatakelola aparatur
pemerintahan yang
efektif, efisien dan
akuntabel
Meningkatnya kualitas Persentase 97% 97% 98% 99% 100%
pelayanan administrasi ketercukupan
perkantoran administrasi
perkantoran
3 | Meningkatkan tata Capaian Standar 1% 82% 90% | 100% 100%
kelola pelayanan Pelayanan
yang berkualitas pengelolaan
berbasis teknologi LPSE
informasi
Meningkatnya informasi | Capaian Standar 71% 82% 90% | 100% | 100%
dan kualitas layanan Pelayanan
pengadaan secara pengelolaan
elektronik LPSE
Meningkatnya kapasitas | Capaian 100% | 100% | 100% | 100% 100%
pelayanan dan pelaksanaan
pelaksanaan pengadaan | pengadaan
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No

Tujuan

Sasaran

Indikator
Tujuan/Sasaran

Target Tahunan

2019

2020 | 2021

2022

Target
Akhir
Renstra

barang/jasa pemerintah
daerah

barang dan jasa
yang transparan
dan akuntabel

Meningkatnya
dokumentasi dan
informasi hukum di Kab.
Ktw. Barat yang dapat
diakses oleh masyarakat

Tingkat kepuasan
publik terhadap
layanan
dokumentasi dan
informasi hukum

Terpublikasikan dan
terdokumentasikannya
kegiatan Pemerintah
Daerah dengan baik

Persentase
tersebarnya
informasi kegiatan
Pemerintah
Daerah kepada
masyarakat

80%

80% 85%

90%

95%

Meningkatkan
efektivitas
penyelenggaraan
tugas dan fungsi
perangkat daerah

Rata-rata Angka/
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat SKPD

65

70 75

77

80

Meningkatnya Kualitas
Layanan Publik
Kabupaten

Rata-rata Angka/
Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat SKPD

65

70 75

77

80

Meningkatkan
Tata Kelola
Pemerintahan
Desa yang baik

Persentase Desa
yang telah
menyusun
dokumen
perencanaan,
penganggaran
dan pelaporan
yang benar dan
tepat waktu

70%

80% 85%

90%

90%

Terselenggaranya
pemerintahan desa yang
baik

Persentase
jumlah desa yang
memiliki tata
kelola
pemerintahan
desa dengan baik

70%

80% 85%

90%

90%

Meningkatkan
Pengendalian
perekonomian dan
SDA

Persentase hasil
monev bid
perekonomian &
SDA yang
ditindaklanjuti

76,2%

76,2% | 81%

81%

85,7%
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, Target Tahunan Target
: Indikator .
No Tujuan Sasaran Tuiuan/Sasaran Akhir
2019 | 2020 | 2021 2022 | Renstra
Meningkatnya Persentase hasil 76,2% | 76,2% | 81% 81% 85,7%
Pengendalian monev bid
perekonomian dan SDA | perekonomian &
SDA yang
ditindaklanjuti
7 | Meningkatkan Peningkatan
pelayanan kepedulian
keagamaan dan Pemerintah
kemasyarakatan Daerah di bidang
Pelayanan
Keagamaan dan
Kemasyarakatan
Meningkatnya Persentase 40% 90% 90% 90% 90%
pelayanan di bidang pelayanan dan
keagamaan dan fasilitasi bidang
kemasyarakatan keagamaan

Sumber: Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2017-2022

Namun berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Kemenpan RB tanggal
13 Agustus 2019 di Palangka Raya maka sasaran dan indikator pada
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami
perubahan. Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat tersebut berlaku pada tahun 2019-2022.

Sesuai dengan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 maka ada 3 (tiga) tujuan dengan 3
(tiga) indikator tujuan, 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 10 (sepuluh)
indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran penunjang dengan 1 (satu) indikator
kinerja yang diharapkan dapat tercapai target kinerjanya dalam setiap tahun
berjalan. Tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terangkum

dalam tabel berikut ini:
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Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2019 - 2022

: Target Tahunan Target
. Indikator :
No Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Akhir
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
1 | Meningkatkan Kualitas Kualitas 90% | 91% | 92% | 95% 95%
Kelembagaan dan Kelembagaan
Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai | Nilai | Nilai Nilai Nilai 84
Akuntabilitas Kabupaten 80 80 82 84
Kinerja
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Nilai Laporan Nilai | Nilai | Nilai3 | Nilai | Nilai 3,05
Kinerja Penyelenggaraan | 2,9 29 3,05
Penyelenggaraan | Pemerintah
Pemerintah Daerah (LPPD)
Daerah
Tercapainya Persentase 75% | 75% | 80% | 80% 80%
penyelesaian konflik-konflik
konflik pertanahan yang
pertanahan dapat
diselesaikan
Meningkatnya Persentase 85% | 85% | 88,8% | 92% 92%
pembinaan dan dokumen
pengkoordinasian | perencanaan,
penyusunan penganggaran
petunjuk teknis dan pelaporan
perencanaan, kinerja
penganggaran, Sekretariat
pelaporan kinerja | Daerah yang
Perangkat memenuhi aspek
Daerah serta kualitas
percepatan
realisasi
anggaran
Meningkatnya Tingkat Level | Level | Level | Level | Level3
kualitas kematangan Unit 2 2 3 3
pelayanan dan Kerja Pengadaan
pelaksanaan Barang dan Jasa
pengadaan (UKPBJ)
barang dan jasa
pemerintah
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: Target Tahunan Target
. Indikator ;
No Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Akhir
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
Terwujudnya Persentase 75% | 75% | 80% | 85% 85%
harmonisasi dan | produk hukum
sinkronisasi daerah yang
rancangan sesuai dengan
produk hukum mekanisme
daerah yang pembentukan
sesuai dengan produk hukum
peraturan per-
UU, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Meningkatkan Kualitas Nilai | Nilai | Nilai Nilai Nilai 95
pelayanan pelayanan 85 85 90 95
keprotokolan keprotokolan
pimpinan, tamu | Pimpinan, tamu
daerah serta daerahdan
layanan informasi | layanan informasi
kegiatan keg|atgn
. pemerintah
pemerintah
daerah
daerah
Menyediakan Persentase 93% | 93% | 94,2% | 95,6% | 95,6%
kebutuhan pemenuhan
penunjang kebutuhan
perangkat daerah | penunjang
dalam perangkat daerah
melaksanakan
tugas dan fungsi
2 | Meningkatkan Penurunan Inflasi | 1,26 1,26 | 1,26 1,26 1,26 %
Pengendalian Inflasi Daerah % % % %
Daerah
Meningkatnya Persentase 75% | 75% | 76% | 76% | 76%
Pengendalian kebijakan
Perekonomian, pengendalian di
Infrastruktur bidang
Tenaga Listrik, perekonomian
dan Sumber yang dihasilkan
Daya Alam
Persentase Desa | 64,9% | 67% | 68% | 69% | 69%
dan Kelurahan
yang telah
terfasilitasi
Penerangan
Jalan Umumnya
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: Target Tahunan Target
. Indikator ;
No Tujuan Sasaran Tujuan/Sasaran Akhir
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
3 | Mewujudkan kualitas Kualitas layanan | Nilai Nilai | Nilai Nilai Nilai 80
layanan keagamaan keagamaandan | 70 70 75 80
dan kemasyarakatan kemasyarakatan
yang
berkesinambungan
Terwujudnya Kualitas layanan | Nilai Nilai | Nilai Nilai Nilai 80
toleransi antar keagamaan dan | 70 70 75 80

umat beragama
melalui
peningkatan
peran serta tokoh
agama dan
layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan

kemasyarakatan

Sumber: Review Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2019-2022

Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis dengan 11 (sebelas) indikator kinerja

yang tertuang dalam review Renstra 2017-2022 tersebut terdapat 2 (dua)

indikator sasaran yang tidak lagi menjadi kewenangan Sekretariat Daerah

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah, antara lain :

1. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pertanahan, yaitu pada

sasaran “tercapainya penyelesaian konflik pertanahan” dengan indikator

kinerja “persentase konflik-konflik pertanahan yang dapat diselesaikan”.

2. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan energi dan sumber daya

mineral di bidang ketenagalistrikan, yaitu pada sasaran “Meningkatnya

Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber

Daya Alam” dengan indikator kinerja “Persentase Desa dan Kelurahan

yang telah terfasilitasi Penerangan Jalan Umumnya”.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022




2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas
fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari
seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan
memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang
baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah
Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka
menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah
sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, telah menetapkan Indikator Kinerja Utama tingkat
Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 060/105/Bang/2020. Indikator Kinerja

Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut tertuang

dalam tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama

Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Penanggung Sumber Data
Strategis Utama Perhitungan/Penjelasan Jawab
Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai hasil evaluasi AKIP | Bagian Hasil evaluasi
Akuntabilitas Kabupaten pada tahun n oleh Tim Organisasi Tim Kemen PAN-
Kinerja Kemen PAN-RB RB
Pemerintah
Daerah
Meningkatnya Nilai Laporan Hasil Evaluasi LPPD oleh | Bagian Hasil Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan | Tim Evaluasi Kinerja Pemerintahan | LPPD oleh Tim
Penyelenggaraan | Pemerintah Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja
Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Daerah Penyelenggaraan
Daerah (EKPPD) Pemerintah
Daerah (EKPPD)
Meningkatnya Persentase Rata-rata persentase Bagian Adm. | Skrinsut Rekap
pembinaan dan dokumen kualitas perencanaan Pembangunan | Rencana Umum
pengkoordinasian | perencanaan, pengadaan, perencanaan Pengadaan, LHE
penyusunan penganggaran program dan LKjIP oleh
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Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Penanggung Sumber Data

Strategis Utama Perhitungan/Penjelasan Jawab
petunjuk teknis dan pelaporan penganggaran Setda, Inspektorat,
perencanaan, kinerja Sekretariat | pelaporan kinerja, screenshoot data
penganggaran, Daerah yang pemenuhan Data SDDKN, skrinsut
pelaporan kinerja | memenuhi aspek | Dukungan Kebijakan monev Tepra
Perangkat kualitas Nasional serta capaian Kabupaten Ktw.
Daerah serta realisasi APBD Barat
percepatan
realisasi
anggaran
Meningkatnya Tingkat Hasil penilaian Bagian Skrinsut laporan
kualitas kematangan Unit | kematangan Unit Kerja Pengadaan hasil verifikasi
pelayanan dan Kerja Pengadaan | Pengadaan Barang dan Barang dan kematangan
pelaksanaan Barang dan Jasa | Jasa (UKPBJ) oleh LKPP | Jasa UKPBJ oleh
pengadaan (UKPBJ) LKPP pada
barang dan jasa aplikasi sistem
pemerintah Informasi UKPBJ
Terwujudnya Persentase Jumlah Produk Hukum Bagian Hasil Evaluasi
harmonisasi dan | produk hukum Daerah yang ditetapkan Hukum dari Pemerintah
sinkronisasi daerah yang sesuai mekanisme Provinsi
rancangan sesuai dengan pembentukan Produk Kalimantan
produk hukum mekanisme Hukum dibagi jumlah Tengah
daerah yang pembentukan Rancangan Produk
sesuai dengan produk hukum Hukum yang masuk dikali
peraturan per- 100%
UU, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
Meningkatkan Kualitas Indeks pelayanan Bagian Hasil survey
pelayanan pelayanan keprotokolan pimpinan, Protokol dan | kepuasan
keprotokolan keprotokolan pelayanan tamu daerah Komunikasi terhadap
pimpinan, tamu pimpinan, tamu serta layanan informasi Pimpinan pelayanan
daerah serta daerah dan kegiatan pemerintah pimpinan dan
layanan informasi | layanan informasi | daerah hasil survey/ tamu daerah
kegiatan kegiatan pengumpulan data
pemerintah pemerintah
daerah daerah
Meningkatnya Persentase Jumlah kebijakan di Bagian SK Bupati dan
Pengendalian kebijakan bidang perekonomian Perekonomian | Surat Bupati
Perekonomian, pengendalian di yang dihasilkan dibagi & SDA terkait kebijakan
Infrastruktur bidang jumlah kewenangan di pengendalian di
Tenaga Listrik, bidang perekonomian
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agama dan
layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan

Sasaran Indikator Kinerja Formulasi Penanggung Sumber Data
Strategis Utama Perhitungan/Penjelasan Jawab
dan Sumber perekonomian bidang
Daya Alam yang dihasilkan perekonomian
Terwujudnya Kualitas layanan Indeks layanan Bagian Hasil survey
toleransi antar keagamaan dan keagamaan dan Kesejahteraan | kepuasan
umat beragama | kemasyarakatan kemasyarakatan hasil Rakyat terhadap
melalui survey/ pengumpulan pelayanan
peningkatan data keagamaan dan
peran serta tokoh kemasyarakatan

Sumber: Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
060/105/Bang/2020.

2.3 Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus pada

penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Setiap

sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang merupakan

tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Perencanaan

kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja

berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana

strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja SKPD. Hasil dari

proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang kemudian ditetapkan

dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD sebagaimana terlampir. Rencana

Kinerja Tahunan Sekretariat Tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahun 2022

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1| Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah

Nilai SAKIP Kabupaten

Nilai 84
(Kategori A)

Daerah

2 | Meningkatnya Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah

Nilai Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)

Nilai 3,05
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

3 | Meningkatnya pembinaan dan Persentase dokumen perencanaan, 92%
pengkoordinasian penyusunan | penganggaran dan pelaporan kinerja
petunjuk teknis perencanaan, Sekretariat Daerah yang memenuhi
penganggaran, pelaporan aspek kualitas
kinerja Perangkat Daerah serta
percepatan realisasi anggaran

4 | Meningkatnya kualitas Tingkat kematangan Unit Kerja Level 3 (bobot
pelayanan dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 100%)
pengadaan barang dan jasa (UKPBJ)
pemerintah

5 | Terwujudnya harmonisasi dan Persentase produk hukum daerah 85%
sinkronisasi rancangan produk | yang sesuai dengan mekanisme
hukum daerah yang sesuai pembentukan produk hukum
dengan peraturan per-UU,
kebutuhan masyarakat dan
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah

6 | Meningkatkan pelayanan Kualitas pelayanan keprotokolan Nilai 95
keprotokolan pimpinan, tamu pimpinan, tamu daerah dan layanan
daerah serta layanan informasi | informasi kegiatan pemerintah daerah
kegiatan pemerintah daerah

7 | Meningkatnya Pengendalian Persentase kebijakan pengendalian | 76%
Perekonomian, Infrastruktur di bidang perekonomian yang
Tenaga Listrik, dan Sumber dihasilkan
Daya Alam

8 | Terwujudnya toleransi antar Kualitas layanan keagamaan dan Nilai 80
umat beragama melalui kemasyarakatan
peningkatan peran serta tokoh
agama dan layanan keagamaan
serta kemasyarakatan

Sumber: Data Diolah

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur
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tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang
tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan
atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2022 telah menyusun Perjanjian
Kinerja dengan Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja

sesuai lampiran perjanjian ini.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Akuntabilitas i Nilai 84

L Kinerja Pemerintah Daerah Nilai SAKIP Kabupaten (Kategori A)
Meningkatnya Kinerja i

. Nilai Laporan Penyelenggaraan .

2 | Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Daerah (LPPD) Nilai 3,05
Daerah
Meningkatnya pembinaan dan
pengkoordinasian penyusunan | Persentase dokumen perencanaan,
petunjuk teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja 0

3 . . 92%
penganggaran, pelaporan Sekretariat Daerah yang memenuhi
kinerja Perangkat Daerah serta | aspek kualitas
percepatan realisasi anggaran
Meningkatnya kualitas Tingkat kematangan Unit Kerja
pelayanan dan pelaksanaan Level 3 (bobot

4 . Pengadaan Barang dan Jasa o
pengadaan barang dan jasa 100%)

. (UKPBJ)

pemerintah
Terwujudnya harmonisasi dan
sinkronisasi rancangan produk
hukum daerah yang sesuai Persentase produk hukum daerah

5 | dengan peraturan per-UU, yang sesuai dengan mekanisme 85%
kebutuhan masyarakat dan pembentukan produk hukum
penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
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umat beragama melalui
peningkatan peran serta tokoh
agama dan layanan keagamaan
serta kemasyarakatan

kemasyarakatan

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Meningkatkan pelgyanan Kualitas pelayanan keprotokolan
keprotokolan pimpinan, tamu - -

6 . .| pimpinan, tamu daerah dan layanan | Nilai 95
daerah serta layanan informasi | . S .

. . informasi kegiatan pemerintah daerah

kegiatan pemerintah daerah

7 | Meningkatnya Pengendalian Persentase kebijakan pengendalian 76%
Perekonomian, Infrastruktur di bidang perekonomian yang
Tenaga Listrik, dan Sumber dihasilkan
Daya Alam

8 | Terwujudnya toleransi antar Kualitas layanan keagamaan dan Nilai 80

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian

Kinerja Eselon I, maka struktur program dan kegiatan yang terkait langsung

dan penunjang dalam mencapai sasaran Sekretariat Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Anggaran Program dan Kegiatan yang Terkait langsung dengan

Capaian Kinerja Tahun 2022

Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp)
Sasaran: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | 6.754.371.600 | 6.857.782.400 | 103.410.800
Administrasi Tata Pemerintahan 308.060.250 | 316.319.100 8.258.850
Penataan Administrasi Pemerintahan 44.319.650 44.319.650 0
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 181.381.800 186.999.800 5.618.000
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi 82.358.800 | 84.999.650 |  2.640.850
Daerah
Fasilitasi Kerja Sama Daerah 41.999.650 41.999.500 -150
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 41.999.650 41.999.500 -150
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Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp)

Sasaran: Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan peran serta

tokoh agama dan layanan keagamaan serta kemasyarakatan

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat | 5.993.763.150 | 6.051.675.100 57.911.950
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental -
Spiritual 3.664.381.900 | 3.417.718.450 246.663.450
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 57.190.900 59.999.900 2.809.000
Sosial
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan 2.272.190.350 | 2.573.956.750 | 301.766.400

Masyarakat

Sasaran: Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum daerah
yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

dan Pengelolaan Informasi Hukum

Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 410.548.550 | 447.788.700 37.240.150
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 104.358.650 105.663.650 1.305.000
Fasilitasi Bantuan Hukum 233.999.600 271.639.900 37.640.300
Pendokumentasian Produk Hukum 72.190.300 |  70.485.150 | -1.705.150

Sasaran: Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga Listrik, dan

Sumber Daya Alam

Program Perekonomian dan

1.004.666.050 | 1.422.654.050 | 417.988.000
Pembangunan
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 105.440.700 | 458.249.300 | 352.808.600
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan 49.999.750 399.999.450 | 349.999.700
BUMD dan BLUD
Pengendalian dan Distribusi 55.440.950 |  58.249.850 |  2.808.900

Perekonomian

Sasaran : Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan
petunjuk teknis perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat
Daerah serta percepatan realisasi anggaran

Pelaksanaan Administrasi

Pembangunan

236.510.600 | 238.381.400 | 1.870.800
Pembangunan
Fasilitasi Penyusunan Program 75.888.850 |  78.690.850 |  2.802.000
Pembangunan
Pengendalian dan Evaluasi Program 63.190.750 |  65.999.700 |  2.808.950
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Sebelum Setelah Bertambah/
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan Perubahan Berkurang
(Rp) (Rp) (Rp)
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan 97 431.000 93.690 850 -3.740.150
Pelaksanaan Pembangunan
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah
5::39'°'aa" Pengadaan Barang dan | 443 774 150 | 554.274.050 | 60.499.900
?:gfe'°'aa” Pengadaan Barang dan | 549 554 800 |  304.674.800 |  5.450.000
Pengelolaan Layanan Pengadaan 72.190.600 |  74.999.500 |  2.808.900
secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan | 155 358 750 | 174.599.750 | 52.241.000
Barang dan Jasa
Pemantauan Kebijakan Sumber 168.940.600 | 171.749.300 |  2.808.700
Daya Alam
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Pertanian, Kehutanan, 61.141.000 63.949.950 2.808.950
Kelautan, dan Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Pertambangan dan 59.999.850 59.999.800 -50
Lingkungan Hidup
Koo_r_dinasi, Sinkr_onisas@, dan Evaluasi 47 799.750 47 799 550 200
Kebijakan Energi dan Air
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.798.522.051 2.313.733.237 515.211.186
Kabupaten/Kota
Penataan Organisasi 509.726.850 | 505.285.150 -4.441.700
Pengelolaan Kelembagaan dan 225358.650 | 227.999.450 |  2.640.800
Analisis Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 102.177.700 | 104.986.400 |  2.808.700
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi 182.190.500 | 172.299.300 | -9.891.200
Birokrasi

Sasaran : Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah
serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi 1.288.795.201

1.808.448.087

519.652.886

Pimpinan
Fasilitasi Keprotokolan 488.022.300 699.248.686 | 211.226.386
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 469.200.000 769.199.800 | 299.999.800
Pendokumentasian Tugas Pimpinan 331.572.901 339.999.601 8.426.700

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022
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Tabel 2.7 Anggaran Program dan Kegiatan Penunjang Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Setelah Perubahan Bertambah/
Perubahan (Rp) (Rp) Berkurang (Rp)
Sasaran: Menyediakan kebutuhan penunjang perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsi
Program Penunjang Urusan 30.778.326.299 | 34.624.094.313 3.845.768.014
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Administrasi Keuangan 14.016.788.182 | 13.536.471.100 (480.317.082)
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan 13.635.533.602 13.151.504.000 (484.029.602)
ASN
Pelaksanaan Penatausahaan 312.267.000 335.744.000 23.477.000
danPenguijian/Verifikasi
Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 66.088.080 46.323.600 (19.764.480)
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 2.899.500 2.899.500 0
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah 127.185.700 58.758.700 (68.427.000)
pada Perangkat Daerah
Pengamanan Barang Milik Daerah 79.150.000 40.710.000 (38.440.000)
SKPD
Koordinasi dan Penilaian Barang 29.987.000 0 (29.987.000)
Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik 18.048.700 18.048.700 0
Daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian 128.414.000 201.234.000 72.820.000
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas 76.000.000 76.000.000 0
Beserta Atribut Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Implementasi 52.414.000 125.234.000 72.820.000
Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat 1.490.796.076 2.420.946.670 930.150.594
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi 99.997.370 192.101.130 92.103.760
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Setelah Perubahan Bertambah/
Perubahan (Rp) (Rp) Berkurang (Rp)

ListriklPenerangan Bangunan

Kantor

Penyediaan Peralatan dan 193.855.354 237.177.956 43.322.602

Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah 212.657.907 396.367.139 183.709.232

Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.840.000 9.390.000 5.550.000

Penyediaan Barang Cetakan 111.141.445 111.141.445 0

dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 159.996.000 283.585.000 123.589.000

Penyelenggaraan Rapat 709.308.000 1.191.184.000 481.876.000

Koordinasidan Konsultasi
SKPD

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

4.448.284.122

7.860.403.131

3.412.119.009

Lainnya

Pengadaan Kendaraan 0 759.999.906 759.999.906
PeroranganDinas atau Kendaraan

Dinas Jabatan

Pengadaan Kendaraan Dinas 0 2.158.102.848 2.158.102.848
Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel 9.900.000 70.308.310 60.408.310
Pengadaan Peralatan dan Mesin 590.746.155 870.397.352 279.651.197

Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

1.704.374.100

1.688.490.933

(15.883.167)

Pengadaan Sarana dan 2.143.263.867 2.313.103.782 169.839.915
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang 6.799.456.880 6.796.788.439 (2.668.441)
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.985.000 5.985.000 0

Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

4.550.214.480

4.345.432.039

(204.782.441)

Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

226.125.000

306.800.000

80.675.000
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sebelum Setelah Perubahan Bertambah/

Perubahan (Rp) (Rp) Berkurang (Rp)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 2.017.132.400 2.138.571.400 121.439.000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik 1.801.667.849 2.118.701.093 317.033.244

Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 293.798.408 275.463.053 (18.335.355)
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 417.725.220 445.045.365 27.320.145
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan 151.834.200 184.882.654 33.048.454
MesinLainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 722.357.163 997.357.163 275.000.000
Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 150.952.890 150.952.890 0

dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 64.999.968 64.999.968 0
dan Prasarana Pendukung
GedungKantor atau Bangunan

Lainnya

Administrasi Keuangan dan 910.100.430 662.881.060 (247.219.370)
Operasional Kepala Daerah
danWakil Kepala Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan 175.597.000 109.707.000 (65.890.000)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penyediaan Pakaian Dinas dan 52.795.430 59.784.060 6.988.630

Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan Medical Check Up 81.708.000 15.890.000 (65.818.000)
Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Penyediaan Dana Penunjang 600.000.000 477.500.000 (122.500.000)

Operasional Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Sebelum

Setelah Perubahan

Bertambah/

Tangga Sekretariat Daerah

Perubahan (Rp) (Rp) Berkurang (Rp)

Fasilitasi Kerumahtanggaan 1.055.633.060 967.910.120 (87.722.940)
Sekretariat Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah 616.650.000 631.800.000 15.150.000

Tangga Kepala Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah 351.990.000 214.080.000 (137.910.000)

Tangga Wakil Kepala Daerah

Penyediaan Kebutuhan Rumah 86.993.060 122.030.120 35.037.060

Sumber: DPA Perubahan Tahun 2022

Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Selain anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

memiliki beberapa instrumen pendukung berupa aplikasi yang membantu

mempercepat pencapaian target kinerja diantaranya:

1. e-Sakip

Aplikasi yang mengintegrasikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat mulai dari perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja

dan evaluasi kinerja secara periodik yakni triwulan sampai tahunan.

Aplikasi ini memantau kinerja individu sampai capaian Perangkat

Daerah.

Gambar 2.1 Sistem Integrasi Perencanaan, Capaian Monitoring dan

Evaluasi Kinerja

Sumber: http://esakip.kotawaringinbaratkab.qo.id:8014/
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2. e-SKM

Aplikasi e-SKM bertujuan untuk memudahkan perangkat daerah dalam
melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada masyarakat
pengguna. Kewajiban SKM tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB
Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan
Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Melalui kegiatan
SKM akan tergambar sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah.

Gambar 2.2 Portal Survey Kabupaten Kotawaringin Barat

PORTAL SURVEY

Portal Survey
Kabupaten Kotawaringin Barat

s p € 0% -~ 6§ 0 L S — -

Sumber : https://skm.kotawaringinbaratkab.go.id/
3. SIM-RB

Tujuan dikembangkannya Aplikasi SIM-RB adalah untuk memudahkan

monitoring capaian Reformasi Birokrasi. Kementerian PAN-RB
memberikan opsi pengisian menggunakan LKE dalam bentuk excel
sebelum kemudian dimasukan kembali isiannya pada aplikasi PMPRB
yang dimiliki oleh Kementerian PAN-RB. Monitoring kepada isian LKE
tersebut memerlukan waktu yang lama yang pada akhirnya tidak dapat
dilakukan intervensi berkala agar mengdapatkan hasil Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang maksimal. Dengan aplikasi SIM-RB, proses
monitoring diharapkan dapat dilakukan dengan maksimal. Setelah
pengisian dilakukan oleh perangkat daerah, Pimpinan Perangkat daerah
dan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten secara real-time mendapatkan

rekapitulasi nilai hasil isian setiap perangkat daerah. Berdasarkan data
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tersebut, pimpinan dapat secara langsung memperbaiki kekurangan
dokumen RB Perangkat Daerah masing-masing. Dengan demikian,
upaya peningkatan nilai PMPRB oleh Kementerian PAN-RB dapat lebih

dimaksimalkan.

Gambar 2.3 Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi

Manajemen . 3
Reformasi Birokrasi

Sumber : https://simrb.kotawaringinbaratkab.qgo.id/.

4. e-Regulation

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin barat dalam hal ini telah
menerapkan inovasi baru yakni penyusunan produk hukum daerah
berbasis dalam jaringan melalui program E-Regulation yang saat ini
telah berjalan dan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyusunan Produk
Hukum Daerah Berbasis dalam Jaringan melalui Program e-
Regulation.

Aplikasi e-Regulation yang diprakarsai oleh Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ini memfasilitasi penyusunan
produk hukum daerah berupa Keputusan Bupati, Peraturan Bupati dan
Peraturan Daerah yang diajukan oleh masing-masing Perangkat

Daerahtidak lagi menggunakan metode konvensional.

Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis dalam Jaringan melalui
Program E-Regulation, memberikan manfaat yang berpusat pada

pemangkasan birokrasi. Melalui aplikasi ini pengajuan rancangan
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produk hukum daerah dapat diajukan kapanpun, di manapun oleh
masing-masing Perangkat Daerah. Proses kontrol terhadap pengajuan
rancangan produk hukum daerah dapat diagendakan secara
sistematis, dapat memangkas anggaran yang timbul sebagai akibat
proses pengajuan rancangan secara konvensional, dapat mempercepat
persetujuan dan penerbitan produk hukum daerahyang tidak terikat
dengan ruang dan waktu, serta adanya aplikasi tersebut, Perangkat
Daerah dapat mengajukan rancangan produk hukum daerah secara
elektronik praktis dan cepat.
Gambar 2.4 Aplikasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
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Sumber : https://e-requlation.kotawaringinbaratkab.qo.id

5. SILPPD
Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(SILPPD) merupakan suatu aplikasi berbasis web yang dibuat oleh
Kemendagri yang mengelola laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah dan dirancang khusus untuk mempermudah pengisian dan
penyajian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui SILPPD
pemerintah daerah ditekankan untuk menyampaikan laporan dan data
yang akurat dan benar, hal ini penting agar data tersebut dapat dievaluasi
untuk melihat apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sudah
dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan memberikan

dampak bagi masyarakat.
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Gambar 2.5 Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah
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Sumber : https://elppd.kemendaqri.go.id/

6. LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat
Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sistem
pengadaan pemerintah secara elektronik (eprocurement) agar
pengadaan barang/jasa dapat berjalan secara transparan, adil dan
menciptakan persaingan yang sehat. LPSE merupakan salah satu
instrumen dalam pengukuran pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang
menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ
dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju
pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Gambar 2.6 Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten

Kotawaringin Barat

Sumber : https://Ipse.kotawaringinbaratkab.go.id/
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7. SIRUP
SIRUP adalah sistem aplikasi informasi umum pengadaan berbasis web
(web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan instrumen ini sebagai
wujud transparansi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pembinaan dan pengevaluasian secara berkesinambungan terhadap
penyusunan rencana umum pengadaan dilaksanakan agar selaras

dengan rencana anggarannya.

Gambar 2.7 Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
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Sumber : https://sirup.lkpp.qgo.id

8. Multimedia Center (MMC) Kotawaringin Barat
MMC merupakan saluran resmi publikasi program dan kegiatan setiap
Perangkat Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam bentuk portal
berita. Instrumen ini digunakan oleh Sekretariat Daerah dalam
mempublikasikan kegiatan-kegiatan pimpinan dan pemerintah daerah
kepada masyarakat luas.

Gambar 2.8 Multimedia Center (MMC) Kotawaringin Barat

Sumber : https://mmc.kotawaringinbaratkab.qgo.id
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk  mempertanggungjawabkan  keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan. Dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari sasaran
strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan kinerja
instansi pemerintah.

Laporan Kinerja 2022 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja
sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator kinerja yang
diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara
rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja
(performance result) yang telah dicapai. Pengukuran Laporan Kinerja 2022
mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan
skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No | Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi
Kinerja

1 91 <100 Sangat Tinggi

2 76 <90 Tinggi

3 66 <75 Sedang

4 51 <65 Rendah

5 <50 Sangat Rendah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017
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3.1 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Pada tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung

jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja terdapat 8 (delapan) sasaran

yang dicapai yang merupakan IKU Sekretariat Daerah, dan 1 (satu) sasaran

yang merupakan sasaran pendukung. Adapun capaian kinerja sasaran

tersebut tersaji dalam tabel berikut ini:
Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2022

produk hukum daerah yang
sesuai dengan peraturan
per-UU, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

sesuai dengan
mekanisme
pembentukan produk
hukum

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Caealan Pe'."“g!‘at
(%) Kinerja

1 | Meningkatnya Akuntabilitas | Nilai SAKIP Nilai 84 | Nilai 63,49 | 75,58% Sedang

Kinerja Pemerintah Daerah | Kabupaten (Kategori | (Kategori
A) B)

2 | Meningkatnya Kinerja Nilai Laporan Nilai 3,05 Nilai 116,62% Sangat
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3,5569 Tinggi
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

(LPPD)

3 | Meningkatnya pembinaan Persentase dokumen | 92,00% 87,38% 94,98% Sangat
dan pengkoordinasian perencanaan, Tinggi
penyusunan petunjuk teknis | penganggaran dan
perencanaan, pelaporan kinerja
penganggaran, pelaporan Sekretariat Daerah
kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi
serta percepatan realisasi aspek kualitas
anggaran

4 | Meningkatnya kualitas Tingkat kematangan Level 3 Level 3 88,89% Tinggi
pelayanan dan Unit Kerja Pengadaan | (bobot (bobot
pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa 100%) 88,89%)
barang dan jasa pemerintah | (UKPBJ)

5 | Terwujudnya harmonisasi Persentase produk 85% 90,14% 106,05% Sangat
dan sinkronisasi rancangan | hukum daerah yang Tinggi
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Ca;‘))alan Pe'.”“g!‘at
(%) Kinerja
Meningkatkan pelayanan Kualitas pelayanan Nilai 95 | Nilai 82,75 | 87,11% Tinggi
keprotokolan pimpinan, keprotokolan
tamu daerah serta layanan | pimpinan, tamu
informasi kegiatan daerah dan layanan
pemerintah daerah informasi kegiatan
pemerintah daerah
Meningkatnya Persentase kebijakan 76% 85,71% 112,78% Sangat
Pengendalian pengendalian di Tinggi
Perekonomian, Infrastruktur | bidang perekonomian
Tenaga Listrik, dan Sumber | yang dihasilkan
Daya Alam
Terwujudnya toleransi antar | Kualitas layanan Nilai 80 | Nilai 85,36 | 106,70% Sangat
umat beragama melalui keagamaan dan Tinggi
peningkatan peran serta kemasyarakatan
tokoh agama dan layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan
Rata-rata Capaian 98,59% Sangat
Tinggi

Sumber: Data diolah

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis

diuraikan dibawah ini:

Sasaran:

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | Capaian
84
Nilai 75,58%
Nilai SAKIP Kabupaten (A) 63,49 (B)
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Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi | Capaian

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

- Indikator Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
(o] . q
Kinerja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Nilai Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | 100% | 90,96% | 75,06% | 76,49% | 75,80% | 75,58%
SAKIP 50,23 | 55,49 | 60,05 | 61,19 | 62,16 | 63,49
Kabupaten
Sumber: Data diolah
Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022
dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra
Target Kinerja Realisasi Kinerja Targ.et
Indikat Akhir
No ndikator Tahun
Kinerja | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Repstra
(2022)
1 | NilaiSAKIP | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai84
Kabupaten | 5023 | 61 80 | 80 | 8 | 84 | 5023 | 5549 | 60.05 | 6119 | 62,16 | 6349 ®)

A A A A (B (B B) B)

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat “Tidak Tercapai’.
Analisis perbandingan realisasi dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu nilai

realisasi mengalami tren meningkat setiap tahunnya. Jika dibandingkan
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dengan tahun 2021 terdapat peningkatan nilai sebesar 1,33 atau 2,14%.
Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra maka gap
capaian kinerjanya adalah sebesar 24,42%.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menargetkan nilai SAKIP
tahun 2022 berada pada kategori A (dalam Renstra Setda secara spesifik
disebutkan dengan nilai 84), realisasi nilai berdasarkan hasil evaluasi
Kemenpan-RB sebesar 63,49 sehingga capaian kinerja tahun 2022 adalah
75,58%.

Hasil evaluasi yang disampaikan oleh Kemenpan-RB melalui surat
Kemenpan-RB nomor B/1146/AA.05/2022 tanggal 6 Desember 2022
tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2022, menyatakan bahwa nilai yang diraih oleh Kabupaten Kotawaringin
Barat menunjukan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah
daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit
perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Adapun analisis kendala yang menjadi penghambat tercapainya
kinerja, sebagai berikut:

1. Beberapa dokumen perencanaan kinerja pemerintah daerah dan
perangkat daerah belum diunggah pada lama esr.menpan.go.id;

2. Masih terdapat sasaran level Pemerintah Daerah, dan sasaran
strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi
outcome;

3. Pohon kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun
2023-2026 belum mampu mengidentifikasikan outcome antara
(intermediate/immediate outcome) dengan baik sehingga Critical
Success Factor (CSF) langsung dijabarkan ke dalam kinerja yang
sifatnya operasional, selain itu penjabaran kinerja belum mampu
menyajikan alternatif kondisi/kinerja sebagai solusi yang efektif untuk
mencapai kinerja utama daerah;

4. Belum melakukan identifikasi crosscutting kinerja sebagai bentuk
sharing outcome antar PD sebagai upaya mempercepat tercapainya

kinerja utama PD;
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5.

Aplikasi monev kinerja e-sakip Kotawaringin Barat belum sepenuhnya
dimanfaatkan oleh seluruh PD dalam mempermudah proses
pelaksanaan monitoring dan evaluasi progres capaian kinerja dan
anggaran;

Masih ditemukan beberapa laporan kinerja PD yang belum
menjelaskan secara spesifik dan jelas faktor-faktor pendorong dan
penghambat tercapainya .

Alternatif strategi yang telah ditempuh untuk meningkatkan nilai

SAKIP Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

1.

Asistensi pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat
dengan narasumber dari Universitas Brawijaya yang sudah
berpengalaman  mendampingi  pelaksanaan  SAKIP  pada
Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada kegiatan asistensi
tersebut, telah dijelaskan perihal variabel-variabel yang perlu
dilengkapi untuk meningkatkan nilai evaluasi dimaksud.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menyusun
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis
(Renstra) Tahun 2023 — 2026 telah memuat pohon kinerja dan
penjenjangan kinerja.

Menyusun Perjanjian Kinerja Bupati Kotawaringin Barat, Perjanjian
Kinerja seluruh Eselon Il sampai dengan Eselon IV berdasarkan
cascading kinerja.

Melakukan evaluasi SAKIP pada seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

. Melakukan konsensus oleh Tim SAKIP Kabupaten bahwa

penyusunan Pohon Kinerja dan Peta Proses Bisnis selaras dengan
penyusunan RPD dan Renstra Tahun 2023 — 2026.

Membangun aplikasi monitoring dan evaluasi SAKIP tingkat
Kabupaten, yang secara efektif digunakan pada tahun 2022.
Melakukan pembinaan melalui desk kepada Perangkat Daerah

dengan hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP rendah/ tidak sesuai
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dengan target/ mengalami penurunan signifikan, agar dapat

melakukan perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

8. Paparan langsung pelaksanaan SAKIP tahun 2021 Kabupaten
Kotawaringin Barat, dan beberapa Perangkat Daerah sebagai sampel
kepada Kemenpan-RB agar mendapatkan masukan untuk perbaikan
pelaksanaan SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sekretariat Daerah dalam hal ini memiliki kontribusi terhadap
pencapaian variabel penilaian khususnya pelaporan kinerja, berupaya
meningkatkan capaian kinerja variabel tersebut dengan melakukan
beberapa langkah strategis yaitu :

1. Melakukan Rapat Koordinasi dan Pengendalian setiap 3 bulan dan
pelaksanaan Forum Grup Discussion (FGD) secara berkala dengan
melibatkan stakeholder terkait membahas tentang capaian kinerja
Perangkat Daerah pengampu IKU.

2. Melaksanakan asistensi SAKIP yang di dampingi oleh tim dari
Universitas Brawijaya, Malang untuk mendapatkan saran dan
masukan serta kiat-kiat dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LK]|IP).

3. Melakukan reviu data Capaian Kinerja Instansi Pemerintah (Cakjip)
bersama dengan Inspektorat Daerah.

4. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan evaluator Kemenpan-
RB untuk mendapatkan rekomendasi guna perbaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian
kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, Kegiatan Penataan Organisasi melalui sub kegiatan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan
dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP, RKT, PK Kabupaten
Kotawaringin Barat, laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan
melaksanakan asistensi evaluasi SAKIP, asistensi Reformasi Birokrasi,
melakukan evaluasi roadmap Reformasi Birokrasi, serta pemberian

rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan Reformasi Birokrasi.
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Sasaran:
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Nilai Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD)

Nilai

3,05

3,5569

(hasil reviu
Tim EPPD
Prov
Kalteng
2021)

116,62%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

No | Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022
1 | Nilai Laporan Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai 100 | 100 | 105,30 | 105,30 | 101,79 | 116,62
Penyelenggaraan | 2,7313 | 2,9985 | 3,0538 | 3,0538 | 3,0538 | 3,5569 % % % % % %
Pemerintah

Daerah (LPPD)

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel

berikut ini:
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Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Kinerja Realisasi Kinerja Target
. Akhir
Indikator

Tahun

Kinerjia | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
(2022)

Nilai Nilai Nilai Nilai | Nilai | Nilai | Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai
Laporan 2,7313 29 29 29 3 3,05 | 2,7313 | 2,9985 | 3,0538 | 3,0538 | 3,0538 | 3,5569 3,05
Penyeleng
garaan
Pemerintah
Daerah
(LPPD)

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat “Tercapai”. Analisis
perbandingan tingkat realisasi kinerja dari tahun-tahun sebelumnya adalah
terdapat peningkatan yang cukup signifikan.

Indikator Sasaran Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD) dengan target pada tahun 2022 adalah 3,05. Terkait hal ini, dapat
disampaikan hingga saat ini Kementerian Dalam Negeri tidak merilis hasil
capaian LPPD sejak tahun 2020. Selain karena faktor pandemi, kebijakan
ini disampaikan secara resmi oleh Kemendagri karena terkait rencana
perubahan dimensi pembinaan pemerintah pusat melalui LPPD.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 telah
menyelesaikan penyusunan dan menyampaikan LPPD tahun 2021 tepat
waktu kepada pemerintah pusat. Laporan ini disampaikan melalui Gubernur
Kalimantan Tengah dan juga melalui aplikasi e-LPPD Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia. LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2021 yang disampaikan pada tahun 2022 telah disusun sesuai kaidah yang
diatur dalam Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2022 dan telah melalui
reviu Inspektorat Daerah.

Berdasarkan hasil klarifikasi Tim EPPD Provinsi Kalimantan Tengah,
secara umum materi LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021,
diukur dengan melihat ketersediaan data yang termuat LPPD, terdapat 122

IKK atau 94% IKK yang telah terisi. Hal ini menunjukkan Kabupaten

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022




Kotawaringin Barat sudah menyajikan data secara baik. Terdapat 8 IKK
yang berstatus tidak dapat informasi (tdi). Tim EPPD Provinsi Kalimantan
Tengah menyimpulkan penyusunan LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2021 sudah sangat baik dalam pemahaman pengelolaan data pada
masing-masing daerah terkait definisi operasional LPPD. Berdasarkan hasil
konfirmasi dan reviu terhadap LPPD Tahun 2021, Kabupaten Kotawaringin
Barat mendapatkan predikat Kinerja Tinggi, nilai score 3,5569 (skala 1-5).
Analisis penyebab keberhasilan atas pencapaian indikator sasaran

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah adanya
dukungan dan kerjasama yang baik dari Perangkat Daerah dalam rangka
penyediaan data sehingga data yang disajikan untuk memenuhi indikator
telah lengkap. Namun dalam rangka meningkatkan capaian nilai LPPD dari
tahun sebelumnya, strategi yang telah ditempuh oleh Sekretariat Daerah
adalah :

1. Mengefektifkan penyusunan LPPD dalam pembagian kerja;

2. Melakukan review kinerja bersama Inspektorat Daerah;

3. Mendorong Perangkat Daerah membangun database capaian kinerja;

4. Berkoordinasi dengan Tim Penyusun LK]IP.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
pencapaian kinerja tersebut adalah Program Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, melalui
Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam rangka mendukung terwujudnya indikator sasaran Nilai LPPD
agar dapat mencapai target, Sekretariat Daerah mengupayakan
terpenuhinya kesesuaian skor IKK dengan data pendukung yang
disampaikan SKPD. Pada tahun 2022 persentase kesesuaian skor IKK
dengan data pendukung yang disampaikan SKPD ditargetkan tercapai
100%, sedangkan realisasi dapat tercapai 100%. Adapun keberhasilan
tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan administrasi tata
pemerintahan, melalui sub kegiatan fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
Adapun upaya yang dilakukan dalam mewujudkan target kinerja program

adalah dengan cara memperkuat koordinasi dengan seluruh SKPD dalam
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penyusunan LPPD. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan capaian
skor indikator kinerja pada seluruh urusan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah. Dalam hal ini tim penyusun melakukan verifikasi
kebenaran data dan dokumen pendukung dan menyoroti kinerja urusan
yang berdasarkan self assessment masih rendah. Adapun langkah-langkah
yang ditempuh oleh tim penyusun dalam mewujudkan kinerja adalah
sebagai berikut:

a. Membuka layanan konsultasi setiap hari kerja terkait pedoman

penyusunan LPPD untuk seluruh SKPD.
b. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam rangka memenuhi seluruh

data yang dibutuhkan.

Sasaran: Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian

3 penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran,
pelaporan kinerja Perangkat Daerah serta percepatan realisasi
anggaran

Keberhasilan sasaran strategis 3 (tiga) diukur dengan 1 (satu)
indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi | Capaian

Persentase dokumen perencanaan, % 92 87,38 94,98%
penganggaran dan pelaporan
kinerja Sekretariat Daerah yang
memenuhi aspek kualitas), diukur
dengan menghitung rerata capaian
indikator sebagai berikut :

- Persentase Rencana Umum % 100,00 65,79 65,79%
Pengadaan yang selaras dengan
Perencanaan Anggaran SKPD
Nilai SAKIP Sekretariat Daerah

Persentase Data Dukungan Nilai 80,3 80,1 99,75%
Kebijakan Nasional yang dapat % 80,00 91,30 114,13%
terpenuhi

Persentase capaian realisasi

APBD yang sesuai dengan target % 98,00 92,69 94,58%

Sumber: Data diolah
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Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

No | Indikator Kinerja

2017

2018

2019 2020

2021

2022

2017

2018

2019 2020

2021

2022

1 | Persentase
dokumen
perencanaan,
penganggaran
dan pelaporan
kinerja
Sekretariat
Daerah yang
memenuhi aspek
kualitas

55,24
%

65,86
%

86,05 92,45
% %

94,05
%

87,38
%

100
%

100
%

101,23 | 108,76
% %

105,91
%

94,98
%

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel

berikut ini:

Tabel: 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah Renstra

No

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

Indikator

Kinerja 2017

2018

2019

2020 | 2021

2022

2017

2018

2019

2020 2021

2022

Target
Akhir
Tahun

Renstra
(2022)

55,24
%

Persentase
dokumen
perencanaan,
penganggaran
dan pelaporan
kinerja
Sekretariat
Daerah yang
memenuhi
aspek kualitas

65,86
%

85%

85% | 88,8

%

92% | 5524

%

65,86
%

86,05
%

92,45
%

94,05
%

87,38
%

92%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir

Renstra Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat “Tidak Tercapai’.

Analisis perbandingan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya
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bahwa realisasi dan capaian kinerja mengalami tren yang meningkat dari
tahun 2017 hingga 2021. Namun jika dibandingkan dengan realisasi kinerja
periode akhir tahun Renstra, terdapat penurunan tingkat kinerja sebesar
6,67% dari tahun sebelumnya. Sedangkan jika dibandingkan dengan target
akhir Renstra maka gap capaian kinerjanya adalah sebesar 5,02%. Hal
tersebut disebabkan oleh salah satu variabel indikator kinerja ini tidak
tercapai secara optimal, yaitu pada variabel Persentase Rencana Umum
Pengadaan yang selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD.
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan
kinerja Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek kualitas diukur dengan
menghitung rata-rata persentase kualitas perencanaan pengadaan,
perencanaan dan penganggaran Sekretariat Daerah, pelaporan kinerja,
pemenuhan Data Dukungan Kebijakan Nasional serta capaian realisasi
APBD.
Terkait realisasi dan capaian kinerja masing-masing variabel dalam
pengukuran sasaran ini dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan
Perencanaan Anggaran SKPD.
Persentase Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan
Perencanaan Anggaran SKPD dapat diukur dengan formula jumlah
Perangkat Daerah yang menyusun RUP selaras dengan perencanaan
anggaran dibandingkan dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah di
Kabupaten Kotawaringin Barat.
Pada tahun 2022, jumlah Perangkat Daerah yang telah menyusun
RUP selaras dengan dokumen penganggaran berjumlah 36
Perangkat Daerah pada APBD murni, 12 Perangkat Daerah pada
APBD Perubahan. Dari hasil pengukuran kinerja, realisasi dapat
tercapai sebesar 65,79%. Target kinerja variabel ini pada tahun 2022
adalah 100% sehingga capaian kinerjanya sebesar 65,79%.
Adapun data perhitungan realisasi dan capaian dapat disajikan dalam

tabel sebagai berikut:
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Tabel 3.12 Realisasi dan Capaian Rencana Umum Pengadaan yang
selaras dengan Perencanaan Anggaran SKPD TA. 2022

RUP Jumlah PD | RUP Selaras
RUP Murni 38 38
RUP Perubahan 38 12
Jumlah 76 50
Relisasi (rerata RUP selaras dibagi 65,79%
Jumlah PD)

Target 2022 100%
Capaian 65,79%

Sumber : Data diolah

Sedangkan data Perangkat Daerah yang Rencana Umum
Pengadaannya tidak selaras dengan dokumen penganggaran, dapat
disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.13 Data Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah

Tahun 2022 yang Tidak Selaras dengan Perencanaan Anggaran

No. Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  Kabupaten
1 Kotawaringin Barat

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Bpkad Kabupaten
2 Kotawaringin Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
3 Kotawaringin Barat

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
4 Kotawaringin Barat

5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

6 | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Komunikasi Informatika Statistk Dan Persandian
7 Kabupaten Kotawaringin Barat

g | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
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No.

Perangkat Daerah

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Kotawaringin Barat

10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Kotawaringin Barat

11

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak
Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kotawaringin Barat

12

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin
Barat

13

Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat

14

Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat

15

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat

16

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kotawaringin Barat

17

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Kotawaringin Barat

18

Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

19

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
Kabupaten Kotawaringin Barat

20

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin
Barat

21

Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat

22

Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

23

Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

24

Rsud Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin
Barat

25

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Kotawaringin Barat

26

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Sumber : Data diolah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022




Secara umum kendala yang dialami dalam penyusunan Rencana

Umum Pengadaan di Perangkat Daerah dapat disimpulkan sebagai
berikut:

1.

Kurangnya pemahaman Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada
Perangkat Daerah dalam hal kewajiban penyusunan, teknik
penyusunan, kepatuhan waktu penyusunan, serta arti penting
Rencana Umum Pengadaan.

Kapasitas sumber daya aparatur terutama PPK dalam hal
pemaketan pekerjaan dan terkait sistem pengadaan barang/ jasa
pemerintah masih kurang

Kurang lancarnya akses penginputan Rencana Umum

Pengadaan pada aplikasi SIRUP terutama di saat jam kerja.

. Lemahnya kendali internal atas setiap perubahan yang terjadi

pada Rencana Umum Pengadaan karena
penyesuaian/pergeseran/perubahan atas APBD.

Masih manualnya proses input RUP, mulai dari input data dan
pagu program/kegiatan/sub kegiatan hingga data detail paket
pekerjaan sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
terutama untuk Perangkat Daerah dengan pagu besar.

Tidak adanya pemberlakuan reward-punishment kepada

Perangkat Daerah atas keselarasan/ ketidakselarasan RUP.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja dalam penyusunan

Rencana Umum Pengadaan tahun berikutnya, langkah-langkah dan

strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.

Melakukan sosialisasi terkait pengiputan RUP kepada PPK
Perangkat Daerah.

Melakukan kegiatan evaluasi RUP secara terpusat yang
dikoordinir oleh Tim Penyusunan RUP Kabupaten.

Menghimbau kepada pengguna aplikasi SIRUP di Perangkat
Daerah untuk mengalihan jam akses di luar jam kerja.
Menghimbau Perangkat Daerah untuk melakukan kaderisasi

personil penanggung jawab RUP di masing-masing Perangkat
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Daerah.

5. Mendorong segera terealisasinya integrasi aplikasi SIPD
Kemendagri dengan aplikasi SIRUP LKPP sehingga diharapkan
dapat menyederhanakan alur proses, menghemat waktu,
integritas data akan terjamin, keamanan lebih terjaga, menghemat
SDM, memperkecil kemungkinan hilangnya data dan mencegah
membengkaknya anggaran Pemerintah Daerah untuk biaya

pengembangan sistem secara mandiri.

b. Nilai SAKIP Sekretariat Daerah.
Target nilai SAKIP Sekretariat Daerah yang telah ditetapkan untuk
tahun 2022 memperoleh nilai 80,3 atau berpredikat A. Realisasi hasil
evaluasi tahun 2022 terhadap SAKIP Sekretariat Daerah yang
dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
pada tanggal 9 September 2022 mendapatkan nilai 80,1 atau dengan
kategori penilaian A (memuaskan). Penilaian tersebut menunjukan
bahwa Sekretariat Daerah telah memimpin perubahan, berkinerja
tinggi dan sangat akuntabel.
Nilai yang diperoleh merupakan hasil evaluasi dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui
metode pragmatis dan professional judgement evaluator.
Dari hasil pengukuran pada variabel ini yakni dengan cara
membandingkan antara realisasi kinerja terhadap target, maka
capaian kinerja Nilai SAKIP Sekretariat Daerah adalah sebesar
99,75%.
Berdasarkan hasil evaluasi, faktor-faktor yang menjadi penghambat
pencapaian kinerja sesuai target adalah:
1. Belum semua pegawai pada Sekretariat Daerah merumuskan dan

menetapkan perencanaan kinerja.

2. Terdapat pegawai yang belum menyusun Rencana Aksi tahun

2021 dan 2022, sehingga progres Rencana Aksi kinerja tidak
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dapat diketahui apakah berjalan dinamis sehingga capaian kinerja
dapat dipantau secara berkala.

3. Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan, yang ditandai
dengan belum disusunnya Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan
2022.

4. Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas
pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.

5. Pemanfaatan kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
reward dan punishment, namun belum dijadikan dasar
penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan
efisien.

Sehingga dalam rangka  meningkatkan kinerja  dalam

mengimplementasikan SAKIP Sekretariat Daerah, maka langkah-

langkah dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Mempertahankan ketersediaan/ keberadaan dokumen
perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja,
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan Anggaran
minimal selama lima tahun terakhir.

2. Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator Kinerja
Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan bahwa selaras
dengan Indikator Kinerja Utama, serta capaian kinerja selalu
dipantau secara berkala.

3. Melakukan pemantauan capaian kinerja unit di bawahnya secara
berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana Aksi Kinerja
dapat berjalan dinamis.

4. Mendorong seluruh pegawai untuk melaporkan capaian kinerja

pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-sakip).

c. Persentase Data Dukungan Kebijakan Nasional yang dapat

terpenuhi.
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Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) merupakan
sistem informasi pembangunan yang dikembangkan oleh Sekretariat
Negara yang digunakan sebagai bahan dukungan dalam menunjang
proses pengambilan keputusan yang diambil oleh Presiden atau Wakil
Presiden. Jumlah elemen data dalam SDDKN yang dapat dipenuhi
oleh Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 adalah sebesar
91% dari 8 (delapan) kelompok data. Data dukungan kebijakan yang
ditargetkan terpenuhi adalah 80%, maka capaian kinerja pada variabel
ini adalah 114,13%.

Strategi yang dilakukan sehingga capaian kinerja dapat melampaui
target adalah dengan meningkatkan koordinasi baik secara online
maupun melalui kunjungan langsung ke Perangkat Daerah/ Instansi
Vertikal, dalam rangka percepatan penyampaian data dukungan
kebijakan nasional.

d. Persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan target.

Capaian realisasi APBD diperoleh dari kompilasi laporan realisasi fisik
dan keuangan Belanja perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat. Pada Tahun 2022 Pagu murni APBD adalah senilai
Rp.1.361.138.069.100 kemudian menjadi Rp.1.563.073.468.525,-
pada APBD Perubahan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Realisasi Belanja APBD tahun 2022 adalah  sebesar
Rp.1.419.774.027.556,25,- (90,83%) dari total pagu Belanja APBD
sebesar Rp.1.563.073.468.525,-. Target penyerapan anggaran
ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sebesar 98%. Dengan
demikian, besaran capaian realisasi APBD terhadap target Kabupaten
adalah 92,69%.
Variabel persentase capaian realisasi APBD yang sesuai dengan
target telah ditargetkan sebesar 98%, sehingga dari hasil pengukuran
kinerja terhadap variabel ini dapat diketahui bahwa capaiannya
sebesar 94,58%.
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Berbagai permasalahan pelaksanaan anggaran masih dialami oleh
satuan kerja yang melaksanakan kegiatan, sehingga sasaran yang
ingin dicapai belum terealisasi dengan maksimal. Permasalahan yang
dialami pada tahun anggaran 2022 yaitu:

1. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa yang
disebabkan oleh berbagai faktor. Kesalahan dalam pemilihan
metode pengadaan barang dan jasa, berkas pengajuan tender
yang tidak lengkap, keterlambatan penginputan dan
pengumuman RUP, gagal tender sehingga harus dilakukan tender
ulang, tingkat pemahaman PA/KPA/PPK terhadap kegiatan yang
menjadi tanggung jawab dan regulasi pengadaan barang/jasa
masih belum memadai, spesifikasi barang tidak tersedia/sulit
didapat.

2. Bencana alam banjir pada akhir triwulan IlI yang melanda
beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
Musibah Banjir mengakibatkan adanya pekerjaan yang tidak
selesai hingga akhir tahun anggaran. Salah satunya adalah
penataan PSU di Kecamatan Kotawaringin Lama.

3. Penurunan kasus Covid-19 berdampak pada realisasi belanja
penanganan Covid.

4. Diterimanya dana Hibah Rekonstruksi Jembatan dari BNPB Pusat
senilai Rp.25.124.419.000,- pada Desember 2022, sehingga tidak
dapat terealisasi. Hal tersebut mempengaruhi persentase nilai
serapan APBD.

5. Adanya gagal lelang beberapa paket pekerjaan pada 4 Perangkat
Daerah.

6. Tidak terealisasinya belanja yang bersifat kasuistis, yaitu belanja
untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pada
tahun 2022 tidak ada kasus kebakaran hutan dan lahan di
Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga belanja tekait
penanganan kasus karhutla tidak terealisasi.

7. Kebijakan penarikan obat jenis sirup di pasaran dan ketersediaan
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bahan baku obat menyebabkan penyedia tidak dapat memenuhi
100% kontrak pekerjaan penyediaan obat.

Strategi yang ditempuh dalam mencapai target kinerja variabel ini

adalah sebagai berikut:

1.

Mengkoordinasikan dengan Tim Evaluasi dan Pengawasan
Realisasi Anggaran terkait evaluasi pelaksanaan anggaran secara
periodik, sehingga dapat diperoleh rumusan strategi atas

permasalahan SKPD.

. Mengkoordinasikan dan memastikan ketepatan  waktu,

kesesuaian penginputan RUP sesuai dengan RKA, ketepatan
pemilihan metode pelaksanaan tender pada saat Evaluasi RUP
oleh Tim Evaluator dari Bagian Pengadaan Barang/Jasa sehingga
proses PBJ dapat segera dilaksanakan setelah adanya
persetujuan bersama antara eksekutif dengan legislatif.
Menghimbau SKPD untuk berkoordinasi dengan Bagian
Keuangan masing-masing SKPD dan bidang perbendaharaan
BPKAD, kemudian mengajukan SPD & melengkapi kelengkapan
administrasi untuk kegiatan yang di-SPJ-kan sesuai dengan skala
prioritas belanja, agar segera tercapai realisasi keuangan.
Menghimbau SKPD untuk dapat melaksanakan kegiatan tender
melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan
apabila RUP telah disetujui oleh PA selama masih menunggu
hasil tindak lanjut evaluasi Ranperda tentang Perubahan APBD
TA 2022 oleh Pemprov (Pengesahan APBD Perubahan).

. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara periodik,

untuk mengetahui permasalahan sejak dini, sehingga dapat
dilakukan analisis untuk memperoleh solusi atas permasalahan

yang terjadi.

. Peningkatan kualitas dan kapabilitas ASN dalam penguasaan

manajemen  perencanaan dan penggunaan anggaran,
penguasaan dalam pengadaan barang/jasa melalui sosialisasi,

bimbingan teknis dan diklat jabatangun database capaian kinerja.
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Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja
adalah sebagai berikut :
1) Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pelaksanaan
Administrasi Pembangunan

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
dilaksanakan dalam rangka penyusunan pedoman, perkiraan,
pilihan alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan
strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
secara terarah berdasarkan skala prioritas. Output kegiatan ini
dituangkan ke dalam dokumen perencanaan, dokumen
penganggaran, dokumen pengendalian monitoring dan evaluasi
capaian kinerja dan progres rencana aksi, serta Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian target
kinerja yang telah disusun dalam perencanaan dengan
pelaksanaannya, mengidentifikasi permasalahan, hambatan dan
pelaksanaan yang dihadapi serta melakukan tindak koreksi jika
dalam perjalanannya terjadi penyimpangan.

- Sub kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan, yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
mengukur, mengevaluasi dan memberikan informasi berupa
rekapitulasi data maupun bahan kebijakan pengambilan
keputusan atas pelaksanaan pembangunan yang telah
dilaksanakan.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan Kegiatan Pengelolaan
Pengadaan Barang dan Jasa
Sub kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
Melalui sub kegiatan ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat
melaksanakan aktivitas pendampingan dan evaluasi perencanaan
umum pengadaan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten

Kotawaringin Barat.
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Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Pelaksanaan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah

Keberhasilan sasaran strategis 4 (empat) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi | Capaian
Tingkat kematangan Unit Kerja Level 3 88,89%
Pengadaan Barang dan Jasa o 0
(UKPBJ) (100%) | (88,89%)

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
No | Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022

1 | Tingkat N/A Level2 | Level2 | Level2 | Level 3 3 N/A | 50% | 55,56 100% | 111,11 | 88,89

kematangan Unit (bobot | (bobot | (bobot | (bobot | (88,89 % % %

Kerja Pengadaan 50%) 55,56 | 100%) | 55,55 %)

Barang dan Jasa %) %)

(UKPBJ)

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel

berikut ini:
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Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah Renstra

Target Kinerja Realisasi Kinerja Target
. Akhir
Indikator
No . Tahun
Kinerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 | Renstra
(2022)
1 | Tingkat N/A | Level 2 | Level | Level | Level | Level N/A | Level2 | Level2 | Level2 | Level3 | Level3 | Level3
kematangan (bobot 2 2 3 3 (bobot | (bobot | (bobot | (bobot | (bobot | (100%)
Unit Kerja 100%) | (oobot | (K001 | B | (bobot 50%) | 5556 | 100%) | 5555 | 88,89
Pengadaan 100%) 100%) %) %) %)
Barang dan
Jasa (UKPBJ)

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Tidak
Tercapai”. Walaupun demikian dari data realisasi kinerja selama 1 (satu)
periode Renstra telah terdapat peningkatan kinerja dalam setiap tahunnya.
Pencapaian tingkat kematangan pada level 3 secara bertahap telah diraih
oleh UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat selama kurun waktu 2 (dua)
tahun terakhir, dengan penurunan gap sebesar 33,33% jika dibandingkan
dengan tahun 2021.

Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
merupakan gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan
aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan
suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Tingkatan
kematangan tersebut menggambarkan sebuah proses transformasi
organisasi secara berurutan dari penerapan atas sebuah disiplin yang
awalnya belum matang sampai kepada aplikasi yang lebih optimal dalam
organisasi.

Sekretariat Daerah pada tahun 2022 menargetkan bahwa tingkat
kematangan UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat adalah berada pada
level 3 (dengan bobot 100%) atau tingkat kematangan Proaktif. Tingkat
kematangan Proaktif artinya bahwa UKPBJ menjalankan fungsi PBJ
dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui

kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal
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maupun eksternal. Model tingkatan UKPBJ ini terdiri dari 4 (empat) domain
diantaranya:
1. Proses
2. Kelembagaan
3. SDM
4. Sistem Informasi
Setiap domain tersebut memiliki variabel yang secara keseluruhan
berjumlah 9 (Sembilan) variabel yang masing-masing memiliki tingkat
kematangan yang terdiri dari Inisiasi, Esensi, Proaktif, Strategi dan Unggul.
Adapun kesembilan variabel tersebut adalah :
Manajemen Pengadaan (domain proses);
Manajemen Penyedia (domain proses);
Manajemen Kinerja (domain proses);
Manajemen Resiko (domain proses);
Pengorganisasian (domain kelembagaan);
Tugas dan Fungsi (domain kelembagaan);
Perencanaan SDM (domain SDM);
Pengembangan SDM (domain SDM);

© © N o o s~ w DB

Sistem Informasi (domain Sistem Informasi).

Hasil pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan organisasi
UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukan bahwa pada akhir
periode Renstra masih terdapat gap capaian kinerja sejumlah 1 (satu)
variabel, yaitu variabel manajemen kinerja yang berada pada domain
proses.

Adapun analisis kendala yang menjadi penghambat tercapainya
kinerja pada akhir periode Renstra adalah :

1. Belum terkelolanya layanan pengadaan secara optimal yang sesuai
standarisasi yang telah ditetapkan oleh LKPP pada:

a. Pengelolaan keamanan perangkat LPSE;

b. Pengelolaan keamanan operasional layanan;

c. Pengelolaan keamanan server dan jaringan;
d

. Pengelolaan kepatuhan; dan
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e. Penilaian internal.

2. Perencanaan kinerja UKPBJ belum terpenuhi sesuai dengan standar
dan ketentuan dari LKPP; dan

3. Belum terpenuhinya laporan pencapaian indikator kinerja utama
UKPBJ.

Adapun strategi yang telah ditempuh untuk mencapai kinerja akhir
periode Renstra adalah:

1. Melaksanakan proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses
perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan kontrak;

2. Melaksanakan program pembinaan kepada penyedia guna
memastikan keberhasilan proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak;

3. Penerapan kode etik untuk para pengelola UKPBJ. Siklus manajemen
risiko diterapkan untuk mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan
kontrak;

4. Terbentuknya UKPBJ struktural yang bertanggungjawab dalam fungsi
pengadaan barang/ jasa (fungsi pengelolaan PBJ, fungsi pengelolaan
LPSE serta fungsi pembinaan dan advokasi pengadaan barang/ jasa);

5. Pendampingan perencanaan pengadaan, proses pemilihan,
pendampingan pelaksanaan kontrak, pembinaan SDM dan
kelembagaan UKPBJ, pembinaan SDM PBJ dan LPSE;

6. Menyusun Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
berbasis data paket pengadaan tahun lalu serta perluasan peran
UKPBJ untuk seluruh personil UKPBJ;

7. Pelaksanaan program pelatihan dan mentoring kompetensi pengadaan
berbasis standar kompetensi jabatan PBjP, kompetensi personil
UKPBJ, kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ;

8. Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai proses PBJ di
tahap perencanaan, persiapan, pemilihan dan pelaksanaan kontrak.

Analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja
tersebut adalah sebagai berikut :
1) Program Perekonomian dan Pembangunan, Kegiatan Pengelolaan

Pengadaan Barang dan Jasa, melalui :
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a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksanaan sub kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan SDM dan
Peningkatan Kapasitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
terutama dalam Pengisian Penilaian Mandiri Kematangan UKPBJ
Kabupaten Kotawaringin Barat dengan disertai bukti dukung
variabel penilaian kematangan UKPBJ pada Level kematangan
yang di upload dan sudah verifikasi LKPP serta Penyusunan
Laporan TEPRA Kabupaten (Progres PBJ);

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) adalah bertujuan untuk menyediakan
media dalam menyelenggarakan sistem elektronik pengadaan
barang dan jasa. LPSE mengoperasikan Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) yang dikembangkan oleh LKPP pada
Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
Melalui sub kegiatan ini, dapat dilakukan pengintegrasian mata
rantai proses pengadaan barang dan jasa dari proses
perencanaan, persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak;

c. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa. Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

Fasilitasi penyelesaian permasalahan pengadaan barang dan

jasa (Klarifikasi pengaduan, sanggahan dan konsultasi).

- Melaksanakan pembinaan pengadaan barang/jasa,
kelembagaan dan perumusan strategi serta kebijakan
pengadaan barang dan jasa.

- Melaksanakan evaluasi laporan pengadaan barang/jasa

kabupaten Kotawaringin Barat yang melalui bagian Pengadaan

Barang dan Jasa, dan

- Melaksanakan monitoring dan evaluasi PBJ desa.
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Sasaran:

5 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk
hukum daerah yang sesuai dengan peraturan per-UU, kebutuhan
masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keberhasilan sasaran strategis 5 (lima) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi | Capaian

Persentase produk hukum
daerah yang sesuai dengan
mekanisme pembentukan
produk hukum

%

85

90,14 106,05%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.18 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

No | Indikator Kinerja
2017 2018 2019 2020 2021 2022 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 2022
1 | Persentase 112,50 86% 94,41 92,13 83,12 90,14 150 | 114, | 125,88 | 122,84 | 103,90 | 106,0
produk hukum % % % % % % 67 % % % % 5%
daerah yang
sesuai dengan
mekanisme

pembentukan
produk hokum

Sumber: Data diolah

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022

dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel

berikut ini:
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Tabel 3.19 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022

dengan Target Jangka Menengah Renstra

No

Indikator
Kinerja

Target Kinerja

Realisasi Kinerja

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Target
Akhir
Tahun

Renstra
(2022)

Persentase
produk hukum
daerah yang
sesuai dengan
mekanisme
pembentukan
produk hokum

75%

75%

75%

75%

80%

85%

112,5
0%

86%

94,41
%

92,13
%

83,12

90,14

85%

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Tercapai’.
Analisis perbandingan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya yaitu
terdapat peningkatan realisasi dari 83,12% menjadi 90,14%. Dan jika
dibandingkan dengan target akhir Renstra maka capaian kinerja telah
melampaui target yang telah ditentukan sebesar 6,05%.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, realisasi
sasaran ini adalah sebesar 90,14% (dengan rumus Jumlah Produk hukum
yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan produk hukum dibagi
jumlah Rancangan Produk Hukum yang masuk dikali 100%). Jumlah
Produk hukum yang ditetapkan sesuai mekanisme pembentukan produk
hukum 128 buah, dan Rancangan Produk Hukum yang masuk 142 buah.
Target kinerja sasaran direncanakan sebesar 85%, sehingga capaian
kinerja sebesar 106% (dengan rumus realisasi dibagi target dikali 100%).

Dari 142 buah produk hukum yang masuk diantaranya terdapat 9
produk hukum yang masih dalam proses fasilitasi dan evaluasi baik oleh
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Faktor penunjang keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah
pengkajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap perundang-
undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antara peraturan

perundang-undangan daerah dilakukan secara berjenjang, disesuaikan
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dengan kebutuhan pokok produk hukum dan berkembangnya peraturan

yang berlaku.

Walaupun kinerja sasaran ini dapat tercapai, namun dalam

perjalanannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1.

Belum matangnya rancangan produk hukum yang diajukan oleh
Perangkat Daerah.

Belum fahamnya Perangkat Daerah mengenai teknik penyusunan
peraturan perundang-undangan (legal drafting).

Tidak adanya PNS Jabatan Fungsional (JF) Perancang Peraturan
Perundang-Undangan sehingga kegiatan merencanakan, menyusun,
dan membahas rancangan produk hukum tidak optimal atau dibawah
standar.

Keterbatasan SDM Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi
mengakibatkan proses fasilitasi dan evaluasi terhadap rancangan
produk hukum mengalami hambatan.

Sehingga dalam rangka meningkatkan kinerja pencapaian sasaran ini,

alternatif pemecahan masalah yang ditempuh adalah :

1.

Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan, penyusunan,
penelaahan, proses meneliti dan mengkaji peraturan perundang-
undangan dan produk hukum daerah;

Mempublikasi atau melakukan penyuluhan peraturan perundang-
undangan serta dokumentasi Hukum;

Penyerasian, penyelarasan, harmonisasi rancangan produk hukum
daerah;

Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta pihak-pihak lainnya;
Pengalokasian Sumber Daya Aparatur Perancang Peraturan
Perundang-undangan yang tersebar di Perangkat Daerah lain, agar
dapat dievaluasi penempatannya. Aparatur tersebut dapat ditingkatkan
kapasitasnya melalui kegiatan diklat JFT Perancang Peraturan

Perundang-undangan.
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Analisis program/kegiatan yang menunjang tercapainya Kkinerja

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kegiatan Fasilitasi

dan Koordinasi Hukum, melalui sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan
Produk Hukum Daerah. Kegiatan ini meliputi proses pembentukan
produk hukum (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati,
dan lain-lain) sejak tahapan perancangan hingga penetapannya.
Rancangan Produk Hukum Daerah yang diusulkan dari SKPD
pemakarsa dilakukan analisa oleh Bagian Hukum, dan dilakukan rapat
pembahasan oleh SKPD pemakarsa dengan mengundang SKPD
teknis, kemudian dikirim ke DPRD (untuk Ranperda), setelah dibahas
bersama oleh Eksekutif dan Legislatif kemudian Rancangan produk
hukum dikirim ke Gubernur (Biro Hukum Setda Provinsi) untuk

dilakukan fasilitasi/evaluasi sebelum ditetapkan dan diundangkan.

Sasaran:
Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah
serta layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

Keberhasilan sasaran strategis 6 (enam) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kualitas pelayanan keprotokolan
pimpinan, tamu daerah dan
layanan informasi kegiatan
pemerintah daerah

Nilai

95

82,75

87,11%

Sumber: Data diolah
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Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1| Kualitas N/A N/A Nilai Nilai | Nilai97 | Nilai | NA | NA | 11029 | 11353 | 107,78 | 87,11
pelayanan 93,75 96,5 82,75 % % % %
keprotokolan
pimpinan, tamu
daerah dan
layanan informasi
kegiatan
pemerintah
daerah
Sumber: Data diolah
Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022
dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra
Target Kinerja Realisasi Kinerja Target
. Akhir
Indikator
No Kineri Tahun
Inerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
(2022)
1| Kualitas NA | NA | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | NA | NA Nilai Nilai Nilai Nilai | Nilai 95
pelayanan 85 | 8 | % 95 9375 | 965 97 82,75
keprotokolan
pimpinan, tamu
daerah dan
layanan
informasi
kegiatan
pemerintah
daerah

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir
“Tidak

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Tercapai”. Analisis perbandingan realisasi dengan
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Renstra terdapat gap nilai sebesar 12,25 poin atau 12,89%. Dan jika
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya juga terdapat penurunan
sebesar 14,69%.

Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan
informasi kegiatan pemerintah daerah diukur melalui metode survey
kepuasan pelayanan terhadap pimpinan. Ada tiga poin utama yang menjadi
penilaian, yaitu layanan informasi kegiatan pemerintah daerah, layanan
keprotokolan pimpinan dan pelayanan tamu daerah. Adapun sasaran
survey yang menjadi responden adalah pihak yang menerima atau
berkaitan dengan kegiatan pelayanan informasi dan keprotokolan
pimpinan, yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat di
lingkungan Sekretariat, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal,
Pemerintah Daerah Lain, dan masyarakat umum.

Suvey dilaksanakan terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan, dengan
rincian sebagai berikut :

Tabel 3.23 Hasil Survey Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan,

Tamu Daerah Dan Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah

No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata Nilai Konversi Pell\e/ll )lljetllrjmn
U1 | Persyaratan Pelayanan 3,24 81 B
U2 | Kemudahan Prosedur 3,15 78,75 B
U3 | Kecepatan Pelayanan 3,15 78,75 B
U4 | Kewajaran Biaya 3,91 97,75 A
U5 | Kesesuaian Produk Layanan 3,21 80,25 B
U6 | Kompetensi Petugas 3,24 81 B
U7 | Perilaku Petugas 3,21 80,25 B
U8 | Kualitas Sarpras 3,03 75,75 C
U9 | Penanganan Pengaduan 3,65 91,25 A
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 82,75 BAIK

Sumber : Data diolah
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Berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan, terdapat beberapa
kekurangan yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pencapaian
kinerja, di antaranya :

1. Kemudahan prosedur pelayanan yang belum optimal. Standar
Operasional Prosedur (SOP) belum berjalan dengan baik, hal ini
disebabkan oleh alur koordinasi yang cukup panjang, karakter
penerima jasa, dan hambatan individu/ aparatur yang kurang cakap
dalam menjalankan prosedur;

2. Kecepatan pelayanan yang belum optimal;

3. Tingkat kompetensi aparatur yang masih kurang; dan

4. Kualitas sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Upaya yang dilakukan agar kinerja dapat terealisasi sesuai dengan
target yang telah ditetapkan adalah, komitmen yang kuat untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan
layanan informasi kegiatan pemerintah daerah, dengan keterbatasan yang
ada.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, melalui
kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Program ini
bertujuan untuk menyelenggarakan keprotokolan dan komunikasi publik
guna pemantapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah. Dari hasil
analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang dilaksanakan
dengan menggunakan sumber daya yang ada melalui pelaksanaan
aktivitas sub kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Aktivitas sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Menunjang peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/
wakil kepala daerah dengan cara meningkatkan kualitas,
kapasitas dan kuantitas kinerja pegawai dalam melayani Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah. Kegiatan dilaksanakan melalui

kegiatan keprotokolan serta pendampingan tugas kedinasan
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Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah ke luar Kabupaten
Kotawaringin Barat.

- Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah dalam rangka kunjungan kerja/ inspeksi
ke daerah di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Memfasilitasi kegiatan dialog audiensi Kepala Dearah/Wakil
Kepala Daerah dengan masyarakat, organisasi sosial
kemasyarakatan dan tokoh tokoh agama dan budaya agar
berjalan tertib dan lancar sesuai dengan standar pelayanan
operasional pelaksanaan keprotokolan.

- Memfasilitasi penerimaan kunjungan kerja para tamu Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat yang meliputi pejabat negara/
departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri.

3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Sub kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka :

- Pengumpulan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah
berupa pendokumentasian data dan informasi dari berbagai
media, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah. Dalam kegiatan Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
yang menjadi target dan tolok ukur kinerja adalah tersusunnya
dokumentasi data dan informasi dari media dalam bentuk kliping
dan dokumentasi naskah sambutan. Informasi dari berbagai
media cetak dipilah dan disusun dalam bentuk kliping yang berisi
berita-berita terkait pemerintah daerah khususnya berita berbagai
program pembangunan. Selain kliping juga dibukukan naskah
sambutan yang dikumpulkan dan dipilah selama tahun 2020.
Naskah sambutan yang dibukukan terdiri dari naskah sambutan
kegiatan pembangunan melalui berbagai program di berbagai

bidang.
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Peliputan berbagai kegiatan pemerintah daerah khususnya yang
dihadiri oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hasil
liputan kemudian diolah menjadi produk informasi yang
selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat melalui berbagai
saluran informasi yang dikelola, baik itu media sosial yang dikelola
sendiri oleh Bagian Protokol dan Komunikasi maupun dengan
media informasi lainnya seperti media massa melalui press
release serta saluran informasi yang dikelola oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik seperti Mutimedia Center
Kotawaringin Barat (http://mmc.kotawaringinbaratkab.go.id/) dan
PPID (http://ppid.kotawaringinbaratkab.go.id/).

Sasaran:
Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Infrastruktur Tenaga
Listrik, dan Sumber Daya Alam

Keberhasilan sasaran strategis 7 (tujuh) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja Satuan Target | Realisasi | Capaian

Persentase kebijakan % 76 85,71 112,78%
pengendalian di bidang
perekonomian yang dihasilkan

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:
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Tabel 3.25 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja
No Indikator Kinerja
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Persentase 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 8571 | 150 | 100 | 100% | 13333 | 131,58 | 1127
kebijakan % % % % % 8%
pengendalian di
bidang
perekonomian
yang dihasilkan
Sumber: Data diolah
Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022
dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.26 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra
Target Kinerja Realisasi Kinerja Target
. Akhir
Indikator
No Kineri Tahun
inerja 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
(2022)
1 | Persentase 50% | 75% | 75% | 75% | 76% | 76% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 8571 76%
kebijakan %
pengendalian di
bidang
perekonomian
yang dihasilkan

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Tercapai”. Jika

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra maka capaian kinerja

tersebut telah melampaui target yang telah ditentukan sebesar 12,7%.

Indikator ini diukur dengan formulasi jumlah kebijakan di bidang

perekonomian yang dihasilkan dibagi jumlah kewenangan di bidang

perekonomian dan SDA. Jumlah kewenangan perekonomian dan sumber

daya alam yang dapat dibuat kebijakannya ada 7 (tujuh) kewenangan, yaitu:
1. Kebijakan Pengelolaan BUMD;
2. Kebijakan Pengelolaan BLUD;

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022




3. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Pengendalian Inflasi
Daerah);

4. Percepatan Akses Keuangan Daerah;

5. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian,
Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;

6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan
Lingkungan Hidup; dan

7. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Sedangkan jumlah kebijakan yang telah dibuat pada tahun 2022
sebanyak 6 (enam) kebijakan pengendalian di bidang perekonomian dan

SDA. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam :

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 tahun 2022 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 102 tahun 2022 tanggal 31
Oktober 2022 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Arut

3. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/0095/Ek tanggal 21
Juni 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi LPG Tabung 3
Kg di Kabupaten Kotawaringin Barat;

4. Surat Edaran nomor 500/192/Ek tanggal 15 September 2022 tentang
Penanganan Inflasi Dalam Rangka Pelaksanaan Program Gerakan
Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Kabupaten Kotawaringin
Barat.

5. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat nomor : 500/34.2/Ek tanggal
29 Juli 2022 tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)
dalam rangka literasi pelajar dan mahasiswa untuk merencanakan
masa depan dengan menabung.

6. Surat Dukungan Bupati nomor : 541/155/Ek tanggal 19 Agustus 2022
tentang  Surat Dukungan kepada PT. Korintiga Hutani terkait
Pembukaan Lahan.

Berdasarkan hasil analisis penyebab keberhasilan dari capaian kinerja

tersebut adalah dengan memaksimalkan koordinasi dan konsultasi dalam
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rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam pengendalian
dan pemantauan di bidang perekonomian dengan stakeholder terkait.

Adapun capaian kinerja pada sasaran ini merupakan hasil dari
pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan, melalui
kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, dan kegiatan
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam.

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang
dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang secara efektif
digunakan melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
melaksanakan pengendalian dan distribusi perekonomian. Adapun
bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah dengan monitoring/
pengawasan penyaluran BBM dan LPG di kecamatan-kecamatan,
serta monitoring dan evaluasi di bidang BUMD dan TPID. Kemudian
berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring/ pengawasan dan evaluasi
tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan rapat
koordinasi bersama dinas dan stakeholder terkait.

2) Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengoordinasian
kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam, yaitu dengan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengembangan
ekonomi dan potensi daerah, serta pengendalian, monitoring dan
evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Sasaran:

8 Terwujudnya toleransi antar umat beragama melalui peningkatan
peran serta tokoh agama dan layanan keagamaan serta
kemasyarakatan
Keberhasilan sasaran strategis 8 (delapan) diukur dengan 1 (satu)

indikator. Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2022 dengan

target indikator kinerja tersaji dalam tabel berikut ini:
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Tabel 3.27 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2022

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Realisasi

Capaian

Kualitas layanan keagamaan dan
kemasyarakatan

Nilai

80

85,36

106,70%

Sumber: Data diolah

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir selama masa periode Renstra maka

dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja

Tahun 2022 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Realisasi Kinerja

Capaian Kinerja

No | Indikator Kinerja
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | Kualitas layanan | N/A N/A | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | NNA | NJ/A | 1150 | 1155 | 110% | 106,
keagamaan dan 80,56 | 80,83 | 825 | 85,36 9% % 7%
kemasyarakatan
Sumber: Data diolah
Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022
dengan target jangka menengah Renstra Sekretariat disajikan pada tabel
berikut ini:
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2022
dengan Target Jangka Menengah Renstra
Target Kinerja Realisasi Kinerja Target
Akhir
No | Indikator Kinerja Tahun
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Renstra
(2022)
1 | Kualitaslayanan | N/A | N/A | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | NA | NA Nilai | Nilai | Nilai | Nilai | Nilai80
keagamaan dan 70 70 75 80 80,56 80,83 82,5 85,36
kemasyarakatan

Sumber: Data diolah

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat “Tercapai”
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dengan nilai 85,36 atau lebih tinggi 5,36 poin dari target yang telah
ditetapkan. Analisis perbandingan tingkat realisasi kinerja dengan tahun-
tahun sebelumnya yaitu realisasi kinerja mengalami tren meningkat hingga
akhir periode Renstra. Hal tersebut menggambarkan bahwa kualitas
layanan keagamaan dan kemasyarakatan terindikasi sudah baik dan dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat.

Indikator kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan diukur
berdasarkan indeks layanan keagamaan dan kemasyarakatan sesuai hasil
survey/ pengumpulan data. Survey dan pengukuran indeks dilaksanakan
secara mandiri dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Rl Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survey kepuasan masyarakat diperuntukkan bagi masyarakat yang
menerima manfaat langsung dari pelayanan keagamaan dan
kemasyarakatan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
yang berkaitan dengan pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan
meliputi fasilitasi pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji ke
Embarkasi Banjarmasin, kegiatan pengiriman kontingen Musabagah
Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Provinsi dan pelayanan administrasi
pemberian hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin
Barat kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan serta
pemberian insentif kepada guru mengaji, tokoh agama non muslim dan
penghulu non PNS.

Sehubungan dengan hal tersebut, survey kepuasan masyarakat
dilaksanakan per semester dengan responden pada semester | berasal dari
guru mengaji dan tokoh agama non muslim sedangkan responden pada
semester Il berasal dari pengurus rumah ibadah/badan/lembaga dan
organisasi kemasyarakatan penerima hibah berupa uang dari Pemerintah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.

Analisis penyebab tercapainya kinerja sasaran ini adalah :
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Koordinasi secara intensif dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait
pelayanan keagamaan dan kemasyarakatan baik melalui rapat, surat,
dan komunikasi lainnya;
Dilaksanakannya kegiatan sosialisasi baik secara tatap muka maupun
melalui media informasi lainnya kepada masyarakat perihal tata cara
pengajuan hibah, pengajuan insentif bagi guru mengaji dan tokoh
agama non muslim, maupun layanan keagamaan dan kemasyarakatan
lainnya;
Dilaksanakannya kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa-desa untuk
mengetahui kendala dan permasalahan yang dialami para calon
penerima hibah, serta memberikan solusi dan arahan langsung kepada
pihak yang terkait;
Layanan konsultasi baik secara tatap muka maupun daring.

Adapun strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai target

kualitas layanan keagamaan dan kemasyarakatan, antara lain:

1.

Melaksanakan koordinasi aktif dengan dinas/instansi/pihak terkait
pelaksanaan program dan kegiatan;

Melaksanakan penataan manajemen berbasis aplikasi, dimana data
terkomputerisasi;

Melaksanakan update data lembaga keagamaan dan kemasyarakatan
di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Meningkatkan penyebaran informasi tentang sistem, mekanisme dan
prosedur layanan.

Adapun capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, melalui kegiatan

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat.

Dari hasil analisis terhadap pelaksanaan program/ kegiatan yang

dilaksanakan melalui aktivitas sub kegiatan sebagai berikut :

1) Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

- Fasilitasi penyelenggaraan haji
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Kegiatan ini merupakan salah satu layanan keagamaan yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada
masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah jemaah haji yang terlayani
sesuai dengan kuota dari Kemenag sebanyak 61 (enam puluh
satu) orang;

- Pemberdayaan lembaga penghulu
Kegiatan ini merupakan apresiasi dan penghargaan dari
pemerintah kabupaten melalui pemberian insentif berbentuk uang
kepada para tokoh agama yang telah mengabdikan dirinya
menjadi Penghulu Non Pegawai Negeri Sipil di 6 (enam)
Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2022
jumlah penghulu non PNS vyang diberikan insentif adalah
sebanyak 24 (dua puluh empat) orang;

- Pemberdayaan Tokoh Agama dengan cara memberikan insentif
kepada guru mengaji dan tokoh agama non muslim
Merupakan salah satu program kerja unggulan yakni berupa
pemberian insentif kepada guru mengaji se-Kabupaten
Kotawaringin Barat serta tokoh agama non muslim. Pada tahun
2022 jumlah guru mengaji yang diberikan insentif adalah
sebanyak 300 (tiga ratus) orang. Sedangkan tokoh agama non
muslim yang mendapatkan insentif berjumlah 115 (seratus lima
belas) orang;

- Pelaksanaan kegiatan LPTQ/ MTQ

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja

terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyusun bahan kebijakan

dan meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui Peraturan Bupati

Kotawaringin Barat Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan atas

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 42 Tahun 2014 tentang

Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa Tidak Mampu yang

Berprestasi.
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3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Masyarakat
Merupakan kegiatan dalam rangka melaksanakan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
melalui pemberian hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi
Kemasyarakatan sesuai Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor
450/02/KESRA/2022 jo Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor
400/09/KESRA/2022 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa
Uang dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kepada Badan,
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022.

3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional

Tabel 3.30 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan
Standar Nasional

Realisasi Kinerja

Th. 2022 Standar Nasional

No Indikator Kinerja

Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Level 3 (bobot

0
Barang dan Jasa (UKPBJ) 88,89%) Level 3 (100%)

Sumber : Data diolah
Dari 8 (delapan) sasaran Sekretariat Daerah, terdapat 1 (satu)
sasaran yang indikator kinerjanya dapat dibandingkan dengan standar
nasional, yakni indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa (UKPBJ). Pemerintah pusat melalui Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah menetapkan bahwa standar tingkat
kematangan kelembagaan pengadaan berada pada level 3. Pengukuran
tingkat kematangan UKPBJ terdiri dari 4 (empat) domain dan 9 (sembilan)

variabel. Adapun
Hasil pengisian mandiri tingkat kematangan organisasi UKPBJ
Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 menunjukan bahwa terdapat
8 (delapan) variabel berada pada tingkat kematangan 3 (tiga). Sehingga
dapat diketahui bahwa capaian level kematangan adalah 8/9 atau 88,89%,

dan gap capaian adalah 1/9 atau 11,11%. Dari hasil analisis tersebut
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menunjukan bahwa realisasi kinerja Sekretariat Daerah pada indikator tingkat
kematangan UKPBJ ini masih berada di bawah standar nasional.

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari
selisin antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran
dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu
anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai

dengan rumus

pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut:

I ((PAKi x CKi) — RAKIi)
E = — - — x 100%
2t (PAKI x CKi)
Keterangan:
E . Efisiensi
PAKI : Pagu anggaran keluaran i
RAKI : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran |

keuangan dan kinerja indikator kinerja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.31 Efisiensi Anggaran 2022

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja

Target Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Target | Realisasi | Capaian Target (Rp) Realisasi (Rp) % Efisiensi
Capaian
Meningkatnya Kinerja | Nilai Laporan Nilai Nilai 116,62% 84.999.650 83.191.237 97,87% 16,08
Penyelenggaraan Penyelenggaraan 3,05 3,5569
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
(LPPD)
Terwujudnya Persentase produk 85% 90,14% 106,05% 447.788.700 440.282.921 98,32% 7,28
harmonisasi dan hukum daerah yang
sinkronisasi sesuai dengan

rancangan produk
hukum daerah yang
sesuai dengan
peraturan per-UU,
kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

mekanisme
pembentukan produk
hukum
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Target Kinerja Anggaran
Sasaran Indikator Tar P : P 0 Efisiensi
get | Realisasi | Capaian Target (Rp) Realisasi (Rp) %
Capaian
Meningkatnya Persentase kebijakan 76% 85,71% 112,78% 629.998.600 239.235.335 37,97% 66,33
Pengendalian pengendalian di
Perekonomian, bidang perekonomian
Infrastruktur Tenaga yang dihasilkan
Listrik, dan Sumber
Daya Alam
Terwujudnya toleransi | Kualitas layanan Nilai 80 | Nilai 85,36 | 106,70% 6.051.675.100 5.771.677.313 95,37% 10,62
antar umat beragama | keagamaan dan
melalui peningkatan kemasyarakatan
peran serta tokoh
agama dan layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan

Sumber: Data diolah

Berdasarkan data di atas dapat dianalisa bahwa terdapat efisiensi

penggunaan sumber daya anggaran atas tercapainya kinerja 4 (empat)

sasaran yaitu sebesar Rp. 680.075.244,-. Efisiensi tersebut dapat dicapai

karena:

1.

Adanya kolaborasi lintas sektoral dan strategi mengefektifkan
penyusunan LPPD dalam pembagian kerja. Sehingga penggunaan
anggaran dapat diminimalisir dan digunakan berdasarkan tingkat
urgensinya.

Implementasi e-regulation Kabupaten Kotawaringin Barat yang
memberikan kemudahan dalam penyusunan produk hukum daerah
yang dapat disampaikan kapanpun dan dari manapun, sehingga
dapat menghemat waktu dan tenaga.

Koordinasi secara intensif kepada pemerintah pusat dan daerah baik
secara daring maupun luring dalam rangka fasilitasi dan evaluasi
produk hukum daerah.

Meningkatkan penyebaran informasi tentang sistem, mekanisme dan
prosedur layanan keagamaan dan

kemasyarakatan kepada

masyarakat luas melalui media sosial dan komunikasi daring.

Selain dari sisi anggaran, Sekretariat Daerah juga mengembangkan

kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif

lintas sektoral merupakan salah satu faktor pendukung dalam mencapai
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sebagai berikut:

Tabel 3.32 Kegiatan Lintas Sektoral

target kinerja. Adapun kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah

Kegiatan

Kontribusi Pihak Lain

N | Lintas Sektora Pihak Kontribusi S Manaat
1 | Evaluasi SAKIP | Bappeda Fasilitasi Dokumen Mendukung
Pendampingan Perencanaan pencapaian target
dan penyusunan kinerja
Renja meningkatnya
Inspektorat Eyalqasi Laporan | LHE Qﬁuerwr}:bll’lgranserintah
Kinerja Daerah
2 | Penyusunan Bagian Penyusunan Laporan Mendukung
LPPD Organisasi Setda | Laporan Kinerja Akuntabillitas pencapaian target
Kinerja kinerja
Pemerintah meningkatnya
Daerah Kinerja
, _ Penyelenggaraan
Inspektorat Reviu LPPD Catgtan Hasil Pe mye i ntgr? Daerah
dalam rangka Reviu
penjaminan mutu
(quality
assurance)

3 | Pengelolaan Dinas Pendamping atau | Laporan hasil Mendukung
Kebijakan dan | Perindustrian, Pelaksana Literasi | pendampingan pencapaian target
Koordinasi Perdagangan, Jasa Keuangan atau pelaksanaan | kinerja
Perekonomian | Koperasi dan kepada UMKM Literasi Keuangan | meningkatnya
(Percepatan UMKM Pengendalian
Askes Perekonomian,
Keuangan Infrastruktur Tenaga
Daerah) Listrik, dan Sumber

Dinas Pendidikan | Penyedia data Data sekolah di Daya Alam
dan Kebudayaan | sekolah Kabupaten

Kotawaringin

Barat
Dinas Penyedia data Data BUMDES
Pemberdayaaan | BUMDES

masyarakat Desa
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Kontribusi Pihak Lain

Inflasi Daerah)

Barat per Triwulan
dan Data
Bpokting

Dinas Pertanian

Pelaksana aksi
Pengendalian

Penyedia data
dukung Laporan

Inflasi Inflasi Daerah
Kabupaten
Kotawaringin
Barat per Triwulan
Dinas Ketahanan | Pelaksana aksi Penyedia data

Pangan dan
Perikanan

Pengendalian
Inflasi

dukung Laporan
Inflasi Daerah
Kabupaten

No | ,. Keglsatan Output Manfaat
Clg sl Pihak Kontribusi

Dinas Pertanian | Penyedia data Data Kartu Tani,
Kartu Tani, AUTP | AUTP dan AUTS
dan AUTS

Dinas Ketahanan | Penyedia data Data kartu

Pangan dan kartu Kusuka Kusuka BPJS

Perikanan BPJS Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan | Nelayan
Nelayan

Dinas Kominfo Penyedia Informasi media
informasi media

Jasa Perbankan | Penyedia data Data Produk

(Bank Bank Perbankan

Konvensional dan

BPR)

Penyedia Jasa Penyedia data Data Produk Non

Non Perbankan Non Bank Perbankan

(Pegadaian BPJS

dan Koperasi)

4 | Pengelolaan Dinas Pelaksana aksi Penyedia data Mendukung
Kebijakan dan | Perindustrian, Pengendalian dukung Laporan | pencapaian target
Koordinasi Perdagangan, Inflasi Inflasi Daerah kinerja
Perekonomian | Koperasi dan Kabupaten meningkatnya
(Pengendalian | UMKM Kotawaringin Pengendalian

Perekonomian,
Infrastruktur Tenaga
Listrik, dan Sumber
Daya Alam
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Kontribusi Pihak Lain

No Li Keglsat:n I Output
intas Sektora Pihak Kontribusi
Kotawaringin
Barat per Triwulan
Bappeda Koordinasi Data
Perencanaan
PUPR Pelaksana aksi Data infrastruktur

Pengendalian
Inflasi pada sektor
infrastruktur

Dinas Kominfo

Pelaksana aksi
Pengendalian
Inflasi pada sektor
Media

Pemenuhan
media informasi

Inspektorat

Pendampingan
dalam
penggunaan
anggaran kegiatan
pengendalian
inflasi

Pelaporan harian
inflasi pada
geogle drive

Badan Keuangan

Penyedia

Data belanja

dan Aset Daerah | anggaran kegiatan | kegiatan
pengendalian pengendalian
inflasi inflasi
Dinas Pelaksana aksi Penyedia data
Perhubungan Pengendalian dukung Laporan
Inflasi Inflasi Daerah
Kabupaten
Kotawaringin
Barat
BPS Penyedia data Penyedia data

inflasi perbulan

dukung Laporan
Inflasi Daerah
Kabupaten
Kotawaringin
Barat per Triwulan

Manfaat
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
Bulog Pelaksana aksi Penyalur beras
Pengendalian untuk bantuan
Inflasi sosial (Bansos)
dan pengelolaan
stok pangan.

5 | Perumusan Badan Keuangan | Penyediaan Data | Data Penyertaan | Mendukung
Penetapan dan Aset Daerah | Penyertaan Modal | Modal dan Aset pencapaian target
Kebijakan kepada BUMD Pemerintah kinerja
Teknis Daerah kepada meningkatnya
Pengelolaan Badan Usaha Pengendalian
BUMD Milik Daerah Perekonomian,

(BUMD) Infrastruktur Tenaga
Inspektorat Penyedia Data Data kegiatan gsmk’ dan Sumber
. aya Alam
kegiatan Pengawasan
Pengawasan BUMD
BUMD
Dinas Pekerjaan | Penyediaan Data | Data
Umum dan SPAM Perencanaan
Penataan Ruang Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum (SPAM)
OJK Kalimantan | Penyedia Data Data Tingkat
Tengah Tingkat Kesehatan | Kesehatan dan
dan kepatuhan kepatuhan BPR
BPR
Biro Koordinasi dan Laporan
Perekonomian Konsultasi Koordinasi dan
SETDA Provinsi | kebijakan Konsultasi
Kalimantan penilaian BUMD
Tengah oleh Provinsi
Kalimantan
Tengah

6 | Perumusan RSUD Sultan Koordinasi Laporan Mendukung
penetapan Imanuddin Konsultasi Koordinasi dan pencapaian target
kebijakan teknis peraturan yang Konsultasi kinerja
pembentukan diterbitkan meningkatnya
BLUD Pengendalian
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
Inspektorat Penyedia Data Data kegiatan Perekonomian,
kegiatan pengawasan Infrastruktur Tenaga
Pengawasan BLUD Listrik, dan Sumber
BLUD Daya Alam
Dinas Kesehatan | Penyedia data Data
PUSKESMAS PUSKESMAS
Badan Keuangan | Koordinasi dan Laporan
Daerah Konsultasi Koordinasi dan
kebijakan Konsultasi
akuntansi dan kebijakan
aset BLUD akuntansi dan
aset BLUD
7 | Pemantauan Kementerian Koordinasi dan Koordinasi dan Mendukung
Kebijakan ESDM konsultasi konsultasi pencapaian target
Sumber Daya kebijakan kinerja
Alam penerbitan meningkatnya
(Pertambangan perizinan bidang | Pengendalian
dan Lingkungan pertambangan Perekonomian,
Hidup) Infrastruktur Tenaga
Dinas ESDM Penyedia data Data lzin usaha gzg;k:b\(lj:r: Sumber
Provinsi perizinan bidang Pertambangan
Kalimantan pertambangan
Tengah
Badan Penyedia data Data pajak daerah
Pendapatan pajak daerah
Daerah bidang
pertambangan
Desa/Kelurahan | Penyedia data Data potensi
potensi dan kegiatan
kegiatan penambangan
penambangan di
wilayah
Desa/Kelurahan
Perusahaan Penyedia data Data Produksi
Pertambangan Produksi dan dan penjualan
penjualan
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
8 | Pemantauan Kementerian Koordinasi dan Data Perusahaan | Mendukung
Kebijakan Kehutanan Konsultasi pemegang pencapaian target
Sumber Daya [UPHHK kinerja
Alam meningkatnya
(Pertanian, Pengendalian
Kehutanan, Perekonomian,
Kelautan dan Infrastruktur Tenaga
Perikanan) Listrik, dan Sumber
Kementerian Koordinasi dan Data Perusahaan Daya Alam
Pertanian Konsultasi Perkebunan
Dinas Kelautan Koordinasi dan Data Nelayan
Konsultasi
Dinas Pertanian | Penyedia data Data Perusahaan
dan Keseharan Perkebunan pemegang I[UP
Hewan Perkebunan
Dinas Perikanan | Penyedia data data produksi
dan Ketahanan produksi produktivitas
pangan produktivitas pertanian dan
pertanian dan perkebunan serta
perkebunan serta | perikanan
perikanan
Desal/Kelurahan | Penyedia data data bidang
bidang perkebunan,
perkebunan, pertanian,
pertanian, kelautan, dan
kelautan, dan kelautan
kelautan perikanan
perikanan
9 | Pemantauan PT. PLN Koordinasi dan Data Roadmap Mendukung
Kebijakan (Persero) UIW konsultasi Ketenagalistrikan | pencapaian target
Sumber Daya Kalsel Kalimantan kinerja
Alam (Energi meningkatnya
dan Air) Pengendalian
Perekonomian
Kementerian Koordinasi dan Data PJU-TS ’
ESDM Konsultasi Infrastruktur Tenaga
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Kontribusi Pihak Lain

No Lingiglsa:::oral : _ Output Manfaat
Pihak Kontribusi
PT. PLN Koordinasi dan Data Roadmap Listrik, dan Sumber
(Persero) UP3K | Konsultasi Ketenagalistrikan | Daya Alam
Kalimantan Kalimantan
Tengah Tengah
PT. PLN Koordinasi dan Data perluasan
(Persero) UP3 Konsultasi jaringan listrik
Palangka Raya Kalimantan
Tengah
PT. PLN Koordinasi dan Data perluasan
(Persero) ULP Konsultasi jaringan listrik
Pangtkalan Bun Kabupaten
Desa/Kelurahan | Penyedia data Data Desa
Rumah Tangga berlistrik
dan Kepala
Keluarga Berlistrik
10 | Evaluasi Bappeda Penyusunan laporan progres Mendukung
Realisasi laporan progres penyerapan DAK | pencapaian target
Pelaksanaan penyerapan DAK kinerja
APBD meningkatnya
BKAD Penyusunar? | laporan realisasi zznmgbklgiz} ndaasril an
laporan realisasi pendapatan penyusunan
pendapatan petunjuk teknis
Bagian Penyusunan laporan progres perencanaan,
Pengadaan laporan progres realisasi PBJ penganggaran,
Barang & Jasa | realisasi pelaporan kinerja
Setda pengadaan barang Perangkat Daerah
Jasa serta percepatan
realisasi anggaran
Seluruh Penyusunan RFK APBD
Perangkat realisasi
Daerah pendapatan dan
Belanja Perangkat
Daerah
11 | Fasilitasi dan SKPD Pengusul | Pengusul produk | Dokumen Mendukung
koordinasi hukum daerah draft/rancangan pencapaian target
penyusunan Produk Hukum kinerja terwujudnya
produk hukum Daerah harmonisasi dan

daerah serta

sinkronisasi
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
publikasi rancangan produk
kepada hukum daerah yang
masyarakat luas sesuai dengan
DPRD Fasiftasi Dokurmen Eerat”ra” per-UU.
ebutuhan
Pembahasan Ranperda masyarakat dan
Ranperda penyelenggaraan
Biro Hukum Fasilitasi/Evaluasi/ | Dokumen hasil | Pemerintah Daerah
Setda Prov. Noreg Produk Fasilitasi
Kalteng Hukum Daerah [Evaluasi/Noreg
Produk Hukum
Daerah
Kementerian Evaluasi produk Hasil Evaluasi
Dalam Negeri hukum daerah produk hukum
(khusus Ranperda | daerah (khusus
Retribusi) dan renperda retribusi)
persetujuan dan persetujuan
penandatangan penandatangan
Dinas Kominfo Fasilitasi Jaringan | Jaringan JDIH
Dokumentasi dan | Kabupaten
Informasi Hukum | Kotawaringin
Barat
12 | Koordinasi dan | Penyedia Barang/ | Fasilitasi dan Dokumen Mendukung
fasilitasi Jasa koordinasi pelaku | manajemen pencapaian target
peningkatan pengadaan dan pengadaan kinerja
kematangan atau pelaku usaha meningkatnya
UKPBJ kualitas pelayanan
LKPP Port.al pengadaan Dokumen SZ: gpaedI:I;iaQaaraar;] g
nasional (inaproc) | manajemen dan iasa
daftar hitam; dan | penyedia; dan s
. pemerintah
Pembina dokumen laporan
pemenuhan sistem informasi
standar LPSE LKPP
Bagian Fasilitasi dan Dokumen
Administrasi koordinasi manajemen
Pembangunan penyusunan kinerja
Setda laporan indikator
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
kinerja utama
UKPBJ
Inspektorat Fasilitasi Dokumen
pendampingan manajemen risiko;
penyusunan kode | dan dokumen
etik; dan analysis
pendampingan stakeholder
pelaksanaan
analysis
stakeholder
bersama APH,
penyedia, PPK
BKPSDM Fasilitasi Dokumen rencana
pendampingan SDM Pengadaan
penyusunan Anjab
dan ABK
Bagian Umum Fasilitasi Dokumen rencana
Setda pelaksanaan pengembangan
pelatihan SDM pengadaan
peningkatan
kompetensi SDM
pengadaan
13 | Fasilitasi dan Kementerian - Fasilitasi dan - Data jumlah Mendukung
koordinasi Agama koordinasi quota dan nama | pencapaian target
layanan pelayanan calon jamaah kinerja terwujudnya
keagamaan dan ibadah haji haji toleransi antar umat
kemasyarakatan - Fasilitasi dan - Surat beragama melalui
koordinasi keterangan peningkatan peran
terkait terdaftar rumah | serta tokoh agama
keterangan ibadah dan layanan
terdaftar (ID) keagamaan serta
sarana rumah kemasyarakatan
ibadah pada
Sistem
Informasi dan
ijin operasional
lembaga
LPTQ Fasilitasi dan Terbinanya kafilah
koordinasi yang siap pakai
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Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Kegiatan Output
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
pembinaan untuk mengikuti
kegiatan MTQ kegiatan MTQ
Dinas Kesehatan | Fasilitasi Laporan
pemeriksaan pemeriksaan hasil
kesehatan, kesehatan jamaah
pemberian vaksin | haji

dan

pendampingan

menuju embarkasi

kepada jamaah

haji

- Polres Kab Fasilitasi Pengamanan
Kobar, Pengamanan perjalanan
- Dishub Kab Jamaah Haji Kab | jamaah haji
Kobar Kobar selama di menuju dan dari
- Satpol PP dan | perjalanan ke embarkasi
Pemadam Embarkasi
Kebakaran Kab | Banjarmasin PP
Kobar
Kecamatan, - Fasilitasi dan - Data calon
Kelurahan dan koordinasi penerima
Desa pengumpulan insentif
berkas/dokumen | rohaniawan
kelengkapan (guru ngaji,
pemberian tokoh agama
insentif non muslim dan
keagamaan; penghulu)

- Fasilitasi dan - Surat
koordinasi pemberitahuan
penyampaian kepada
informasi lembaga
pemberian keagamaan dan
hibah kepada kemasyarakatan
lembaga penerima hibah
keagamaan dan di wilayahnya
kemasyarakatan | masing-masing;
penerima hibah dan
di wilayahnya rekomendasi

masing-masing

Manfaat
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Kegiatan Kontribusi Pihak Lain

No | ,. Output Manfaat
Lintas Sektoral Pihak Kontribusi
proposal dari
kecamatan
Sumber: Data diolah
3.5 Inovasi

Sekretariat Daerah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan

fungsinya telah membuat inovasi-inovasi, di antaranya :

1. Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan Daerah (Siroked)

Percepatan Akses Keuangan Daerah merupakan salah satu strategi
yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akses keuangan agar mampu
mewujudkan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan
perkembangan ekonomi secara menyeluruh pada masyarakat. Dalam
rangka mengembangkan percepatan akses keuangan daerah di
Kabupaten Kotawaringin Barat diperlukan adanya Roadmap Percepatan
Akses Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi seluruh pemangku
kepentingan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah
guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Mulai tahun 2021 dilaksanakan program pengembangan infrastruktur
percepatan akses keuangan daerah yang dijalankan melalui
pembangunan Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan
Daerah (Siroked). Siroked merupakan sistem informasi mengenai inklusi
keuangan dan informasi layanan aksesibilitas keuangan yang akuntabel,
fleksibel dan terpercaya, sehingga dapat memberikan kepastian dan
kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi berbagai
produk lembaga keuangan maupun non keuangan, agar menjadi rujukan

dalam mengambil keputusan terhadap perencanaan keuangan.
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Gambar 3.1 Sistem Informasi Roadmap Aksesibilitas Keuangan Daerah

g e ST

Selamat Datang di Sistem
Informasi Roadmap Aksesbilitas
Keuangan Dasrah

Sumber : https://siroked.kotawaringinbaratkab.go.id

2. Penyusunan Produk Hukum Daerah berbasis dalam jaringan melalui e-
Regulation, yang memberikan kemudahan dalam pengajuan usulan
penyusunan produk hukum daerah dan dapat diakses kapan saja dan
dari mana saja;

3. Portal survey Kabupaten Kotawaringin Barat melalui e-SKM yang
memudahkan masyarakat selaku pengguna layanan sekaligus
responden untuk memberikan penilaian atas pelayanan yang telah
diterima;

4. Sistem Informasi Manajemen Reformasi Birokrasi (SIM-RB), yang
merupakan instrumen untuk memudahkan monitoring capaian Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat;

5. e-Perpustakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Perpustakaan Digital Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan situs layanan terpadu yang
menyelenggarakan layanan penginformasian di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah. Keseluruhan layanan ini sebagai upaya
memberikan dan menyebarluaskan pemahaman yang utuh, benar, dan

sama terhadap ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.
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Gambar 3.2 Perpustakaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

() Perpust
\&/

Beranda

Perpustakaan PBJ Kotawaringin Barat

v Q

SELAMAT DATAN

0]

Sumber : https://sites.google.com/view/perpuspbijkobar

3.6 Realisasi Keuangan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2022

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja

Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  sebesar

Rp.40.335.886.000,- pada anggaran murni dan setelah perubahan pada
Rp.45.218.264.000,-.
dengan Triwulan IV
Rp.42.446.951.523,- atau sebesar 93,87%.

DPPA Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun

Anggaran Perubahan (DPPA) menjadi sebesar

Penyerapan anggaran sampai adalah sebesar

Data anggaran dan realisasi

anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.33 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian %

1 Belanja Operasional 36.473.844.233 33.942.155.418 93,06%
Belanja Pegawai 13.952.356.000 13.329.714.433 95,54%
Belanja Barang/Jasa 19.821.488.233 17.987.440.985 90,75%
Belanja Hibah 2.700.000.000 2.625.000.000 97,22%

2 | Belanja Modal 8.744.419.767 8.504.796.105 97,26%
Belanja Peralatan & Mesin 3.949.514.754 3.850.142.750 97,48%
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No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian %
ge'anja Gedung & 4.794.905.013 4.654.653.355 97,07%
angunan
TOTAL 45.218.264.000 42.446.951.523 93,87%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat 2022

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.34 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022

Realisasi APBD

Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu APBD
(Rp)

Realisasi Keuangan

Rp

(%)

Real
Fisik
(%)

Sisa
Anggaran

% Sisa
Anggaran

Keterangan

SEKRETARIAT
DAERAH

45.218.264.000

42.446.951.523

93,87%

97,62%

2.771.312.477

6,13

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten /
Kota

6.937.827.550

34.960.987.500

94,65

99,63

1.949.188.512

5,28

Administrasi
Keuangan Perangkat
Daerah

13.536.471.100

12.957.921.584

95,73

100,00

551.358.978

4,07

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

13.151.504.000

12.596.050.583

95,78

100,00

555.453.417

4,22

Menyesuaikan
data terkini ASN

Pelaksanaan
Penatausahaan dan
Penguijian / Verifikasi
Keuangan SKPD

335.744.000

313.087.500

93,25

100,00

22.656.500

6,75

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun

46.323.600

45.884.451

99,05

100,00

439.149

0,95

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan /
Triwulan / Semesteran
SKPD

2.899.500

2.899.050

99,98

100,00

450

0,02

Administrasi Barang
Milik Daerah pada
Perangkat Daerah

58.758.700

48.795.222

83,04

100,00

9.963.478

16,96
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Realisasi APBD

Program/ Kegiatan/ Pagu APBD . Sisa % Sisa
Sub Kegiatan (Ro) Realisasi Keuangan :Z?li Anggaran | Anggaran Keterangan
(%)
Rp (%)
Tidak
Terealisasi
Pengamanan Barang kareng alin
Milik Daerah 40.710.000 37.843.972 | 92,96 100,00 2.866.028 7,04 fungsi
bangunan
rumah tinggal
menjadi kantor
Koordinasi dan
Penilaian Barang Milik - 0,00
Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Sebagian
Milik Daerah pada 18.048.700 10.951.250 | 60,68 100,00 7.097.450 39,32 tercover bidang
SKPD aset BPKAD
Administrasi
Kepegawaian 201.234.000 174.727.141 | 86,83 100,00 26.506.859 13,17
Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut 76.000.000 75.900.000 | 99,87 100,00 100.000 0,13
Kelengkapannya
Bimbingan Teknis Kontribusi
Implementasi Peraturan 125.234.000 98.827.141 | 7891 100,00 26.406.859 21,09 Bimtek tidak
Perundang - Undangan terealisasi
‘;‘dm'“'s"as' Umum 2.420946.670 | 2.376.368.395 | 9816 | 99,92 44578275 | 1,84
erangkat Daerah
Penyediaan Komponen
nstalast Ustrk 192101130 |  188.887.935 | 9833 | 100,00 3213195 | 167
enerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan Peralatan
dan Perlengkapan 237.177.956 236.421.137 | 99,68 100,00 756.819 0,32
Kantor
penyediaan Peralatan 306367139 |  380.783.300 | 9834 | 100,00 6583830 | 166
umah Tangga
Penyediaan bahan Pengisian
Logisti 9.390.000 7.425.000 | 79,07 79,07 1.965.000 20,93 tabung APAR
ogistik Kantor Ti -
idak terealisasi
Penyediaan Barang
Cetakan dan 111.141.445 111.141.445 | 100,00 | 100,00 0,00
Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Menyesuikan
Tamu 283.585.000 254.674.500 | 89,81 100,00 28.910.500 10,19 jumlah
kunjungan tamu

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022




Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu APBD
(Rp)

Realisasi APBD

Realisasi Keuangan

Rp (%)

Real
Fisik
(%)

Sisa
Anggaran

% Sisa
Anggaran

Keterangan

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

1.191.184.000

1.188.035.078 | 99,74

100,00

3.148.922

0,26

Pengadaan Barang
Milik Daerah

Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

7.860.403.131

7.759.718.805 | 98,72

100,00

100.684.326

1,28

Pengadaan Kendaraan
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan (Sekretariat
Daerah)

759.999.906

741.000.000 | 97,50

100,00

18.999.906

2,50

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan (Sekretariat

Daerah)

2.158.102.848

2.112.500.000 | 97,89

100,00

45.602.848

2,11

Pengadaan Mebel

70.308.310

69.889.600 | 99,40

100,00

418.710

0,60

Pengadaan Peralatan
dan Mesin lainnya

870.397.352

836.049.050 | 96,05

100,00

34.348.302

3,95

Pengadaan Gedung
kantor atau Bangunan
lainnya

1.688.490.933

1.688.480.055 | 100,00

100,00

10.878

0,00

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

2.313.103.782

2.311.800.100 | 99,94

100,00

1.303.682

0,06

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

6.796.788.439

6.250.331.106 | 91,96

99,65

546.709.833

8,04

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

5.985.000

3.985.000 | 66,58

66,58

2.000.000

33,42

Pengiriman
surat lebih
banyak
dilakukan via
email

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

4.345.432.039

3.952.622.444 | 90,96

100,00

392.809.595

9,04

Menyesuaikan
tagihan

Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

306.800.000

284.931.000 | 92,87

92,87

21.869.000

713

Menyesuaikan
agenda
kabupaten

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

2.138.571.400

2.008.540.162 | 93,92

100,00

130.031.238

6,08

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2.118.701.093

1.629.693.581 | 76,92

100,00

489.007.512

23,08
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Realisasi APBD

Program/ Kegiatan/ Pagu APBD . Sisa % Sisa
Sub Kegiatan (Ro) Realisasi Keuangan :Z?li Anggaran | Anggaran Keterangan
(%)
Rp (%)
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Menyesuaikan
Pajak Kendaraan 275.463.053 183.062.061 | 66,46 100,00 92.400.992 33,54 kondisi
Perorangan Dinas atau kendaraan
Kendaraan Dinas
jabatan
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, Menyesuaikan
dan Perizinan 445.045.365 239.302.000 | 53,77 100,00 205.743.365 46,23 kondisi
Kendaraan Dinas kendaraan
Operasional atau
Lapangan
Menyesuaikan
Pemelinaraan Peralatan | 1, 880 654 | 149.397.000 | 80,81 | 100,00 | 35485654 | 19,19 | KOnds!
dan Mesin Lainnya peralatan
/mesin
penambahan
Pemeliharaan / daya listrik tidak
Rehabilitasi Gedung 997.357.163 |  857.373120 | 8596 | 100,00 | 130084043 | 14,04 | Disaterealisasi
Kantor dan Bangunan karena travo
Lainnya dari PLN tidak
tersedia.
Pemeliharaan /
Rehabilitas Saranan
dan Prasarana Gedung 150.952.890 150.720.400 | 99,85 100,00 232.490 0,15
kantor atau Bangunan
Lainnya
Pemeliharaan /
Rehabilitas sarana dan Pemeliharaan
Prasarana Pendukung 64.999.968 49.839.000 | 76,68 100,00 15.160.968 23,32
taman
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Administrasi
Keuangan dan
Operasional Kepala 662.881.060 611.887.910 | 92,31 97,60 50.993.150 7,69
Daerah dan Wakil
Kepala darah
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Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu APBD
(Rp)

Realisasi APBD

Realisasi Keuangan

Rp (%)

Real
Fisik
(%)

Sisa
Anggaran

% Sisa
Anggaran

Keterangan

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

109.707.000

74.603.850 | 68,00

100,00

35.103.150

32,00

Sehubungan
dengan
berakhirnya
masa jabatan
Kada/wakada
per mei 2022

Penyediaan pakaian
Dinas dan Atribut
Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

59.784.060

59.784.060 | 100,00

100,00

0,00

Pelaksanaan Medical
Check Up Kepala
Daerah dan Wakil
Kepala Daerah

15.890.000

15.890.000

100,00

Tidak ada
Medical cek up

Penyediaan Dana
Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah

477.500.000

477.500.000 | 100,00

100,00

0,00

Fasilitasi
Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah

967.910.120

962.514.000 | 99,44

100,00

5.396.120

0,56

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala
Daerah

631.800.000

631.001.700 | 99,87

100,00

798.300

0,13

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil
Kepala Daerah

214.080.000

213.200.300 | 99,59

100,00

879.700

0,41

Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga
Sekretariat Daerah

122.030.120

118.312.000 | 96,95

100,00

3.718.120

3,05

Penataan Organisasi

505.285.150

498.306.964 | 98,62

100,00

6.978.186

1,38

Pengelolaan
Kelembagaan dan
Analisis jabatan

227.999.450

225.389.525 | 98,86

100,00

2.609.925

1,14

Fasilitasi Pelayanan
Publik dan Tata
Laksana

104.986.400

101.771.298 | 96,94

100,00

3.215.102

3,06

Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi

172.299.300

171.146.141 | 99,33

100,00

1.1563.159

0,67

Pelaksanaan Protokol
dan Komunikasi
Pimpinan

1.808.448.087

1.690.975.292 | 93,50

94,76

117.472.795

6,50
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Realisasi APBD

Program/ Kegiatan/ Pagu APBD . Real Sisa % Sisa
Sub Kegiatan (Rp) Realisasi Keuangan Ficik Anggaran Anggaran Keterangan
(%)
Rp (%)
Menyesuaikan
Fasilitasi Keprotokolan 699.248.686 504.923.042 | 8508 | 8644 | 104325644 | 1492 | agenda
pimpinan
Fasilitasi Komunikasi 760.199.800 |  769.199.800 | 100,00 | 100,00 0,00
Pimpinan
;endokume.mas'a” 330999601 |  326.852450 | 9613 | 10000 | 13147151 | 387
ugas Pimpinan
0,00
PROGRAM
PEMERINTAHAN DAN
el 6.857.782.400 | 6.560.952.943 | 9567 | 9505 | 206.829.457 | 4,33
RAKYAT
ol e T 316319100 |  307.286473 | 9744 | 100,00 0032627 | 286
Pemerintahan
Penataan Administrasi 44.319.650 41041792 | 9260 | 100,00 3277858 | 740
Pemerintahaan
Pengelolaan
Administrasi 186.999.800 183.053.444 | 97,93 | 100,00 3946356 | 2,11
Kewilayahan
Fasilitasi Pelaksanaan 84.999.650 83191237 | 9787 | 100,00 1808413 | 213
Otonomi Daerah
Pelaksanaan
Kebijakan 6.051.675.100 | 5.771.677.313 | 9537 | 9541 279.997.787 | 4,63
Kesejahteraan Rakyat
Fasiltasi Pengelolaan 3417718450 | 3224859363 | 9436 | 9436 | 192.850.087 | 564
Bina Mental Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian 59.999.900 55488500 | 9248 | 93,76 4511400 | 752
Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial
terdapat 2
lembaga yang
Pelaksanaan Kebijakan, tidak
Evaluasi, dan Capaian mengajukan
Kinerja Terkait 2573.956.750 | 2.491.320.450 | 9679 | 96,86 82.627.300 | 321 | permohonan
Kesejahteraan pencaiaran
Masyarakat hibah hingga
batas waktu
pencairan
Fasilitasi dan 447788700 | 440.282.921 | 9832 | 100,00 7505779 | 1,68
Koordinasi Hukum
Fasilitasi Penyusunan 105663650 |  103.508.850 | 97.96 | 100,00 2154800 | 2,04
Produk Hukum Daerah
Fasilitasi bantuan 271639.900 |  267.007671 | 9833 | 100,00 4542229 | 167

Hukum
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Program/ Kegiatan/
Sub Kegiatan

Pagu APBD
(Rp)

Realisasi APBD

Realisasi Keuangan

Rp (%)

Real
Fisik
(%)

Sisa
Anggaran

% Sisa
Anggaran

Keterangan

Pendokumentasian
Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi
Hukum

70.485.150

69.676.400 | 98,85

100,00

808.750

1,15

Fasilitasi Kerjasama
Daerah

41.999.500

41.706.236 | 99,30

100,00

293.264

0,70

Fasilitasi Kerja Sama
Dalam Negeri

41.999.500

41.706.236 | 99,30

100,00

293.264

0,70

Program
Perekonomian dan
Pembangunan

1.422.654.050

925.011.080 | 65,02

7317

497.642.970

34,98

Pelaksanaan
Kebijakan
Perekonomian

458.249.300

105.319.050 | 22,98

23,46

352.930.250

77,02

Koordinasi,
Sinkronisasi, Monitoring
dan Evaluasi Kebijakan
Pengelolaan BUMD dan
BLUD

399.999.450

49.268.100 | 12,32

12,32

350.731.350

87,68

Gagal lelang
karena peserta
yang lulus
pembuktian
kualifikasi
kurang dari 3
sehingga
prakualifikasi
dinyatakan

gagal

Pengendalian dan
Distribusi
Perekonomian

58.249.850

56.050.950 | 96,23

100,00

2.198.900

3,77

Pelaksanaan
Administrasi
Pembangunan

238.381.400

228.637.050 | 95,91

100,00

9.744.350

4,09

Fasilitasi Penyusunan
Program Pembangunan

78.690.850

77.024.678 | 97,88

100,00

1.666.172

212

Pengendalian dan
Evaluasi Program
Pembangunan

65.999.700

62.482.750 | 94,67

100,00

3.516.950

5,33

Pengelolaan Evaluasi
dan Pelaporan
Pelaksanaan
Pembangunan

93.690.850

89.129.622 | 95,13

100,00

4.561.228

4,87

Pengelolaan
Pengadaan Barang
dan Jasa

554.274.050

457.138.695 | 82,48

95,52

97.135.355

17,52

Pengelolaan
Pengadaan Barang dan
Jasa

304.674.800

265.062.100 | 87,00

91,84

39.612.700

13,00

Honor Pokja
Pemilihan tidak
terealisasi
dikarenakan
pembatalan
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Realisasi APBD

Program/ Kegiatan/ Pagu APBD . Real Sisa % Sisa
Sub Kegiatan (Rp) Realisasi Keuangan Ficik Anggaran Anggaran Keterangan
(%)
Rp (%)
tender/tender
gagal
Pengelolaan Layanan g;%i?;;k.:n il
Pengadaan Secara 74.999.500 54.094.191 | 7213 100,00 20.905.309 27,87 . I
. perjalanan
Elektronik di
inas
Pengalihan
kegiatan dari
Pembinaan dan luring menjadi
Advokasi Pengadaan 174.599.750 137.982.404 | 79,03 100,00 36.617.346 20,97 daring dan
Barang dan Jasa penggunaan
narasumber
internal
Pemantauan
Kebijakan Sumber 171.749.300 133.916.285 | 77,97 96,43 37.833.015 22,03
Daya Alam
Koordinasi, Perialanan
Sinkronisasi, dan ehaia
Evaluasi Kebijakan dinas ftidak
) I 63.949.950 57.107.005 | 89,30 95,26 6.842.945 10,70 terealisasi
Pertanian, Kehutanan, .
dikarenakan
Kelautan, dan .
. banjir
Perikanan
Koordinasi, Sinkronisasi P.erjala.nan
dan Evaluasi Kebijakan dinas ftidak
59.999.800 44.031.130 | 73,39 96,24 15.968.670 26,61 terealisasi
Pertambangan dan X
Lingkungan Hidu dikarenakan
grung P banjir
N Perjalanan
A 47.799.550 32.778.150 | 68,57 91,89 15.021.400 31,43 terealisasi
Evaluasi Kebijakan :
: . dikarenakan
Energi dan Air .
banjir

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan bahwa

capaian indikator kinerja keuangan tahun 2022 adalah sebesar 93,87%%

yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.
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BAB IV
PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun
anggaran 2022 sebesar 98,59 % dengan peringkat kinerja sangat tinggi.

2. Capaian kinerja keuangan 93,87% dengan realisasi anggaran sebesar Rp.
Rp.42.446.951.523,- sehingga masuk dalam peringkat kinerja sangat
tinggi.

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis
Renstra dan pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022
adalah sebagai berikut:

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum seluruhnya
terinternalisasi pada seluruh Perangkat Daerah;

2. Laporan kinerja beberapa Perangkat Daerah belum menyajikan analisis
perbandingan antara realisasi dan target kinerja, faktor-faktor yang menjadi
penghambat ataupun pendorong keberhasilan, dan belum cukup
menyajikan informasi efisiensi sumber daya secara memadai. Informasi dan
laporan kinerja tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai dasar
perbaikan kinerja tahun berikutnya;

3. Persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah yang terbatas
kualitas dan kuantitasnya dalam menjawab tantangan reformasi birokrasi,
siap merespon perubahan yang dinamis, dan mampu mendukung
pencapaian kinerja organisasi;

4. Masih lemahnya kendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan
barang/jasa, baik dalam aspek perencanaan pengadaannya, maupun
manajemen dalam pengelolaan sistem pengadaan barang/jasa.

Untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat pada masa mendatang maka Sekretariat Daerah berupaya untuk

melakukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Melakukan pendampingan pelaksanaan SAKIP yang difokuskan pada
Perangkat Daerah yang nilai SAKIP nya rendah termasuk kecamatan;

2. Melakukan asistensi dan pendampingan penyusunan laporan Kkinerja
Perangkat Daerah agar laporan yang disajikan dapat berkualitas, dan
memastikan agar informasi yang terdapat dalam laporan kinerja dijadikan
dasar perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya;

3. Mendorong internaliasi pelaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi melalui
agen-agen perubahan pada masing-masing unit kerja;

4. Penguatan peran dan kendali dalam Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya.

% "

\ N/
\f% Ir. JUNLGUY TOM, 6.7, M.TP
NIR; 19660609 199503 1 003
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pengukuran Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;

2. Penghargaan dan Prestasi Kinerja yang Diperoleh Tahun 2022;

3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun
yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan Desember 2021;

4. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Tahun 2022;

5. Bukti Kinerja Sasaran 1 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022;

6. Bukti Kinerja Sasaran 2 Catatan Tim Sekretariat EPPD Tahun 2022 terhadap
LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021;

7. Bukti Kinerja Sasaran 3.1 Rekapitulasi Rencana Umum Pengadaan (RUP)
yang Selaras dengan Perencanaan Anggaran Tahun 2022;

8. Bukti Kinerja Sasaran 3.2 Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;

9. Bukti Kinerja Sasaran 3.3 Screenshoot Keterisian Database Dukungan
Kebijakan Nasional pada SDDKN Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2022;

10.Bukti Kinerja Sasaran 3.4 Data Realisasi APBD Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2022 pada Laporan TEPRA;

11.Bukti Kinerja Sasaran 4 Hasil Pengisian Mandiri Tingkat Kematangan
Organisasi UKPBJ Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022;

12.Bukti Kinerja Sasaran 5.1 Rekapitulasi Ranperbup yang Mendapatkan
Evaluasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2022;

13.Bukti Kinerja Sasaran 5.2 Rekapitulasi Ranperda yang Mendapatkan
Fasilitasi dari Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2022;

14.Bukti Kinerja Sasaran 6 Rekapitulasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
terhadap Kualitas Pelayanan Keprotokolan Pimpinan, Tamu Daerah dan
Layanan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah;

15.Bukti Kinerja Sasaran 7 Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin

Barat di Bidang Perekonomian Tahun 2022 :
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- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 102 Tahun 2022 tentang
Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Arut;

- Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 500/095/EK tahun 2022
tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified Petroleum Gas
Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten Kotawaringin Barat;

- Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 500/134.2/EK tanggal
29 Juli 2022 tentang Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR); dan

- Surat Kesiapan dan Dukungan Penggunaan Trace Jalan PT. Korintiga
Hutani untuk Jaringan Listrik GRID Pangkut dengan Sistem Pangkalan
Bun.

16.Bukti Kinerja Sasaran 8 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
terhadap Kualitas Layanan Keagamaan dan Kemasyarakatan.
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PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022

rancangan produk
hukum daerah
yang sesuai
dengan peraturan
per-UU, kebutuhan
masyarakat dan
penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

sesuai dengan
mekanisme
pembentukan
produk hukum

No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Capoalan Pel:lng!(at
(%) Kinerja
1 | Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai 84 Nilai 75,58% Sedang
Akuntabilitas Kabupaten (Kategori 63,49
Kinerja Pemerintah A) (Kategori
Daerah B)
2 | Meningkatnya Nilai Laporan Nilai Nilai 116,62% | Sangat Tinggi
Kinerja Penyelenggaraan 3,05 3,5569
Penyelenggaraan | Pemerintah
Pemerintah Daerah | Daerah (LPPD)
3 | Meningkatnya Persentase 92,00% | 87,38% | 94,98% | Sangat Tinggi
pembinaan dan dokumen
pengkoordinasian | perencanaan,
penyusunan penganggaran
petunjuk teknis dan pelaporan
perencanaan, kinerja Sekretariat
penganggaran, Daerah yang
pelaporan kinerja | memenuhi aspek
Perangkat Daerah | kualitas
serta percepatan
realisasi anggaran
4 | Meningkatnya Tingkat Level 3 Level 3 88,89% Tinggi
kualitas pelayanan | kematangan Unit (bobot (bobot
dan pelaksanaan Kerja Pengadaan 100%) 88,89%)
pengadaan barang | Barang dan Jasa
dan jasa (UKPBJ)
pemerintah
5 | Terwujudnya Persentase 85% 90,14% | 106,05% | Sangat Tinggi
harmonisasi dan produk hukum
sinkronisasi daerah yang
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No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi Capoalan Pel_'lng!(at
(%) Kinerja
6 | Meningkatkan Kualitas Nilai 95 | Nilai 82,75 | 87,11% Tinggi
pelayanan pelayanan
keprotokolan keprotokolan
pimpinan, tamu pimpinan, tamu
daerah serta daerah dan
layanan informasi | layanan informasi
kegiatan kegiatan
pemerintah daerah | pemerintah
daerah
7 | Meningkatnya Persentase 76% 86% 112,78% | Sangat Tinggi
Pengendalian kebijakan
Perekonomian, pengendalian di
Infrastruktur bidang
Tenaga Listrik, dan | perekonomian
Sumber Daya Alam | yang dihasilkan
8 | Terwujudnya Kualitas layanan Nilai 80 | Nilai 85,36 | 106,70% | Sangat Tinggi
toleransi antar keagamaan dan
umat beragama kemasyarakatan
melalui
peningkatan peran
serta tokoh agama
dan layanan
keagamaan serta
kemasyarakatan
Rata-rata Capaian 98,59% | Sangat Tinggi
/& ARIS DAERAH,
ft.j:
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PENGHARGAAN DAN PRESTASI KINERJA YANG DIPEROLEH TAHUN 2022

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No

Nama Penghargaan

Penghargaan dari Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah

Prestasi memperoleh peringkat ke-3 dalam
pengelolaan dan tingkat realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk
kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota se-

Kalimantan Tengah

Penghargaan dari Pemerintah Pusat atas
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Prestasi Top Pembina BUMD Awards 2022

Jakarta, 20 April 2022
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022
DAN DESEMBER 2021
(dalam Rupiah)
URAIAN 31 Desember 2022 31 Desember 2021

ASET
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas

Kas Di Bendahara Pengeluaran

Kas Di Bendahara Penerimaan
Kas JKN

Kas BLUD

Kas BOS

Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak
Piutang Retribusi 56.200.000,00 37.150.000,00
Penyisihan Piutang Retribusi (22.501.250,00) (8.997.500,00)
Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21
Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak PPh 21
Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi

Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Beban Dibayar Di muka 200.100.642,37 188.954.514,42
Persediaan 490.233.335 461.665.854,00
Jumlah Aset Lancar 724.032.727,27 678.772.868,42

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen

Jumlah Investasi Non Permanen

Investasi Permanen

Jumlah Investasi Permanen

Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP
Tanah 54.169.391.963,67 55.013.401.963,67
Peralatan dan Mesin 37.471.181.285,27 37.785.928.637,27
Gedung dan Bangunan 58.394.008.710,24 44.773.092.551,24
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URAIAN 31 Desember 2022 31 Desember 2021
Jalan, Irigasi dan Jaringan 25.000.000,00 25.000.000,00
Aset Tetap Lainnya 1.099.551.000,00 1.099.551.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 272.886.000,00 9.239.148.804,00
Akumulasi Penyusutan (37.902.522.550,96) (39.244.730.204,50)
Jumlah Aset Tetap 113.529.496.408,22 108.691.392.751,68
ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

Tuntutan Ganti Rugi

Tagihan Lainnya

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud 1.254.884.300,00 1.254.884.300,00
Amortisasi (1.110.365.640,00) (961.908.980,00)
Aset Lain-lain (Nilai Setelah Penyusutan) 9.086.620.327,88 6.412.580.617,23
Aset Lain-lain 11.120.492.704,00 8.274.252.704,00
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain (2.033.872.376,12) (1.861.672.086,77)

Jumlah Aset Lainnya 9.231.138.987,88 6.705.555.937,23

JUMLAH ASET 123.484.668.123,37 116.075.721.557,33
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Pendapatan Diterima Di Muka 134.834.596,90 8.642.391,23
Utang Belanja 476.637.292 419.344.388
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 611.471.888,58 427.986.779,23
JUMLAH KEWAJIBAN 611.471.888,58 427.986.779,23
EKUITAS 122.873.196.234,79 115.647.734.778,10
EKUITAS (141.285.335.301,08) (107.285.464.637,17)
RK-PPKD 264.158.531.535,87 222.933.199.415,27

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

123.484.668.123,37

116.075.721.557,33
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2022
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Nilai SAKIP Kabupaten Nilai 84
Daerah (Kategori A)
2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Nilai Laporan Penyelenggaraan Nilai 3,05
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah (LPPD)
3 Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian | Persentase dokumen perencanaan, 92%
penyusunan petunjuk teknis perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
penganggaran, pelaporan kinerja Perangkat Sekretariat Daerah yang memenuhi aspek
Daerah serta percepatan realisasi anggaran kualitas
4 Meningkatnya kualitas pelayanan dan Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan | Level 3
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Barang dan Jasa (UKPBJ) (bobot
pemerintah 100%)
5 Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Persentase produk hukum daerah yang 85%
rancangan produk hukum daerah yang sesuai sesuai dengan mekanisme pembentukan
dengan peraturan per-UU, kebutuhan masyarakat | produk hukum
dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6 Meningkatkan pelayanan keprotokolan pimpinan, | Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, | Nilai 95
tamu daerah serta layanan informasi kegiatan tamu daerah dan layanan informasi
pemerintah daerah kegiatan pemerintah daerah
7 Meningkatnya Pengendalian Perekonomian, Persentase kebijakan pengendalian di 76%
Infrastruktur Tenaga Listrik, dan Sumber Daya bidang perekonomian yang dihasilkan
Alam
8 Terwujudnya toleransi antar umat beragama Kualitas layanan keagamaan dan Nilai 80

melalui peningkatan peran serta tokoh agama dan
layanan keagamaan serta kemasyarakatan

kemasyarakatan

ilg*‘
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
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Nomaor : BY 1146 fAA 052022 6 Desember 2022
Hal ¢ Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Yth, Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
di
Pangkalan Bun

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Pemerintah
rabupaten Kotawaringin Barat, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tenlang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistern Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIP),
kami telah melakukan evaluasi akunlabiltas kinefa Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Baral. Pelaksanasn evaluasi tahun 2022 berpedoman pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
MNomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja
Instansi  Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil fresult
oriented government). Secara khusus evaluasi AKIP pertujuan untuk: (a)
memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP, (b) menilai tingkat
implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; {d) memberikan
saran perbaikan untuk peningkatan AKIP, dan (g) memonitor tindak lanjut
rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintabh meliputi penilaian
kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan
berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja
internal, dan penilaian capaian kinerja atas oufput maupun owlcome serta kinerja
lainnya pada level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).
Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan
kuanlitatif dengan mempertimbangkan kepraklisan dan kemanfaatan yang
disesualkan dengan tujuan evaluasi serla mempertimbangkan kendala yang ada.



Langksh prakiis diambll agar lebih cepat memberikan pabhmjuk untuk perbaikan
implemantasi SAKIP, sehingga dapat menghasikan  rakomendasl  unluk
meningkatkan akuntabilitas kinerga.

2. Tmdak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Pemaintah Ksbupalen
Kotawaringin Barat telah manindaklanjudl rekomeandasi hasil evaluasi AKIF tabun
sabelumnya dan melakukan berbagal upaya perbaikan sebagai bankut:

a. Telah menyusun Rencana Pembangunan Daarah {RPD) tahun 2023-2004;

b. Telah menyusun pohin kinerja RPD keval Pameralah Deerah dan PD,

3. Hazill Evaluas!

Hasll evaluasi atas akuntabilitas kinerjz Pamerdntah Kabupaten Kotawaringin
Barat menunjukkan nilai sobesar 63,49 dengan predikal “B". Hal lersebut
menunjukken  bahwa implementasi  akunlobililas  kKineda “Baik", vaitu
Implementasi AKIF sudah baik padn pemerimah dasrah dan sabagian unit
kerja utama, namun masih pero adanya sedikit perbalkan dan komibmen
dalarn manajemen Kinerja.

Rincian hasil evaluasi lersetut adalah sebagan benikut:

Wy L . Komponen Yang Oinital -~ | Bobdt: J KMk
1: Parencanaan Kinerja ' 30 B EGT
2. | Pengukuran Kiner|a 30 17.93
3. | Felaporan Kinerja 15 0,53
4. | Evaluasi Akuntsbiitas Kinefa Internal 26 14,95
[ | Mitsi Hasil Evaluasi 10 63,49
Tingkat Akumtablitas Kinerja T &

Hasil evaluasi tabun 2022 “tidak diperbandingkan™ dengan hasil avaluasi tahun
sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahur
Megara dan Refomasi Birokrasl Momor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi
Akuntabllitas Kinerja Instansi Pemeriniah, lkerdapal perubahan bobot kamponan
dan sub Komponen serta kdleda penitaiannya. Evaluasi tahun ini et
menitikberatkan pada Implementasi  aluntabiltas kinarja balk pada  lewel
Pemerintah Daersh maupun level FD.



Penjelasan kebib lanpt atas hasil evaluasl skuntabilitas kinerja pada Pemerintah
Kabupalen Kotawanngin Barat lahun 2022 sabagai berikut:

1) Perencanaan Kinetja

Rencana Psmbangunan Jangka Menengah Dasrah (RPIMD) 2017-2022

Kabupaten Kotawarngin Barat  telsh  memasuki  tshun akhir  dalam

penerapannya, secara umum kinef@a Byal Pamanniah Daerah sudah relalif

baik dan berorientasi ouicome. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Baral juga
telah memyusun dekumen RPD lehun 2023-2026 sebagai landasan dan
pedoman pelaksanaan permbangunan daerah selama masa transisl menijl
pamilhen umum serentak lahun 2024, Mamun demikian masih terdapat
beberapa hal yeng periu diperhatlken dalam perencanaan kinerja Pemerintah

Kabupalen Kolawarningn Barat, diantaranya sebagai benkut:

» Baborapa dokumen pevencanaan kneija  Pemerintah  Kabupalen
Kotewaringin Barat belum dunggah pada laman esrmenpart.go.id. Sebagai
contoh dokumen RPJMDIRPD Kabupaten Kotawaringin Barat dan dokuman
FH Kepala Dinas Kepamudaan dan Olahraga tahun 2022:

» Magih terdapal sacaran evel Pemerintah Daarah yang belum sepenuhrya
berarlentasl ouloame, yailu “meninghainya psngembangan potensi daerah®,
Selan ih, terdapat indikalor kinerla yang belum sepenubnya cukup untuk
mengukur sasaran stralegis, sebagsi contoh pada sasaran sirategis
“meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga” hanya diukur menggunakan
Indikator “cabang clahraga vang berpreatasi”, indikator tersabut balum dapat
menguikur kondkss peningkatan prestasi pamuda;

» Masih terdapat romusan sacaran sirategis PD yang belum sepenuhnya
baroriemtasi ovfcome, kurang sesual dengan level jabatan yang mengampu
dan alau merupakan kinerja supporing yang Udak harus dikawal oleh
Kepala Dinas. Sebagal contoh sasaran PH Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Salu Pinlu “menyedlakan kebutuhan perunjang
parangkal dasrsh dalam melaksanakan lugas dan fungsi®, sasaran
Memyediakan dulungan bagi pencapsien nilai SAKIP perangkal daerah”
dan sasaran "meningkatnya kemandirian ekonomi yang berkelanjutan” pada
FK Kepala Onas Soslal;

» Pemeniniah Kabupaten Kotawaringin Barat telah merumuskan pohon kinerja
sebagai dasar panyusunan RPD lahun 2023-2026. MNamun, pohon kinsdga
belum mampu mengidentlfikasi cudcorme antara (Misrmediatedmynadiate
oufcorme) dengan bal sehingga Criticel Success Faclor (CSF} langsung
dijabarkan ke dalam kinsrja yang sifainya operasional, selain ku penjabaran
kinerja yang dilakukan belum mampu menyajikan allematf kondisikinerja



sebagal solusi yang afekiif uniuk mencapai kinerja utama dasrah. Sebagai
contoh wilimalte oulcome “meningkainya kualitas SDW” dijabarkan ke CSF
“palayanan ¥eschatan menfangkay selurub lapisan masyarakat™, akan lebih
baik CSF Lericara terlebth dahulu terkait dengan "meningkatiya angha
harapan  hidup” unluk dijabarkan kembal  aalah  satunya menfadi
“meningkatnya akses pelayanan keseshalan' sebagail inlermadiate oueome,
Selain kondisi dl atas, terdapat penjabaran kinerja yang prinsip loglenya
terbalik, wailn CSF “meningkelkan hesadaran  masyarakal untuk Lasl
terhadap  peraturan yang berdalky™ dijabarkan menjadt “menurunnya
gangguan ketanbaman dan ketariban umom™

= Belum melakukan |dentifikesi crosscoliing kinarja sebagai bentuk shating
wifcome anlar FD sebagai upaya mempancepat tercapainya kinerja utama
PD.

2} Pangukuran Kinerja

Femerniah Kabupaten Kotawaringin Baral telah melakukan penguikuran
secara berkala fiap biwulan atas realisasi kinerja dan serapan anggarannya
kepada PD. Dalam rangka mendukung pelaksenzan pengukuran kinerla
tersebul telah dibangun apllkasi mondoring dan evaluasi kineda vall
esaflp. kotewaringinbaraticab.go i, don  eninedfa kotawarnginkarathah. go.id
sebagai media monitonng dan penllaian kinerja pagawai,

Mamun demikian masih lerdapat hal yang perdu diperhatkan dalam

paengukuran kinerja di antaranyg sebagal barlod-

» Apkkasi monev kinerja &-SAKIP Kotawaringin Baral belum sepsnuhnya
dimanfaatkan ¢leh seluruh PD dalam mempermudah proses pelaksanaan
mmonitoring dan evaluasi progrea capaian kinerja dan anggaran, karena
didapati beberapa PO balum mengunggah dalg kineda ke dalam aplikasi
tersebut. Kemudizn, belum mengintegrasikan aplikast «-SAKIP dan
#-KINERJA sehingga moniforing den evaluasi kinefja PD dan individu
pergawai balum dapat diskukan secars lebih efisien:

+ Tordapat dokurmen Indikator Kinerja Utama (IKL) yang belumn menampikan
definisi operasional, rumus pechiturgan dan sumber dala setlap ndikator
kinedja, sehingga beium dapal dipastikan substansf dan kesesuaian setiap
indlkator kinedja dalarm menggambarkan sasaran stralegisnya, Sebagai
conloh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sera Dinas Palemakan
dan Kesshatan Hewan,



3] Pelaporan Kinerja

Pemedniah  Kabupalen HKotawaringin Baral Izlah  wenyusun  laporan

akuntablitas kinsrja tahun 2021 & tingkat Pemerntah Daerah dalam bantul

Laporan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daarah (LFPD} dan ditingkal PD

dalam bentuk laporan kinsrja menyesuaikan dangan pedoman yang termuat

dalam Pearaluran Menteri PANRE Momor 53 tahun 2014 {entang Pelunjuk,

Teknizs Perjanjlan Kinerja, FPelaporan Kirerja dan Tata Cara Rewiu atas

Laporan Kineda Instansi Pemarnizh, Namun demildan masih terdapat hal

yang perlu diperhatikan untuk dalam pelaporan kinerja di antaranya sebagal

barikot

* Mashh ditemuken leporan Kinerja PD belum menjalaskan secara spasHfik
dan Jelas terkait dengan faktordakbor pendorong den  penghambat
tercapainya larget kinerja seliap sasaran shralegis, Sebagai contoh pada
taporan kinea Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

» Masih ditemukan [aporan kinerga belum membandingkan aniams mafizasi
dengan targel kinerla tabun akhir pencde renstra sehingga bedum terihal
sebarapa besar gap yang hars dipenuhifdikejar, Sebagal contoh pada
laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Felayanan Terpadu Satu
Pintu;

+ Mazih ditemukan dokuren lapocan kinesja PD balum menyalikan rencans
tndak lanjut’solusi atas wendala artau hambalan yang diatami dalam
mencapal targal Kinerja;

+ Masih dilemukan laporan kinarga PD belum cukup menyampaikan Inkamasi
yang mamadai tanang analzis oflsienai penggunaan sumber daya,
Sebagal contoh pada laporan kinerja Dinas Pariwisata:

+ Informasi dalam laporan kinega belum zepenuhnys digunakan sebagai
dasar perbalkan perencanaan kinena lahun benkutnya. Hal tersebul
ditunjukkan dengan adanya target kKneda lebih rendsh dibandingkan
capalan kinera tahun sebalumnya tanpa diseral dengan penjelasan yang
cukup. Sebagai contoh beberapa indlkalor kinerja pada P Kepala Dinas
Kesehatan fahun 2022 ditargetkan lebih rendah dibandingkan dengan
capalan Kinerja lahun 2021, ndkator-indikalor tereabut diantaranya angka
kematan bayl (AKB). prevalensi slunling dan prevalensi HIV.

4} Evaluasi Akuntabilltas Knerja Internal

Inspekinral Kabupaten Kotawarngin Barat telah melakukan evaluasi alas
implemanlasl SAKIF kepada seluuh PD bsndasarkan Peraduran kMenteri
FANREB MNomor 88 Tahun 2021 dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE} AKIP
intemal lelah disampaican kepada masing-masing PD sebagai bahan unluk

”



melskukan perbaikan kedepan. Dalam rengka memastican rekomendasi LHE

ditindaklanpili oleh PO, imspekiorat melakukan monfforing yang dilakukan

sediap tHwlan. .

MNarmun demikian masih lerdapat hal vang perlu diperhatikan dalam evaluasi

akuntablitas kiner|a intermal dl antaranya sebagai berikul:

+ Catalan yang disampaikan dalam LHE AKIP inlernal tabun 2021 kurang
speslflk. Khususnya pada komponan pevencanaan kinera, befun
menunjukan Ghk-tGk kinerja, Indkalor maupun target yang maslh harus
diparbaiki. Sebagai conioh pada LHE AKIP internal Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah salah salu catalan pada komponen perencanaan
adalah belum semua ukwan/ndikator kinerja memenuhi kriteria SMART,
telapi tdak disampaikan (sebagai conloh) Indikalor mana yang kuakiasnys
balum SMART lersabut;

« Terdapat kondisi Gm  evaluator intemal dari  Inspekioral Kabupalen
Kotawaringin Barat mengalami kesulltan dalam melakukan avaluazi dan
pambinaan kepada PD khususnya kecamatan. Hal tersabut barpengaruh
kepads progress implmentasi SAKIP sabagian besar kecamatan menjadi
larmbsat.

4, Rekemendasi

Berdagarkan urajan i atas serta dakam rangka lebib mengefekiifan penerapan
axuntabililas kinara, kami merskomendasikan baberapa hal sebagai bariar;

1)

2)

3)

Melakukan pengecekan ulang, kemaxdian meangunggah dokumen perancanaan
kingrja terbary yang belum disampalkan sobagai wujud Lansparansi dan
komitmen dalam penerapan SAKIF,

Melakukan reviu doluman perencanaan kineija lavel Pemearintah Dasrah dan
FD uniuk mengidentlfikasi sasaran sirategis yang belum beronentash outcorms
sana Indikator kinerja yang belom SMART dan cukup dalam mengulur
pencapaian sasaran strategisnya, Hasil reviu yang dilakukan agar menjad|
bahan perbalkan dokumen perencanaan kedepan, terutama dalam rangks
penyusunan RPD 20232-2026 serta penjabarannya ke dalam Renstra Gap PD;
Menyernpumakan pohon kinera vang telah disusun dengan menyasualkan
kaidah penyusunan pohon kinera yvang ada di dalam Peratwran Menled
FANRE Momor 89 Tahun 2021 tentang Casvading Kinarja. Pohon kinerja
diharapkan mampu menjsbarksn wiimale outeorne ke dalam setkap nghalan
kinerfa dengan baik, memenuhi unsur |ogis (sebab-akibat) dan mampu
rmenyajkan aternati-attamalil kinerja yang baragam dan efskbl mendorong
tercapainya kinerja utama PO maupun daergh;



d)

5}

&)

7)

&)

%)

10)

Melakukan |dentiflcasl crossculting kinerja sebagal benluk shorng outoormne
dalam upaya mancapal sualu kinarja, khususnya kineqja PO yang memeulan
kontribusi dan dukungan dari PD lain agar kineda dapat tercapai secara
apiimal,

Memastikan aplkasi &-SAKIP Kabupateh Kotawaringin Baral dimantaathan
secara berkelanjulan oleh selunth PO sebagal sarana untuk melakukan
monftoning capaian kinarfa secara berjenjang dan ras! fime. Apllkasi o-SAKIP
diharapkan agar terinlegrasi =fUNERJA sehingga proses monitoning dan
evaluasi progres cepaian kinerja berenjang mulal dar PO hingga individu
pegawal dapat diakukan dengan lebih efisian. Selzin ilu, dengan adanya
panginlegrasian tersebut diharapkan dapal memastikan kesesuaian kinerja
antar level jJabalan dan menilai sejauh mana ngkal efeklivilas suaby
program/kegiatan dalam mengunghit lercapainya kinarja PD;

Memastikan dokumen KU fsleh memuat definisl oparasional. murmgs
perhitungan dan sumber data yang sesuan dan relevan dengan substansi
ndikator kinerjanya;

Mereviu dan memperbaikl kualilas dekumen laporan kinerja PD, diantaranya
dengan menyajkan perbandingan capaian Indikater kinerla dengan taget
kinerla ai lahun akhir pericde Rensira, Selanjutnya, menyajilian analisis faktor
pendarong dan penghambat setla analisis efisiensi penggunaan sumbsar daya
secara lebih mendalam dan spesifilk, sehingga dapat dijadikan dasar untuk
metumuskan rencana ndak lanjut/solusl alas hambatan-hambatan vang
dihadapl sebagal upaye mencapa atau meningkatkan capaian target kineda db
tabun salanjuinya;

Memastlkan informasi yang lerdapat dl dolem dokumen lporan kinera
dijadian dasar perbalkan perencenazn kinesja di tshun selanjuinya;
Memperjelas dan memperinci catatan dan rekomendest perbaikan yang
terdapat di delam LHE AKIP satiap PD, sehingga dapal diketahui dengan pastl
Hik-thlk mana saja pada seliap komponen SAKIP yang memerukan
perbaian,

Memfokuskan proses pemaniavan atas Indak lanjut hasil evaluasi intemnal
kepada FD yang nilai SAKIF nys rendah temmasuk kecamatan, Mandomng
kecamalan ki unluk melakukan berchmarking implemaniasi SAKIP kepada
kecamalan yang mengalami peningkatan nllal signifikan ales hasil evaluas
tahun 2022,



Cemikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen
kinerna. Kami menghargai upaya yang lelah dilakukan dalam implementasi SAKIP
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Terhadap hasil evaluasi
yang lelah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran
memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di
lingkungan Pemerinlah Kabupaten Kotawaringin Baral dan  menindaklanjuti
rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Alas perhatian dan kerja sama Saudara, kam| sampaikan terima kasih,

‘Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
“Akuntahilitas Aparatur dan Pengawasan,

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;

3. Gubemur Kalimantan Tengah;

4, Bupati Kotawaringin Barat.



PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R T A Milono No. 01 Palangka Raya 73111

S Telp (0536) 3221538 - 3221214 - 3221365 Fax. ((536) 3234153
#
CATATAN TIM SEKRETARIAT EPFD TAHUN 2022 TERHADAF
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LFFD)
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2021

. PENDAHULUAN
1. Latar belakang

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2014 khususnya terkait dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, saat ini telah ditetapkan Peraluran Pemerintah Nomor
3% Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat, selanjutnya teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021. Salah satu fungsi pembinaan
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang ditapkan dalam FERMENDAGRI adalah
fungsi Penyviapan dan fasilitasi pelaksanaan evaluasi laporan  penyclenggaraan
Pemerintahan Dacrah kabupaten/kota,

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan {(4) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

2. Maksud dan Tujuan
a. Maksud
(a) Konfirmasi dan Reviu LPFD Kabupaten/Kota yang disampaikan melalui SILFFD
sctelah dilakukan perbaikan data oleh Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota pada
tangzal 15-31 Agustus 2022,
(a) Pengukuran kinerja pemeriniahan kabupaten dan kota dengan cara menganalisis
dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
(b} Evaluasi Penyelenggaraan Kinerja Makro, Kinerja Urusan  Pemeriniahan
Konkuren dan Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang tertuang
dalam LPPD Melalui 81 LFFDY
b. Tujuan
(a) Menginventarisir berbagai permasalahan, kendala dan kelemahan dalam
penyusunan LPPLY;
(b) Penyampaian laporan hasil pelaksanaan EPPD daerah kabupaten dan kota
kepada Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan
(c) Penyampaian hasil pelaksaraan EPFD  kepada pemerintah dacrah
kabupaten/kota vang dievaluas schagai umpan balik.

[I. PELAESAMAAMN

1. Wakiu Pelaksanaan,
a4, Hari/Tanggal : Jum’al, 9 September 2022
b. Pukul ;09,00 - selesa
¢. Tempal :  Hotel Neo - Falangka Raya

2. Tim Sckretariat EFFD yang melaksanakan Konfirmasi dan Reviuw:
a. Thomas Segah, ST
b. Yosef Advent Pratama Dau, 5. Kom
c. Yanditha Christmas, 5.1P

1. PERMASALAHAN
Uraian permasaluhan pada saal pelaksanaan evaluasi terkail capaian kinerja
terhadap Laporan Penyelenggarsan Femerintahan Daerah (LFFD)  KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT anlara lain schagai berikut :
1. Tim Fenyusun LFPD teluh melakukan updating atau perbaikan data pada wakiu yang
telah ditentukan oleh Tim Nasional EPFD yakni pada tangzal 15-31 Agustus 2022 sesual
Surat FEdaran Dircktur Otda Kemendagri Nomor 120.04/5710/0TDA tanggal 12
Agzustus 2022,



V.

2. Tim penyusun LPFD memperbaiki elemen data dan dokumen pendukung pada SILFFD
berdasarkan hasil klarifikasi Tim Teknis Daerah EFFD, tetapi tidak dilakukan reviu
kembali olch AFIP /Inspekiorat Kabupaten.

3. Terdapat IKK yang tidak didapat informasi (TD) dengan disertai dokumen pendukung
berupa Surat Keterangan dan tidak disertai dengan Dokumen Fendukung,

4. Dari hasil analisis dan intepretasi data pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (LFFD) KABUFATEN KOTAWARINGIN BARAT, yakni dengan membandingkan
capaian kinerja urusan pemerintahan tahun 2020 dan 2021, terdapat capaian kinerja
IKK meningkat sehanyak 57 IKK atau sebesar 46%, dan capaian kinerja yang menurun
sehanyak 27 IKK atau sebesar 22%, capaian kinerja yang tidak mengalami kenaikan atau
penurunan (tetap), yakni schanyak 23 [KK atau secara persentase sebesar 18%, serta
capaian kinerja yang tidak dapal dianalisa (icdi) sebanyak 18 IKK alau secara persentase
14%.

. Dari pendalaman terhadap penyajian elemen data pada seluruh IKK yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari indikator kinerja LPPD, ditemukan angka pembilang dan
penyebut mengalami pergeseran nilai elemen data LFPD Individu KABUFATEN
KOTAWARINGIN BARAT pada tahun 2021 dan 2022, Untuk angka pembilang elemen
data yang mengalami peningkatan yakni sebanyak 10 elemen data atau schesar 8%, dan
angka pembilang pada elemen data yang mengalami penurunan yakni sebanyak 43
clemen data atau dalam persentase sebesar 34% serta angka pembilang pada clemen
data yang tidak mengalami peningkalan maupun penurunan atau ketap vakni schanyak
2 elemen data atau sebesar 6%, Sedangkan nilai elemen data vang nilainya masih nihil
atau blank sebanyak 61 clemen data atau secara persentasc schesar 49%.
Untuk angka penycbut clemen data yang mengalami peningkatan yakni sebanyak 29
elemen data atau sebesar 23%, dan angka penyebut pada elemen data yang mengalami
penurunan vakni schanyak 34 clemen data atau dalam persentase sebesar 27% seria
angka penycbut pada clemen data yang hdak mengalami peningkatan maupun
penurunan atau tetap yakni sebanyak 15 clemen data atau sebesar 12%. Sedangkan nilai
clemen data yang nilainya masih nibil atau blank sehanyak 29 clemen daia atau secara
persentase sehesar 23%

6. Secara kesesuaian materi LFFD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Tahun 2021,
diukur dengan melihat ketersediaan data yang termuat LPFD, terdapal 122 IKK atau
schesar 94% IKK yang telah ferisi. Hal ini menunjukan KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT sudah menyajikan data secara baik. Terdapat 8 IKK yang berstatus tidak dapat
informasi (tdi).

7. Jika dilihat dari konsistensi clemen data terhadap capaian vang memiliki nilai pembilang
dan penyebut masih ditermukan 58 elemen dala atau secara persentase sebesar 57% nilai
pembilang vang perlu dilakukan pencermatan lagi. Sedangkan untuk nilai penycbut
yang masih perlu untuk dilakukan penceérmatan ulang sebanyak 65 clemen data atau
sebesar 66%. Konsistensi dinkur dengan membandingkan antara nilai pembilang dan
penyebult pada capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 LPPD KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT.

&

KRESIMPULAN

Dari uraian permasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa didalam
penyusunan  Laporan  Penyelenggaraan  Pemerintahan Dacrah  KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT Tahun 202 1 sudah sangat baik dalam permahaman pengelola data
pada masing-masing perangkat daerah terkait defisini operasional IKK;

Berdasarkan perhitungan Tim Sekretariat EFFD yang berkedudukan di Biro
Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan hasil
Konfirmasi dan Reviu terhadap LPPD Tahun 2021, EABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
mendapatkan PREDIKAT KINERJA TINGGI, Nilai Score 3,5569 (skala 1-5).

Penilaian kinerja vang dilaksanakan olch Tim Sckretariat EPPD diatas adalah bersifat
sementara yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi awal bagi daerah, karena
berdasarkan Fasal 28 PERMENDAGRI Nomor 18 Tahun ZO020 tentang Feraturan
Felaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa yang melaksanakan perhitungan nilai
kinerja dan melakukan pemeringkatan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan skor dan
status kinerja adalah Tim Nasional EFPFD.



V.

VI

REKOMENDAS]

1. Pemerintah Kabupaten diharapkan memperhatikan IKK TDI dengan surat keterangan
yang menyatakan tidak dapat menyediakan data atau elemen data

2. Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan urusan agar lebih memahami tupoksi
masing-masing dan berupaya untuk melaksanakan kegiatan di tahun mendatang dalam
rangka penyediaan elemen dala yang dibutuhkan dalam mengukur kinerja pemerintah
daerah yang dilaporkan di dalam LFFL.

3. Pemerintah Kabupaten perlu perlu lebih proaktif dalam menyusun kebyjakan, program
dan kegiatan dan diutamakan untuk capaian IKK yang masih TDI, relatif rendah dan
dapat ditingkatkan.

PENUTUP

Demikianlah penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Tim Sekretariat EPPD terhadap
Laporan Fenyelenggaraan Pemerinfahan Daerah (LPPD) KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT Tahun 2022, untuk  dijadikan  scbagai  bahan  rckomendasi
perbaikan/penyempurnaan kinerja pemerintah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Falangka Raya, 9 September 2022
Tun Konfirmasi dan Eewviu,
Anggota Tim Sekretariat EFFD
Provinsi Kalimantan Tengah

-
+

THOMAS, SEGAH, §T

Mengctahui,

Kepala Biro Pemerintahan dan OTDA,
Anggota Tim EFFD Provinsi Kalimantan Tengah

Drs. AKHMAD HUSEIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIF. 1969080619891 11002



Realisasi dan Capaian Rencana Umum Pengadaan yang selaras dengan
Perencanaan Anggaran SKPD TA. 2022

RUP Jumlah PD | RUP Selaras
RUP Murni 38 38
RUP Perubahan 38 12
Jumlah 76 50
Relisasi (rerata RUP selaras dibagi 65,79%
Jumlah PD)

Target 2022 100%
Capaian 65,79%

Data Rencana Umum Pengadaan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang

Tidak Selaras dengan Perencanaan Anggaran

No. Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
1 Kotawaringin Barat

Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Bpkad Kabupaten
2 Kotawaringin Barat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
3 Kotawaringin Barat

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
4 Kotawaringin Barat

5 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

g | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Komunikasi Informatika Statistk Dan Persandian
7 Kabupaten Kotawaringin Barat

g | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
9 Kotawaringin Barat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
10 Kotawaringin Barat

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak
11 | Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana Kabupaten
Kotawaringin Barat

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin
12| Barat




No. Perangkat Daerah
13 | Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
14 | Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan
15 Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
16 | Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten
17 Kotawaringin Barat
18 | Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan
19 | Kabupaten Kotawaringin Barat

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin
20 | Barat
21 | Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat
09 | Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat
o3 | Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

Rsud Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin
24 | Barat

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
25 Kabupaten Kotawaringin Barat
og | Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

e
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PEMERINTAH KABLUPATAN

% . KOTAWARINGIN BARAT

ASIL
A\SI AKIP

SEKRETARIAT
DAERAH

NOMOR : 700/ 9%/ LHE f 2022/ ITDA
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

A

IN! AT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Iﬂm&MRﬂﬂ'tNﬂ 16 Pangkalan Bun Kalimar&aﬂ ngah
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PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

B Jalan HM. Rafii No 16 PANGKALAN BUN (74112) KALIMANTAN TENGAH

® Talp (0532) 2447524476 |- e-mai - itkabkobar@gmail com

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Pangkalan Bun, 9 September 2022

Kepada;
TO0f9ENLHERZ022/ITDA Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten
Panting Kotawaringin Barat
1 (satu) Berkas di
. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Pangkalan Bun

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerj@a Instansi Pemenntah,
Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Pemeriksaan Inspektur
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 701 4/54/STPAVII2022 tanggal 4
Juli 2022 dan 701 4/60.1/STP/VIV2022 tanggal 22 Juli 2022 untuk
melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2022 pada Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemernintah Kabupaten Kotawaringin Barat Bersama ini
disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabiltas Kinera Instansi
Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawarnngin Barat
sebagai berikut:

A. Tujuan Pelaksanaan

Evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Evaeluasi AKIP bertujuan untuk:

1.  Memperoleh informasi tentang implemeantasi Sistem AKIP,

2. Menilai tingkat implementasi Sistem AKIP;

3. Menilai tingkat akuntabilitas kKinerja,

4.  Membenkan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP,

2. Memonitor tindak lanjul hasil evaluasi periode sebelumnya.
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B. Ruang Lingkup

Evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja yang melipuli 4 (empat) yaitu Perencanaan

Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi

Kinerja. Dalam penerapannya, Ruang lingkup evaluasi AKIP

meancakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan
dicapal untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan
yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi
dalam mencapai kinerja,

3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta
upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan
dampak besar dalam penyesuaian strategilkebijakan dalam
mencapai kinerja benkutnya,

4 Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang
memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan
implementasi Sistem AKIP untuk efektivitas dan efisiensi
kinerja; dan

5. Penilaian capaian kinerja atas oufput maupun oufcome sera
kinerja lainnya.

C. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah:

1. Metode pragmatis dengan menggunakan fteknik ‘“criferia
referenced survey” dengan cara menilal secara bertahap
langkah demi langkah (step by sfep assessment) setiap
komponen dan selanjuinya menilai secara keseluruhan {overail
assessment) dengan kriteria evaluasi dan masing-masing
komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam
suatu Lembar Kerja Evaluasi (LKE);

2. Penilasan dilakukan dengan cara menilai sesual fakta objektf
dan professional judgement evaluator,

g




D. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Adapun tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluast AKIP tahun
sebelumnya yang sudah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai benkut:

Me Rekomendasi

Timdak Lamjut
EF
Bukti Tindak Lanjut Panyelasaian
B | OP | 5

i Hukwman Diaiplin Tequran Tenulis.

mekanisme meward  and | punashment
wrhadap keberhasilen atau  kegagalan
pencapaian fargel kinega felah teduang
dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
lentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur  Sipll Negara di  Lingkungan
Pemerntah Kabupaten Kotawaringin Barat,
Adapun implementasinya masih menunggu |
aplikasi Sistern Informrasi Monflonng Kinesga
Pagmwa (5IM-K). |
Purmishmeant telah dibenkan kepada aparabs
Selda sebagdi benluk e O
penanganan  kasus pelanggaran  disiplin
PHS melalui Keputusan Kepala Administrasi
Pembangunan Momar :

= BENOST 2/Bang/202 1 lentang Penjatuhan
Hukuwman Disiplin Teguran Lisan

- B63112.2/Bang/2021 lentang Penjatuhan

- BEAMGABang/2021 tenfang Penfatuhan

Hukwman Cislplin Berupa Pemyataan Tidak
Puas Sécara Tarlulls.

2. | Malakukan penguluran
kinara sampai pada
individu staf

pangumpulan dala pengukuran kinara hingg
rval individu sial, Sekrelanat Daeah e
mengupayakan melalyi  sual | Sex
Dasrah nomar ; B0 1177 Bang' 2020 fan
16 Dasember 2000 perhal Permintaan
Bahan Penyusunan LEPJ & LKjIP Setda TA,
ot Fsl]

Pengukuran kinéra hingga level indvidu
lefah dilakukan sampal dengan level staf
Pengukuran kinera tersebul duuangkan
dalam dokuwmsn

- pénibiah Sassran Kinefja pegesal Lohun
2021,

- pelaporan progiess rencans aksl samipan
pada |svel individu, dan pengukLlrBENNTYE
meelatu E-sakip.

3 KU demanfastkien unbuk
penilaian kinara, baik
dimanisatcan wniuk
renwand and punshimend
MU unbul promoss
atau kenakan /
peEnurunan parmgkal,

pada  isiaran  pemenniah | kabupaien,
pencapsian KU Sskretansi Deerah telsh
dimanfaatkan wmuk pembenan rewsnd
melaiui BAKIP Award wniuk Sekredariat
Dizerat
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Tindak Lanjut
Na Rekomendasi Status
Blulkdi Tindak Lanjut Penyelesaian
B[ DP |8
dimaera hasil pangukuran
IKL dapat berdampak
langsung bagi entitas. I
4 Pemantauan mencana aksi : Sekretariad Caerah telah melaksanakan 8
dilakukan secara periodik | pemantauan rencana aksi secara periodik
timp bulan - (trwulan). Berkenaan dengan rekomendasi
' ini, Sekrelariat Daerah akan berupaya
| melaksanakan pemantauan ferhadap
| progres rencana aksi sacara butanan di
| l rmasa mendatang.

Kalerangan,

B Belum ada tindak lanjut
DPF : Dalam proses lindak lanjul.
& Sudah selesa) lindak lanjut

E. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran
mulai dari 0 s.d 100 Sekretanat Daerah, memperoleh nilai sebesar
80,10 dengan predikat A (Memuaskan), Artinya terdapat gambaran
bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemernntah beronentasi hasil, karena
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon
WiPengawas/Sub koordinator, dengan rincian penilaian adalah

seperli tabel berikut:
No Komponen Yang Dinilai Hobot | Milai
1 FParancanzan Kinerja 20 0 22,80
2 | Pangukuran Kinerja 30,00 21,30
i 3 | Pelaporan Kinerja 15,00 13,50
4 | Evaluasi Akuntabilites Kinerja Intemal | 25,00 250
Nilal Akuntabilitas Kinerja 100,00 80,10

Hasil penilaian A tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan AKIP
pada Sekretariat Daerah telah terlaksana dengan Memuaskan,
meskipun begitu perlu dilakukan perbaikan-perbaikan yang penting
yaitu:
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1. Perencanaan Kinerja

a.  Sub Komponen Keberadaan,

Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat mendapat nilai 6,00 hal ini menunjukkan

bahwa dokumen perencanaan lelah tersedia keseluruhan.

b, Sub Komponen Kualitas

Pada sub komponen ini, Sekretarial Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat mendapat nitai 6 30 hal ini menunjukkan

bahwa kualitas perencanaan kinerja belum memenuhi

standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan
ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan

(cascading) disstiap level secara logis, sera

memperhatikan kinera bidang lain (crosscutting). Adapun

krnteria yang tidak terpenuhi adalah belum semua pegawai
merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.
¢ Sub Komponen Pemanfaatan

Pada sub komponen ini, Sekrelariat Daerah Kabupaten

Kotawaringin  Barat mendapat nilai 1050 hal ini

menunjukkan bahwa pemanfaatan perencanaan kinerja

belum dapat mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Adapun knteria yang tidak terpenuhi adalah:

- Terdapat pegawai yang belum membuat dan Menyusun
RA 2021 dan RA 2022, sehingga progres RA kinerja
tidak dapat diketahui apakah berjalan dinamis sehingga
capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

- Belum semua pegawai memahami dan peduli, serta
berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan, yang ditandai dengan belum disusunnya
PK 2021 maupun PK 2022.
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2. Pengukuran Kinerja

a Sub Komponen Keberadaan
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilai 540 artinya bahwa
pengukuran kinerja telah dilakukan.

b Sub Komponen Kualitas
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilai 5,40 hal ini menunjukkan
bahwa kualitas pengukuran kinera belum menjadi
kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan
efisien serta belum dilakukan secara berenjang dan
barkelanjutan. Adapun kritena yang tidak terpenuhi adalah
sefiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas
pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara
berjenjang.

c. Sub Komponen Pemanfaatan
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin  Baral mendapat milai 10,50 hal i
menunjukkan bahwa pemanfaatan pengukuran kinerja telah
dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment,
namun belum dijadikan dasar penyesuaian strategi dalam
mencapai kinerja yang efektif dan efisien. Adapun kriteria
yang lidak terpenubi adalah setiap pegawai memahami dan
peduli atas hasil pengukuran kinera.

3. Pelaporan Kinarja

a. Sub Komponen Keberadaan
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilai 2,70 artinya bahwa
dokumen laporan yang dibuat dan disampaikan telah
menggambarkan kinerja organisasi.

b, Sub Komponan Kualitas
Pada sub komponen ini, Sekretanat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilai 4,05 hal ini menunjukkan
bahwa kualitas laporan kinerja telah memenuhi standar




serta dapat menggambarkan kualitas atas pencapaian
kinerja, informasi keberhasilan / kegagalan kinera dan
upaya perbaikan / penyempurnaannya,

£. Sub Komponen Pemanfaatan
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Baral mendapat nilai 8,75 hal ini menunjukkan
bahwa pemanfaatan laporan kinerja telah membenkan
dampak yang besar dalam penyelesaian strategi/kebijakan
dalam mencapai kinerja berikutnya.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Sub Komponen Keberadaan
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilar 4 50 artinya bahwa
evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan

b. Sub Komponen Kualitas
Pada sub komponen ini, Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat mendapat nilai 675 artinya bahwa
evaluasi akuntabiltas kinerja internal telah dilaksanakan
secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

¢. Sub Komponen Pemanfaatan
Pada sub komponen ini, Sekretanat Daerah Kabupaten
Kolawanngin  Barat mendapat nilai 11,25 hal ini
menunjukkan bahwa implementasi SAKIP telah meningkat
karena ada evaluasi kinerja internal, Evaluasi kinera
mternal telah memberikan manfaal yang nyata (dampak)
dalam efektifitas dan efisiensi kinerja

F. Rekomendasi

Sehubungan dengan  hasil evaluasi di atas, kami
merekomendasikan kepada Sekretans Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat, agar
1. Perencanaan Kinerja
1) Mempertahankan  ketersedisan/keberadaan  dokumen
perancanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja,
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Pernanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja dan
Anggaran minimal selama ima tahun terakhir.

2) Menyusun Peranjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator
Kinerja Individu untuk seluruh pegawai dan memastikan
bahwa selaras dengan Indikator Kinena Utama, serta
capaian kinerja selalu dipantau secara berkala.

2. Pengukuran Kinerja

1) Melakukan pemantauan capaian kinerja unit dibawahnya
secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana
Aksi kinerja dapat beralan dinamis.

2] Memastikan seluruh pegawal untuk melaporkan capaian
kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).

G. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebul, kami sampaikan apresiasi
kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat beserta
jajaran yang berupaya meningkatkan mengimplementasikan SAKIP
sehingga lebih baik dan tahun sebelumnya.

Cemikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan i dibuat  dengan
sebenamya berdasarkan data yang dipercleh secara nyala saal
pelaksanaan, dan disusun berdasarkan Standar Audit Internal
Pemerintah Indonesia (SAIPI).

INSPEKTUR DA
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Perjianjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kera dan
Anggaran minimal selama lima tahun terakhir,

2) Menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Indikator
Kinerja Individu untuk seluruh pegawal dan memastikan
bahwa selaras dengan Indikator Kinera Utama, serta
capaian kinerja selalu dipaniau secara berkala.

2 Pengukuran Kinerja

1) Melakukan pemantauan capaian kinera unit dibawahnya
secara berjenjang dan berkala sehingga progres Rencana
Aksi kinerja dapat berjalan dinamis.

2) Memastikan seluruh pegawal uniuk melaporkan capaian
kinerja pada aplikasi yang sudah ditetapkan (e-Sakip).

G. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan apresiasi
kepada Sekretaris Dasrah Kabupaten Kotawaringin Barat beseria
jajaran yang berupaya meningkatkan mengimplementasikan SAKIP
sehingga lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat, laporan ini dibuat dengan
sebenamya berdasarkan data yang diperoleh secara nyafa saat
pelaksanaan, dan disusun berdasarkan Standar Audit Internal
Pemerintah Indonesia (SAIPI).
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KERTAS KERIA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERIA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2022
1 _|PERENCANAAN KINERJA 0,00 22.80
1.a|Dokumen Perencanaan kinerja telah lersadia 6,00 AR 6
Kntena:

1

Terdapat pedoman feknis perencanaan kinerja.

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.

Terdapat dokumen perancanaan kinerja jangka menengah.

Terdapat dokumen parencanaan kinerja jangka pendek

2
3
4
___5iTerdapat dokumen perencanaan aklivitas yang mendukung kinetja.
5

Terdapal dokumen parencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

Dokumen Perencanaan kKinerja telah memenuhl standar yang
baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap 9,00 B 6.3
level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain
[crosscutting)

K riteria:

Cokumen Perencanaan Kinera belah diformalkan.

Dokumen Parencanaan Kinena betah dipublikasikan tepat wakiu.

Dokumean Pamencanaan Kinaria telah mbarkan Kebutuhan atas Kinerjs seben

Kualitas Rumusan Hasil {Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan
Indikator Kinera Ulama (IKL) telah menpgambarkan kondisi Kinerja Litama yang harus dicapal,

Ukuran Keberhasilan (Indilator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART,

indikator Kinega Utama {IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapal,

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang. dan

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, seria
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Parencanaan kinerja dapat mamberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan

Setiap unit'satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja

Saetiap pegawal merumuskan dan menelapkan Perencanaan Kinerja

Inovasi yang menjadi percontohan secara nasional

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan

hasil yang berkesinambungan s " e

Koritara:

Enmaran yang ditetapkan tetah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.

Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinera yang ingin dicapai.

Tarngel yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja lelah dicapai dengan baik, atau setidaknya

Eencana aks| kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau socara

Terdapat perbaikan/penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditelapkan darl hasi

Terdapat perbaikan/penyempumaan Dokumen Perencanaan Kinerja datam mewujudkan

Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, sera berkomitmen dalam mencapai kinerja yang |

Setiap Pegawal memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah

PENGUKURAN KINERJA 30,00 2130

pa [ ha

Pengukuran Kinerja telah dilakukan &,00 A 5.4

Tardapat pedoman teknis pengukuran kinera dan pengumpulan data kinerja.

a
1
2
3

Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinefja dan cara menguliur indikator kin kinerga.
| Terdapal mekanisme yang jelas lerhadap pengumpulan dala kinerja yang dapat diandalkan.




Bl B s ot W UnivSatkar
Kamponen'Sub Komponan/Mriteria Bobot SREAlaR Nilai
Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam
mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan
Pimpinan selalu terdibal sebagai pengambil keputusan {Decision Maker) dalam mengukur capaian
Data kinerja yang dikumpulkan lelfsh relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinera yang diharapkan
4| Pengukuran kinedja lelah dilakukan secara berkala.
5 Setiap level organisasi melakukan pemantavan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya
6| Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologl Informasi (Aplikasi).
7| Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
2.ciPengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
Reward dan Punishmeont, serta penyesuaian strategi dalam 15,100 B 10,5
mencapai kinerja yang efektif dan efisien
1] Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pangurangan) tunjangan
£|Pengukuran Kinera telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan balk strukiural
3| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.
4| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.
a!Pengukuran kinera telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja

6| Pengukuran kinerja telah mempengaruhi panyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinera.
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Pengukuran kinerja telah mempeangaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapal kinedja.
Terdapat efisiansi alas panggunaan anggaran dalam mancapai kinerja.

Setiap unit'satuan kera memahami dan peduli atas hasi pengukuran kinera.

Sefiap pegawai memahami dan peduli alas hasi pengukuran Kinerja.

3 |PELAPORAN KINERJA 15,00 13,50
1.a| Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja

3,00 A, 2.7
1|Dokumen Laporan Kinena telah disusun,
2|Dokumen Laporan Kinerga telah disusun secara berkala
3 Dokumen Laporan Kinera telah diformalkan.
4| Dokumen Laporan Kinerja telah direwiu,
§|Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan
B|Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan fepat wakiu
1.b|Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi 4,50 " 408
keberhasilan'kegagalan kinerja serta upaya
perbalkan/penyampurmaannya
1|Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualiltas sesual dengan standar.
2| Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinera.
3| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan larget
4| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target janghka
5|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi
6| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi
7|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata
8| Dokurnen Laporan Kinerja lelah menginfokan efisiensi alas pangaunaan sumber daya dalam
9| Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya parbaikan dan pen umaan kinerga ke
3.c|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar

dalam penyesusian strategl/kebijakan dalam mencapail 7.50 A E.75
kinerja berikutnya
Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi parhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).
Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai

Informasi dalam laporan kinarja barkala lalah digunakan dalam penyesualan aklivitas unluk
Informiasi dalam laporan kinerja berkala lelah digunakan dalam penyesuaian penggunaan

Informasi dalam laporan kinerja tedah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang
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Unit'satkar
Jawaban i lai
T|Informasi dalam laporan kinera selalu mempengarnshi perubahan budaya kinerga organisasi
4 |EVALUAS|I AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL 25,00 21250
4.a|Evaluasi Akuntabilias Kinerja internal telah dilaksanakan 5.00 A £5
1l Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akunlabilitas Kinerja Inbermal.
2| Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal lelah dilaksanakan pada seluruh unit kera‘perangkal

3 Evaluasi Akurtabilitas Kinerja Intemal telah dilaksanakan secara berjenjandg.
4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai
1| Evaluasi Akuntabilitas Kineria Intemal telah dilaksanakan sesuai standar,
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inlemal lelah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai
Evaluasi Akuntabilitas Kinera Intemal telah dilaksanakan pada selunih unit kerja‘perangkat
Evaluasi Akuntabilias Kinera Intemnal felah dilaksanakan menggunakan Teknologi Infoimasi
4.c|implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Intemal sehingga memberikan kesan
yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerdja | "

Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot

.50 A 6,75

on | fioa | ma

L] 1125

Seturuh rekomendasi atas hasil evaluasl akuntablitas kinerja internal telah ditindaklanjuti.

Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjul alas

Hasll Evaluasi Akuntabiliias Kinera Intemnal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan
Hasil dari Evaluasi Akunlabilitas Kinerja Internal ielah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas
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Milal Akuntabilitas

Komponen/Sub Komponen/Eriteria Bobot

LU
1 |Perencanaan Kinerja 30,00 22,80
2_|Pengukuran Kinerja 30,00 21,30
3 _|Pelaporan Kinerja 15,00 13,50

Nilal Akuntabilitas Kinar)|a



MATRIK TINDAK LANJUT HASIL EVALUAS] AKIP
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LAPORAN SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN)

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT SEMESTER Il TAHUN 2022
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Gambar 1.1 Persentase Keterisian Data SDDKN Semester |l Pada Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada Pengisian Data Sistem Database Dukungan Kebijakan Nasional (SDDKN) terdiri dari 8 Elemen Data yaitu, Data
umum, Ekonomi dan Keuangan, Infrastruktur, Politik, Hukum dan Keamanan, Industri, Perdagangan, Sumber daya
Alam, Sosial Budaya dan Insidensial. Keseluruhan Data tersebut terkumpul dari SKPD dan Instansi Vertikal, yang
setiap Data memiliki status data tidak sama satu dengan yang lainnya, jdi diperlukan Update setiap Semester untuk
menyediakan Data yang valid dan dapat digunakan oleh Kepala Daerah untuk pertimbangan dalam mengambil
sebuah keputusan. Pada Kabupaten Kotawaringin Barat pada Semester Il Data Sistem Database Dukungan
Kebijakan Nasional (SDDKN) sudah terisi 95,03% dari 100% keterisian data yang telah di terima dari SKPD dan
Instansi Vertikal pada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 tidak ada perubahan terkait persentase keterisian
Data pada Sistem.



LAPORAN SISTEM DATABASE DUKUNGAN KEBIJAKAN NASIONAL (SDDKN) SEMESTER Il TA 2022

Wilayah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

[[dDatalKategoriData  flokasi ____ [Tahun[Data  [Satuan  [Status@PRSTfsumber ]
1602 |Data Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022
1603 |-Geografi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha
1604|--Pulau KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah
1605]---Jumlah Pulau KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7|Buah T Bag Adm.Pemerintahan
1606 ---Pulau Bernama KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7|Buah T Bag Adm.Pemerintahan
1608|--Keadaan lklim (Rata-rata) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0C
1609]---Curah Hujan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1323,7(Mm/Th S BMKG
1610|---Kecepatan Angin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1,2|m/detik S BMKG
1611]---Kelembaban Udara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 85(% S BMKG
1612|---Suhu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 27(0C S BMKG
1614|--Wilayah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Km2
1615|---Daratan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7,15(km2 T Bag. Pemerintahan
1631|--Luas Penggunaan Lahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha
1632|---Luas Penggunaan Lahan Non Sawah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha
1633|----Belum/Tidak Diusahakan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 63540|Ha T BPS 2020
1635|----Ladang/Tegalan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 53291|Ha T BPS 2020
1637|----Perkebunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 344509|Ha T BPS 2020
1638|----Permukiman KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 52381|Ha T BPS 2020
1640|---Luas Lahan Persawahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha
1643|----Sawah Irigasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 522|Ha BPS 2020
1645|---Lahan Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha
1647|----Hutan Lindung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 264,92 |Ha S DINAS KEHUTANAN
1648|----Hutan Produksi Terbatas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5906,22|Ha S DINAS KEHUTANAN
1649|----Hutan Produksi Tetap KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 249252,76[{Ha S DINAS KEHUTANAN
1650|----Hutan Rakyat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 250520,86(Ha S DINAS KEHUTANAN
1651|----Hutan Suaka Alam dan Wisata KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 285121,32{Ha S DINAS KEHUTANAN
1652|----Hutan yang Dapat Dikonversi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 146374,74|Ha S DINAS KEHUTANAN
1653|-Pemerintahan (ADM Pemerintahan, Aparatur Neg,ADM Kepeg) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah
1654|--Administrasi Pemerintahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah
1655(---Desa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 81|Desa T Bagian Pemerintahan SETDA
1656|---Kelurahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13]Kel T Bagian Pemerintahan SETDA
1657|---Kecamatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Kec T Bagian Pemerintahan SETDA
1658|---Kabupaten KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Kab T Bagian Pemerintahan SETDA
1661|--Aparatur Negara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang
1662|---Pejabat Fungsional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3235(0Orang S BKPP
1663|---Pejabat Struktural KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang
1665|----Eselon I KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 30|Orang S BKPP
1666|----Eselon IlI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 170|Orang S BKPP
1667|----Eselon IV KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 566|0rang S BKPP
1668|---Pegawai Negeri Sipil (PNS) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang
1669|----Golongan | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8|Orang S BKPP
1670|----Golongan | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 460|0rang S BKPP
1671]----Golongan IlI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2654|0rang S BKPP




1672|----Golongan IV KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 897|Orang S BKPP
1673|---PNS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1675|----PNS Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|Orang S BKPP
1676|---PNS Pensiun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 92|0Orang S BKPP
1677|---POLRI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 389|0rang S POLRES KOBAR
1683|Ekonomi dan Keuangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1684|-APBN/APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt Rp

1690|--APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1691|---Belanja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022( 1,3611E+12{Rp D BPKAD
1692|---Pendapatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1,393E+12{Rp P BPKAD
1693|---Realisasi Belanja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022( 4,9422E+11|Rp D BPKAD
1694 ---Realisasi Pendapatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022( 6,7185E+11|Rp D BPKAD
1695(--PDB / PDRB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M Rp

1696|---Berdasarkan Harga Berlaku KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 23717,8|M Rp S BPS 2021
1697|---Berdasarkan Harga Konstan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 133056|M Rp S BPS 2021
1702|--Penerimaan Pajak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 34112|M Rp D BPKAD
1703|--Penerimaan Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 112220|M Rp D BPKAD
1704|--Moneter KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1705|---Inflasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4,62|% T BPS 2021
1716|-Dana Perimbangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Juta Rp

1717|--Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M Rp

1718|---Pagu Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 167720|M Rp D BPKAD
1719|---Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Non-Pajak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 88043|M Rp D BPKAD
1720(--Dana Alokasi Khusus (DAK) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1721|---Pagu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 196536550|Jt Rp D BPKAD
1722|---Realisasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 58190409(Jt Rp D BPKAD
1723|--Dana Alokasi Umum (DAU) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1724|---Pagu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 593335915|Jt Rp D BPKAD
1725|---Realisasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 344574127|Jt Rp D BPKAD
1726|--Dana Perimbangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1727|---Pagu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 874613399|Jt Rp D BPKAD
1728|---Realisasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 424136752|Jt Rp D BPKAD
1729|-Pajak Kendaraan dan Air KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt

1731|--Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 44304(Jt Rp D UPT PPD
1732|--Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 50792|Jt Rp D UPT PPD
1734]--Tunggakan Pajak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|Jt Rp D UPT PPD
1735|-Pajak dan Retribusi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1736|--Pajak Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1737|---Pajak Hiburan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 60,99(Jt Rp S Bapenda
1738|---Pajak Hotel dan Restoran KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1267,51|Jt Rp S Bapenda
1739]---Papan Reklame/Bilboard KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 478,48|Jt Rp S Bapenda
3259|---Pajak Parkir KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 69,75|Jt Rp S Bapenda
3260(---Pajak Penerangan Jalan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11029,84|Jt Rp S Bapenda
3261|---Pajak Pengembalian Bahan Galian Gol C KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 573,91|Jt Rp S Bapenda
3262|---Pajak Restoran KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 873,25|Jt Rp S Bapenda
1740| --Retribusi Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022




1741|---Retribusi Jasa Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2946,02|Jt Rp S Bapenda
1742|---Retribusi Jasa Usaha KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2150,78|Jt Rp S Bapenda
1743|---Retribusi Perijinan Tertentu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 663,74|Jt Rp S Bapenda
1744|-Pendapatan Asli Daerah (PAD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt Rp

1745|--Total PAD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt

1746|---Bagian Laba Usaha Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11899,74|Jt Rp S Bapenda
1747|---Lain-lain Pendapatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 56309,81|Jt Rp S Bapenda
1748|---Pajak Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 23226,56(Jt Rp S Bapenda
1749|---Retribusi Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5760,54|Jt Rp S Bapenda
1750(--Rasio PAD Terhadap APBD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 14,48|% S Bapenda
1756|-Produk Domestik Bruto / Produk Domestik Regional Bruto KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt Rp

1757|--PDB / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M Rp

1758|---Bangunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 1942840,67|Jt Rp S BPS 2021
1759|---Industri Pengolahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 6405069,94|Jt Rp S BPS 2021
1760]---Jasa-jasa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 1787103,77|Jt Rp S BPS 2021
1761|---Keuangan, Persewaan, Jasa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 1611038,92|Jt Rp S BPS 2021
1762|---Listrik, Gas, Air Bersih KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 32136,56|Jt Rp S BPS 2021
1763|---Pengangkutan & Komunikasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 1926354,46|Jt Rp S BPS 2021
1764|---Perdagangan, Hotel & Restoran KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 3373054,29|Jt Rp S BPS 2021
1765|---Pertambangan & Penggalian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 265235,67|Jt Rp S BPS 2021
1766|---Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perikanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6235400,85(Jt Rp S BPS 2021
1767|--PDB / PDRB Atas Dasar Harga Berlaku KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 237178(M Rp S BPS 2021
1768|--PDB / PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8702788|Rp S BPS 2021
1771|--Pertumbuhan PDB / PDRB Atas Dasar Harga Konstan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 561[% S BPS 2021
1772|Infrastruktur KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1773|-Pariwisata, Pos, Telekominikasi dan Informatika KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

1774|--Pariwisata KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

1775|---Jumlah Hotel KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

1776|----Hotel Bintang Satu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|Buah S DINAS PARIWISATA
1778|----Hotel Bintang Tiga KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Buah S DINAS PARIWISATA
1781|----Hotel Non Bintang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 39|Buah S DINAS PARIWISATA
1782]---Jumlah Obyek Wisata KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

3264|----Obyek Wisata Alam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 29|Buah S DINAS PARIWISATA
3265|----Obyek Wisata Buatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 24|Buah S DINAS PARIWISATA
3266|----Obyek Wisata Sejarah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13{Buah S DINAS PARIWISATA
1783|---Wisatawan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1784|----Asing KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1790|----- Total Wisatawan Asing KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 67|0rang S DINAS PARIWISATA
1791|----Wisatawan Domestik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 144640|Orang S DINAS PARIWISATA
1792|--Pos dan Telekomunikasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1793|---Kantor Pos KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Unit T KANTOR POS PANGKALAN BUN
1794|---Penyedia Jaringan Internet KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5[ISP T DISKOMINFO
1795|---Telekomunikasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 SST

1796|----Kapasitas Sentral KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 28806 |SST S TELKOM
1797|----Kapasitas Telepon Terpakai KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 19993(SST S TELKOM

1798| ----Kapasitas Telepon Terpasang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 19993(SST S TELKOM




1799|----Pelanggan Telepon KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 SST

1800 ----- Pelanggan Telepon Tidak Bergerak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 19993|SST S TELKOM

1801|----- Pelanggan Telepon Bergerak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|SST S TELKOM

1802|----Telepon Kartu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|SST S TELKOM

1805|-Pekerjaan Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Km

1806|--Jembatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Km

1807]---Jumlah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 145[Buah PUPR

1809]--Jenis Prasarana Irigasi/Pengairan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M

1810|---Irigasi Non Teknis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 672145(M T PUPR

1811|---Irigasi Teknis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M

1812|----Teknis Primer KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 18583|M T PUPR

1813|----Teknis Sekunder KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 26132(M T PUPR

1817|--Kondisi Jalan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Km

1818|---Jalan Baik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 693554Km T PUPR

1819|---Jalan Sedang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 240240{Km T PUPR

1820(---Jalan Rusak Ringan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 193063|Km T PUPR

1821(---Jalan Rusak Berat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 95988|Km T PUPR

1822|--Status Jalan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Km

1823|---Jalan Desa/Lokal KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1034,55[Km T PUPR

1824|---Jalan Kabupaten KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1222,84[Km T PUPR

1825|---Jalan Nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 96,4|Km T PUPR

1826|---Jalan Propinsi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 153,13[Km T PUPR

1828|-Perhubungan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1829|--Transportasi Darat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1830|---Angkutan Jalan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1831|----Bus (AKAP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11{Unit S DISHUB

1833|----Terminal KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1835(----- Kelas B KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit S DISHUB

1842|---Angkutan Penyeberangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1843|----Dermaga KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1844|----- Komersial KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Unit T KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1846|----Kapal Ferry KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Unit T KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1847|--Transportasi Laut KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1848|---Menara Mercusuar KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Buah T KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1849|---Kapal KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1850|----Kapal Barang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 904|Unit D KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1851|----Kapal Penumpang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

1852|----- PELNI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1853|----- Jumlah Kapal PELNI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 58|Unit D KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1854|----- Kapasitas PELNI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 53360|0rang D KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1855(----- Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1856|----- Jumlah Kapal Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 163|Unit D KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1857|----- Kapasitas Kapal Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 71323|Orang D KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI
1858|---Pelabuhan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1859]----Pelabuhan Yang Diusahakan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1861|----- Pelabuhan Peti Kemas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Unit T KESYAHBANDAR dan OTORITAS PELABUHAN KELAS IV KUMAI




1864|--Transportasi Udara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1865|---Bandara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1866|----Bandara Domestik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Unit T UPBU ISKANDAR
1869]---Jumlah Maskapai KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Unit S UPBU ISKANDAR
1870]---Pesawat Menurut Jenis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1876|----Pesawat B-737-500 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Unit T UPBU ISKANDAR
1893|-Perumahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1894|--Kebutuhan Rumah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 84406|Unit D PERKIM
1895|--Kekurangan Rumah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 20350|Unit D PERKIM
1896|--Penyediaan Perumahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1897|---KPR/BTN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 835|Unit D PERKIM
1898|---Perorangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 189|Unit D PERKIM
1899|---Perumnas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Unit S PERKIM
1916|--Penataan Kawasan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 440|Ha D PERKIM

1917|Politik, Hukum & Keamanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

1918 -Politik Dalam Negeri & Pengawasan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

1919|--Partai Politik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15[Parpol T KPU KOBAR
1920|--Pemilih KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

1921|---Pemilih Laki-laki KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 90090|Orang S KPU KOBAR
1922|---Pemilih Perempuan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 86559|0rang S KPU KOBAR
1923|---Jumlah Pemilih KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 176649|0rang S KPU KOBAR
1925|--Pengawasan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

1926|---Perda Yang Sudah Diterbitkan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22|Buah T BAGIAN HUKUM
1927|---Temuan Merugikan Negara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10|Buah S Inspektorat
1928|---Temuan Yang Sudah Ditindaklanjuti KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7|Buah S Inspektorat
1930{-Hukum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Perkara

1940|--Kelembagaan Peradilan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

1941]---Peradilan Agama KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1942|----Jumlah Perkara Agama Masuk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 914|Perkara S Pegadilan Agama
1943]----Jumlah Perkara Agama Putus KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 927|Perkara S Pegadilan Agama
1944|----Jumlah Hakim Agama KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4|Orang S Pegadilan Agama
1957|---Lembaga Permasyarakatan dan Rumah Tahanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

1958]----Jumlah Lapas dan Rutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Unit T LAPAS KELAS 1IB PBUN
1959]----Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 708|0rang D LAPAS KELAS IIB PBUN
1960| ----Kapasitas Penghuni Lapas dan Rutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 226|0Orang T LAPAS KELAS 1IB PBUN
3284(---Pengadilan Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit T Pengadilan Negeri P.BUN
3286(---Kejaksaan Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit T Kejaksanaan Negeri P.Bun
1961|-Keamanan & Ketertiban Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kasus

1962|--Kriminalitas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kasus

1964|---Pembunuhan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Kasus S POLRES KOBAR

1965 ---Penganiayaan Berat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Kasus S POLRES KOBAR
1970]---Perjudian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Kasus S POLRES KOBAR
1972|---Ranmor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11|Kasus S POLRES KOBAR
1974|--Pemogokan kerja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Kasus S POLRES KOBAR
1984|-Lembaga Negara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

1998|--DPR/DPRD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang




1999|---Partai Politik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2004|----P. Persatuan Pembangunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Orang T SEKERETARIAT DPRD
2008]----P. Demokrat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2012]|----P. Amanat nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2014|----P. Kebangkitan Bangsa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2015]----P. Keadilan Sejahtera KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Orang T SEKERETARIAT DPRD
2017|----P. Demokrasi Indonesia Perjuangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2019|----P. Golongan Karya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2025|----P. Gerakan Indonesia Raya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5|Orang T SEKERETARIAT DPRD
3320]----P. Nasional Demokrat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4|Orang T SEKERETARIAT DPRD
2037|Industri, Perdagangan, Lembaga Keuangan, Koperasi, Usaha, Investasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

2038|-BUMD, Perbankan Daerah dan Lembaga Keuangan Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2039|--BPD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Unit T Bagian Perekonomian
2040|--BPR KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Unit T Bagian Perekonomian
2041|--BUMD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Unit T Bagian Perekonomian
2043|--PDAM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit T Bagian Perekonomian
2044|--PMA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 24|Unit S DPMPTSP
2045|--PMDN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 122|Unit S DPMPTSP

2046 (-Industri, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Lembaga Keuangan d KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2047|--Industri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2048|---Ekspor/Impor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt USS

2049|----Ekspor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022| 6096091,85|Jt Rp S BPS 2020
2050]----Impor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 211563,7[Jt Rp S BPS 2020
2051]---Industri Makanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2056 ----Industri Kecil KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2058|----- Tenaga Kerja Diserap IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1612|0Orang D Disperindagkop UKM
2059]----- Unit Usaha IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 635[Unit D Disperindagkop UKM
2194/|---Industri Barang Galian dan Bukan Logam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2199]----Industri Kecil KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2200(----- Nilai Produksi IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 152672|Jt Rp D Disperindagkop UKM
2201|----- Tenaga Kerja Diserap IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2506(Orang D Disperindagkop UKM
2202(----- Unit Usaha IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 930|Unit D Disperindagkop UKM
2220(---Industri Barang Logam Kecuali Mesin dan Peralatannya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2225]----Industri Kecil KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2227|----- Tenaga Kerja Diserap IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 81|Orang D Disperindagkop UKM
2228|----- Unit Usaha IK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15[{Unit D Disperindagkop UKM
2350 --Perdagangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2351|---Nilai Ekspor/Impor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt USS

2352|----Ekspor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 38841,74|Jt Rp S Disperindagkop UKM
2353]----Impor KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 808,31|Jt Rp S Disperindagkop UKM
2365|--Lembaga Keuangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2366/ ---Perbankan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2367|----Bank Milik Pemerintah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5|Unit T Bagian Perekonomian
2368|----Bank Milik Pemerintah Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Unit T Bagian Perekonomian
2370]----Bank Swasta Nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Unit T Bagian Perekonomian
2374]|--Pengembangan Usaha Nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit




2375(---Jumlah UKM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2376|----Mikro KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5289|Unit Disperindag KObar
2377]----Kecil KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 761|Unit Disperindag KObar
2378|----Menengah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 517|Unit Disperindag KObar
2383|---Koperasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2385|----Koperasi Primer KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 246|Unit T Disperindag KObar
2386|----Koperasi Aktif KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 237|Unit T Disperindag KObar
2387|----Koperasi Tidak Aktif KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 9|Unit T Disperindag KObar
2388|----KUD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22|Unit T Disperindag KObar
2389(--Sarana Perdagangan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2395]---Pasar Swalayan/Supermarket/Toserba KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 105|Buah Disperindag KObar
2396(---Pasar Tradisional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22|Buah Disperindag KObar
2397|-Pengelolaan Aset/Barang Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2399]--Nilai Aset/ Barang Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jt Rp

2400]---Nilai Aset Bergerak Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022( 6,8592E+11|Jt Rp D BPKAD
2401]---Nilai Aset Tidak Bergerak Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022( 5,0701E+12|Jt Rp D BPKAD
2405|Sumber Daya Alam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

2406(-Energi & Sumber Daya Mineral KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2407|--Energi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kwh

2416|---Sarana Pelayanan Bahan Bakar KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2418|----SPBU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15|Buah T Bagian Perekonomian dan SDA
2495(-Lingkungan Hidup Dan Tata Ruang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2496|--Lingkungan Hidup KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2497|---Pencemaran KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kasus

2498|----Pencemaran Air KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Kasus D BKSDA
2499|(----Pencemaran Laut KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|Kasus

2500(----Pencemaran Tanah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Kasus D BKSDA
2501(----Pencemaran Udara KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Kasus D BKSDA
2502(---Kawasan Lindung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2503|----Cagar Alam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0{Buah

2504(----Cagar Budaya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0{Buah

2505(----Hutan Lindung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Buah T BKSDA

2506 (----Hutan Suaka Alam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Buah T BKSDA
2507|----Taman Nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Buah T BKSDA
2508(---Plasma Nutfah Dilindungi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jenis

2509(----Hewan Dilindungi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 70|Jenis D BKSDA
2510(----Tumbuhan Dilindungi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Jenis D BKSDA
2511|---Plasma Nutfah Endemik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jenis

2512|----Hewan Endemik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4|Jenis D BKSDA
2513|----Tumbuhan Endemik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0fJenis

2514|---Plasma Nutfah Terancam Punah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jenis

2515(----Hewan Terancam Punah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 25|Jenis D BKSDA
2516|----Tumbuhan Terancam Punah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0fJenis

2517|--Pertanahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Bidang

2518|---Bangunan/Gudang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Bidang

2519]----Sertifikat Bangunan/Gedung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1439|Buah S BPN




2520]----Tanah Bersertifikat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 188603 |Ha BPN
2521|---Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Bangunan /Gudang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Bidang

2522|----Hak Guna Bangunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2524]----- Luas HGB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 59,5729|Ha BPN

2525]----Hak Milik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2526|----- Bidang Tanah Hak Milik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1278|Bidang BPN

2527|----- Luas Hak Milik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 128,82|Ha BPN

2528|----Hak Pakai KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2529]----- Bidang Tanah Hak Pakai KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Bidang BPN

2530]----- Luas Hak Pakai KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Ha BPN
2531]|---Jumlah Tanah Yang Bersertifikat Tanah Pertanian/Perkebunan/Ladang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Bidang

2532|----Hak Guna Usaha KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2533]----- Bidang Tanah HGU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Bidang BPN

2534]----- Luas Tanah HGU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Ha BPN

2541|--Tata Ruang KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2542|---Kawasan Industri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 50|Ha PERKIM
2543]---Kawasan Pemukiman KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 51998|Ha PERKIM
2544|---Kawasan Kumuh Perkotaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 271,31|Ha PERKIM
2545]---Kawasan Lindung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2546|----Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 267,02|Ha PERKIM
2547|----Bukan Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 250067,26|Ha PERKIM
2548|-Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Peternakan, Perkebunaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2549|--Kehutanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M3

2550]---Hasil Hutan Non HPH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M3

2554|----Kayu Lapis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ribu Kg

2556|----- Nilai Ekspor Kayu Lapis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 28,363|JT US § BPS 2020
2572|--Kelautan Dan Perikanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2579(---Tempat Pelelangan lkan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Buah DINAS PERIKANAN
2580]---Perikanan Darat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2582|----Karamba KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2583]----- Karamba KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1010{Unit DINAS PERIKANAN
2584|----- Produksi Ikan Karamba KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3180,024|Ton DINAS PERIKANAN
3227|----- Luas Areal KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13,76|Ha DINAS PERIKANAN
2585]----Kolam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2586|----- Kolam lkan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 61201|Ha DINAS PERIKANAN
2587]----- Produksi Kolam lkan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1866,733|Ton DINAS PERIKANAN
2588|----Perikanan Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2589|----- Rumah Tangga Perikanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1412|Rumah Tangga DINAS PERIKANAN
2590]----- Produksi lkan Perikanan Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1192,43(Ton DINAS PERIKANAN
2591]----Tambak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2592]----- Tambak Ikan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Ha DINAS PERIKANAN
2593]----- Produksi Ikan Tambak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 869,194|Ton DINAS PERIKANAN
2594|---Perikanan Laut KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2595]----Kapal Penangkap lkan di laut KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1489 |Buah DINAS PERIKANAN
2596|----Jumlah Unit Penangkap lkan (laut) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1790 Unit DINAS PERIKANAN
2597]----Rumah Tangga Perikanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1489|KK DINAS PERIKANAN




2598|----Tangkapan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8411,21|Ton S DINAS PERIKANAN
2608|--Perkebunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2617|---Karet KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2618|----Areal Karet KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15303,25|Ha D TPHP
2619|----Produksi Karet KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 9116,13|Ton D TPHP
2624|---Kopi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2625|----Areal Kopi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 171,73|Ha D TPHP
2626|----Produksi Kopi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22,24(Ton D TPHP
2630|----Nilai Impor Kopi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Jt US $

2631|---Lada KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2632|----Areal Lada KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 287,1|Ha D TPHP
2633|----Produksi Lada KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 169,37(Ton D TPHP
2639|---Sawit KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2640 ----Areal Sawit KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 46388,6|Ha D TPHP
2641|----Produksi Sawit KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 83772,94(Ton D TPHP
2688|--Pertanian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton/Ha

2689]---Industri Pengolahan Hasil Pertanian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Unit

2690]---Padi Sawah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2691|----Areal Panen Padi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 939{Ha D TPHP
2692|----Produksi Padi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2860,7|Ton D TPHP
2693|----Produktivitas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 31,1|Ku/Ha D TPHP
2694|----Gabah Kering Giling KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2460,7|Ton D TPHP
2695|----Beras KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 17948 Ton D BULOG
2701|----Pelepasan Beras BULOG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 257|Ton D BULOG
2702|----Stock Beras BULOG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 586|Ton D BULOG
2703|---Jagung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

2704]|----Areal Produksi Jagung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 958,2|Ha D TPHP
2705]----Produksi Jagung KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5067|Ton D TPHP
2719|--Peternakan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2720(---Industri Pengolahan Hasil Peternakan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

2722|----Pabrik Makanan Ternak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Unit D DINAS PKH
2724|----Penggemukan Sapi Potong KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Unit D DINAS PKH
2725(---Koperasi Peternakan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2{Buah D DINAS PKH
2726|---Ternak Kecil KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2727|----Populasi Babi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7646 |Ekor D DINAS PKH
2728|----Populasi Domba KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0|Ekor D DINAS PKH
2729|----Populasi Kambing KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5549|Ekor D DINAS PKH
2730]----Produksi Daging Babi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 116,71[Ton/Thn D DINAS PKH
2732|----Produksi Daging Kambing KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 37,38|Ton/Tahun D DINAS PKH
2745]---Ternak Sapi Potong KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2746|----Pemotongan Per Tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1321|Ekor D DINAS PKH
2747|----Populasi Sapi Potong KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 23155 |Ekor D DINAS PKH
2748|----Produksi Daging Sapi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 848,98| Ton D DINAS PKH
2749|----Pertumbuhan Populasi Sapi Potong KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 9,3|% D DINAS PKH
2751|----Kepemilikan Sapi Potong KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 762|Ekor/Pet D DINAS PKH
2753]|---Unggas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor




2754|----Ayam Pedaging KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2755]----- Peternak Ayam Pedaging KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 362|Peternak D DINAS PKH

2756|----- Populasi Ayam Pedaging KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6153021|Ekor/Thn D DINAS PKH

2757|----- Produksi Daging Ayam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6645|Ton/Tahun D DINAS PKH

2758|----- Kepemilikan Ayam Pedaging KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 16997 |Ekor/Pet D DINAS PKH

2759]----Ayam Petelur KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2760|----- Peternak Ayam Petelur KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 44[Peternak D DINAS PKH

2761|----- Populasi Ayam Petelur KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 177598|Ekor/thn D DINAS PKH

2762|----- Produksi Telur Ayam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2869|Ton/Tahun D DINAS PKH

2763|----- Kepemilikan Ayam Petelur KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4036|Ekor/Pet D DINAS PKH

2764|----Ayam Buras KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2765|----- Ayam Buras KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 500484 |ekor D DINAS PKH

2766|----- Produksi Daging Ayam Buras KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 570,94|Ton D DINAS PKH

2767|----Itik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ekor

2768|----- Peternak Itik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1740|Peternak D DINAS PKH

2769|----- Populasi Itik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 49589|Ekor/thn D DINAS PKH

2770|----- Produksi Telur Itik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 18[Ton/tahun D DINAS PKH

2771|----- Kepemilikan Itik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 28|Ekor/pet D DINAS PKH

2775|Sosial Budaya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

2776|-Agama KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

2777|--Haji KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2778|---Pemberangkatan Haji KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 61[Orang T KEMENAG

2779|---Quota Haji KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 61|Orang T KEMENAG

2780]--Pondok Pesantren KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2781|---Pondok Pesantren KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 16|Buah D KEMENAG

2782|---Santri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2665|0rang D KEMENAG

2783|--Sarana Ibadah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2784|---Mesjid KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 308|Buah D KEMENAG

2785]---Mushola KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 564|Buah D KEMENAG

2786|---Langgar KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 564|Buah D KEMENAG

2787|---Gereja Katolik/Kapel KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Buah D KEMENAG

2788|---Gereja Kristen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 105{Buah D KEMENAG
2789]---Pura/Kuil/Sanggah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5[{Buah D KEMENAG
2790|---Vihara/Cetya/Klenteng KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Buah D KEMENAG

2791|-Demografi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2792(--Jumlah Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2793|---Penduduk Laki-Laki KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 140128|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2794|---Penduduk Perempuan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 132461|0Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2795|---Total Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 272589|orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2796|--Kepadatan Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2797|---Rata-Rata Kepadatan Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 25|0rang/Km2 S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2798|--Laju Pertumbuhan Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 218|% S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2799|--Penduduk Menurut Usia KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2800]---4-6 Tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 16421|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2801|---7-12 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 25829|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2802|---13-15 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 25910|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020




2803|---16-18 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 26546|0Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2804|---19-24 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 20863|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2805|---25-29 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 21465|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2806|---30-34 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 21450|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2807|---35-39 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22716|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2808|---40-44 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 23978|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2809|---45-49 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 20375|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2810|---50-54 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 17018|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2811|---55-59 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 12270|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2812|---60-64 tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8778|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2813|---65+ tahun KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10375|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2814|--Penduduk Menurut Agama KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2815|---Penduduk Beragama Islam KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 250038|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2816|---Penduduk Beragama Katolik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5870|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2817|---Penduduk Beragama Kristen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 12685|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2818|---Penduduk Beragama Budha KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 745|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2819]---Penduduk Beragama Hindu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3211|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2820|---Penduduk Beragama Lainnya KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10{Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
3232|---Penduduk Beragama Konghucu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 30|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2821|--Petani dan Nelayan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2822|---Nelayan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2495|0rang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2823|---Petani KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2824|----Peternak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 128|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2827|----Petani Perkebunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22207|Orang S DISDUKCAPIL (DAK) SEMESTER 11 2020
2828|--Ketenagakerjaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2829|---Angkatan Kerja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 171085|0Orang S DISNAKERTRANS

2830|---Bekerja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 162949|0rang S DISNAKERTRANS

2831|---Pencari Kerja KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 234325|0rang S DISNAKERTRANS

2832|---Penduduk 15 Tahun Keatas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 232387|0rang S DISNAKERTRANS
2834|---Pengangguran Terbuka KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8136(Orang S DISNAKERTRANS

2836|---PHK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kasus

2837|----Kasus PHK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1| Kasus S DISNAKERTRANS

2838|----Orang Terkena PHK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Orang S DISNAKERTRANS

2839]---Rata-rata Kebutuhan Hidup Minimum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2651730(Rp S DISNAKERTRANS

2840|---Rata-rata Upah Minimum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3047533(Rp S DISNAKERTRANS

2841|--Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2842|---Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8974|0rang S DISNAKERTRANS

2843|---Bangunan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10063|Orang S DISNAKERTRANS

2844|---Industri Pengolahan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 16216|Orang S DISNAKERTRANS

2845|---Jasa Kemasyarakatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5664|0rang S DISNAKERTRANS

2846|---Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2934|0rang S DISNAKERTRANS

2847|---Listrik, Gas dan Air KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 944|Orang S DISNAKERTRANS
2848|---Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 35290|Orang S DISNAKERTRANS
2849|---Pertambangan dan Penggalian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1738|Orang S DISNAKERTRANS

2850|---Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 50858|0rang S DISNAKERTRANS

2851|--Rata-rata Usia Harapan Hidup KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang




2852|---Usia Harapan Hidup Laki-laki KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 68,56/ Tahun S DISNAKERTRANS
2853|---Usia Harapan Hidup Perempuan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 72,49|Tahun S DISNAKERTRANS
3233|---Usia Harapan Hidup Penduduk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 70| Tahun S DISNAKERTRANS
2855|-Kesehatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit
2856|--Fasilitas Kesehatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah
2857 ---Apotik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 63|Unit T DINKES
2862|---Posyandu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 238|Unit T DINKES
2863|---Polides KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 59]Unit T DINKES
2864/ ---Puskesmas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit
2865/ ----Induk KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 18{Unit T DINKES
2866 |----Keliling KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 17{Unit T DINKES
2867|----Pembantu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 78|Unit T DINKES
2875]---Rumah Sakit Umum Daerah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit
2877|----Kelas B KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit T DINKES
2881|---RSUD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1{Unit T DINKES
3306/ ---Poliklinik KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 26|Unit T DINKES
2884|--Kesehatan Masyarakat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang
2886/ ---Kunjungan Ibu Hamil K1 di Puskesmas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 51,22(% S DINKES
2887|---Kunjungan Ibu Hamil K4 di Puskesmas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 48,23|% S DINKES
2889 ---Jumlah Kasus Penyakit Batuk Rejan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5430|Kasus S DINKES
2890/ ---Jumlah Kasus Penyakit Hepatitis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 66|Kasus S DINKES
2891|---Jumlah Kasus Penyakit Tetanus KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Kasus S DINKES
2892(---Kunjungan ke Puskesmas KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 42718|0rang S DINKES
--Sarana Industri, Distributor Obat, Alat Kesehatan Yang Direkomendasikan
2894|dari Propinsi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah
2883|---Toko Obat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 40(Unit S DINKES
2895|---Apotek KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 63|Buah S DINKES
2902|--Tenaga Kesehatan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang
2903|---Ahli Gizi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 50|Orang S DINKES
2904|---Ahli Penyehatan Lingkungan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22|Orang S DINKES
2905|---Ahli Rontgen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10{Orang S DINKES
2906 |---Akademi Perawat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 555|0rang S DINKES
2907]---Analisa Laboratorium KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 77|Orang S DINKES
2908 ---Apoteker KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 34|Orang S DINKES
2909 ---Asisten Apoteker KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 52|0Orang S DINKES
2910|---Bidan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 377|0Orang S DINKES
2911|---Dokter Gigi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15[{Orang S DINKES
2912|---Dokter Spesialis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 34|Orang S DINKES
2913|---Dokter Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 79|0rang S DINKES
2914|---Sanitarian KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 21|Orang S DINKES
2915|---Sarjana Farmasi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 89|0rang S DINKES
2916|---Sarjana Kesehatan Masyarakat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 47|0rang S DINKES
2917|---Tenaga Elektro dan Teknis Rontgen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 14|0Orang S DINKES
2918|-Kesejahteraan Sosial KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa
2919|--Kemiskinan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Rupiah
2920|---Garis Kemiskinan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Rupiah




2922|----Garis Kemiskinan Perkotaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 418388|Rp/Kap/Bulan |T BPS 2021

2923]---Penduduk di bawah Garis Kemiskinan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 12|0Orang T BPS 2021

2924|---Beras Untuk Keluarga Miskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ton

2925]----Penerima Raskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 31992|Jiwa D DINSOS

2926|----KK Penerima Raskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7998|KK T DINSOS

3237|----Presentase RT Penerima Raskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 74(% S DINSOS

3238|----Realisasi Beras Raskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 800(Juta/Ton S DINSOS

2928|--Keluarga Miskin KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

2929|---Keluarga Sejahtera | KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 594|KK D DINSOS

2930|---Keluarga Prasejahtera KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1659|KK D DINSOS

2931]|---Keluarga Sejahtera Il KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2200|KK D DINSOS

2932|---Keluarga Sejahtera Ill KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3249(KK D DINSOS

2933|---Keluarga Sejahtera Ill+ KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 4058|KK D DINSOS

2934|--Panti Sosial KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2935]---Panti Sosial Asuhan Anak KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 37|Buah T DINSOS

2954(--Penduduk Rawan Sosial dan Sarana KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Jiwa

2962|---Penyandang Cacat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 383[Jiwa S DINSOS

2967 [-Pendidikan, Kebudayaan Nasional Pemuda & Olahraga KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2968 --Kebudayaan Nasional KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2969|---Bahasa Lokal KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11|Buah T DIKBUD

2970]---Situs Bersejarah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 19|Buah T DIKBUD

2971|---Suku/Etnis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 26(Buah T DIKBUD

2972(--Pemuda dan Olah Raga KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2973]---Organisasi Kepemudaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 40|Buah S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2974|---Sarana / Fasilitas Olah Raga KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2977|----Presentase desa yang mempunyai lapangan bola kaki KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 79|% S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2978|----Presentase desa yang mempunyai lapangan volley KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 78|% S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2980(----Presentase desa yang mempunyai lapangan bulu tangkis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 70,37(% S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2981|----Presentase desa yang mempunyai lapangan tenis KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 12,34|% S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2982|----Presentase desa yang mempunyai lapangan bola basket KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7,06|% S DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2983|--Pendidikan Keagamaan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

2984/(---Jumlah Guru/Dosen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2985 ----Madrasah Ibtidaiyah (MI) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2986|----- Guru Ml Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 57|0rang D KEMENAG

2987|----- Guru MI Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 225|0rang D KEMENAG

2988|----- Total Guru M KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 282|0Orang D KEMENAG

2989(----Madrasah Tsanawiyah (MTs) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2990|----- Guru MTs Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 77|0rang D KEMENAG

2991|----- Guru MTs Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 136{Orang D KEMENAG

2992|----- Total Guru MTs KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 213|0Orang D KEMENAG

2993|----Madrasah Aliyah (MA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

2994|----- Guru MA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 34|0Orang D KEMENAG

2995]----- Guru MA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 67|0rang D KEMENAG

2996|----- Total Guru MA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 101|Orang D KEMENAG

3017]---Jumlah Sekolah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

3018]----Madrasah Ibtidaiyah (MI) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit




3019]----- Sekolah MI Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 17{Unit KEMENAG
3020]----- Sekolah MI Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13| Unit KEMENAG
3021]----- Total Sekolah MI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 30|Unit KEMENAG
3022|----Madrasah Tsanawiyah (MTs) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

3023]----- Sekolah MTs Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Unit KEMENAG
3024]----- Sekolah MTs Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13| Unit KEMENAG
3025]----- Total Sekolah MTs KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 15|Unit KEMENAG
3026|----Madrasah Aliyah (MA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

3027|----- Sekolah MA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Unit KEMENAG
3028|----- Sekolah MA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6|Unit KEMENAG
3029|----- Total Sekolah MA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7|Unit KEMENAG
3050/ ---Jumlah Siswa/Mahasiswa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3051|----Madrasah Ibtidaiyah (MI) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3052|----- Siswa MI Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1560|Orang KEMENAG
3053|----- Siswa MI Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2000|Orang KEMENAG
3054/----- Total Siswa MI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3560(Orang KEMENAG
3055|----Madrasah Tsanawiyah (MTs) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3056/----- Siswa MTs Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1202|Orang KEMENAG
3057|----- Siswa MTs Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1277|0rang KEMENAG
3058|----- Total Siswa MTs KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2479|0rang KEMENAG
3059|----Madrasah Aliyah (MA) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3060|----- Siswa MA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 519|0rang KEMENAG
3061|----- Siswa MA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 251|Orang KEMENAG
3062|----- Total Siswa MA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 770{Orang KEMENAG
3083|--Pendidikan Umum KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Buah

3084|---Jumlah Guru/Dosen KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3085(----Taman Kanak-Kanak (TK) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3086/----- Guru TK Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 22|Orang DIKBUD
3087|----- Guru TK Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 442|0Orang DIKBUD
3088|----- Total Guru TK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 464|0rang DIKBUD
3089]----Sekolah Dasar (SD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3090|----- Guru SD Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1316|0Orang DIKBUD
3091|----- Guru SD Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 303|Orang DIKBUD
3092|----- Total Guru SD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1619|0rang DIKBUD
3093|----Sekolah Luar Biasa (SLB) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3094|----- Guru SLB Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 29|0rang DIKBUD
3095]----- Guru SLB Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 23|Orang DIKBUD
3096|----- Total Guru SLB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 52|0Orang DIKBUD
3097|----Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3098|----- Guru SLTP Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 547|0rang DIKBUD
3099]----- Guru SLTP Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 183|Orang DIKBUD
3100]----- Total Guru SLTP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 730|Orang DIKBUD
3101]----SLTA dan Sederajat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3102]----- Guru SLTA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 531|Orang DIKBUD
3103]----- Guru SLTA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 110{Orang DIKBUD
3104]----- Total Guru SLTA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 641|0rang DIKBUD




3105(----Perguruan Tinggi (PT) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3106]----- Dosen Perguruan Tinggi Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Orang UNTAMA
3107]----- Dosen Perguruan Tinggi Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 117]|0rang UNTAMA
3108|----- Total Dosen Perguruan Tinggi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 117]|0rang UNTAMA
3109]---Jumlah Sekolah KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3110]----Taman Kanak-Kanak (TK) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3111]----- Sekolah TK Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 5{Unit DIKBUD
3112|----- Sekolah TK Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 128|Unit DIKBUD
3113|----- Total Sekolah TK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 133[Unit DIKBUD
3114|----Sekolah Dasar (SD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3115[----- Sekolah SD Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 154[Unit DIKBUD
3116]----- Sekolah SD Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 24|Unit DIKBUD
3117|----- Total Sekolah SD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 178[Unit DIKBUD
3118|----Sekolah Luar Biasa (SLB) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3119|----- Sekolah SLB Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2|Unit DIKBUD
3120]----- Sekolah SLB Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8|Unit DAPODIK
3121|----- Total Sekolah SLB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10{Unit DIKBUD
3122|----Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3123|----- Sekolah SLTP Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 41|Unit DIKBUD
3124|----- Sekolah SLTP Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 17{Unit DIKBUD
3125]----- Total Sekolah SLTP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 58|Unit DIKBUD
3126|----SLTA dan Sederajat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3127|----- Sekolah SLTA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 19{Unit DAPODIK
3128]----- Sekolah SLTA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 10{Unit DAPODIK
3129|----- Total Sekolah SLTA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 29|Unit DAPODIK
3130|----Perguruan Tinggi (PT) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Unit

3131|----- Sekolah Perguruan Tinggi Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[{Buah

3132|----- Sekolah Perguruan Tinggi Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2{Buah UNTAMA & STIKES
3133|----- Total Sekolah Perguruan Tinggi KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2{Unit UNTAMA
3134(---Jumlah Siswa/Mahasiswa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3135(----Taman Kanak-Kanak (TK) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3136|----- Siswa TK Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 355[0rang DIKBUD
3137]----- Siswa TK Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7216|0rang DIKBUD
3138]----- Total Siswa TK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7571|0rang DIKBUD
3139(----Sekolah Dasar (SD) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3140]----- Siswa SD Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 24383|0rang DIKBUD
3141]----- Siswa SD Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 6061|0rang DIKBUD




3142]----- Total Siswa SD KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 30444|0rang DIKBUD
3143]----Sekolah Luar Biasa (SLB) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3144]----- Siswa SLB Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 126|0rang DIKBUD
3145]----- Siswa SLB Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 660|Orang DIKBUD
3146|----- Total Siswa SLB KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 786|0rang DIKBUD
3147|----Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3148]----- Siswa SLTP Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 8262|0rang DIKBUD
3149]----- Siswa SLTP Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 2769|0rang DIKBUD
3150]----- Total Siswa SLTP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11031|Orang DIKBUD
3151]|----SLTA dan Sederajat KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3152]----- Siswa SLTA Negeri KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 7841|0rang DAPODIK
3153]----- Siswa SLTA Swasta KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1454|0rang DAPODIK
3154]----- Total Siswa SLTA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 9295|0rang DAPODIK
3155]----Perguruan Tinggi (PT) KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Orang

3156|----- Mahasiswa PTN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 0[Orang

3157]----- Mahasiswa PTS KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1773|Orang UNTAMA & STIKES
3158]----- Total Mahasiswa KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1773|0rang UNTAMA & STIKES
3159|Insidensial KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022

3175|-Kebakaran Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Ha

3177|--Kabupaten Lokasi Kebakaran Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1[Kab BPBD
3178|--Kecamatan Lokasi Kebakaran Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 3|Kec BPBD
3179|--Luas Areal Yang Terbakar KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11918[Ha BPBD
3180]--Titik Api KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 buah

3181]---Kebakaran Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 119|Ha BPBD
3182(--Desa Lokasi Kebakaran Hutan KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 11|buah BPBD
3183(-Pencurian dan Penyelundupan Kayu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 M3

3185(--Kasus Pencurian Kayu KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 1|Kasus BKSDA
3200|-Penyakit Menular KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 Kasus

3201|--Kasus Penyakit Menular KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 9|Kasus DINKES
3202|--Penderita Penyakit Menular KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT| 2022 13590(Jiwa DINKES

Drs. DWI PURNOMO
NIP. 19651030 199203 1 006

Pangkalan Bun, 31 Januari 2023

RACHMAD ZUHDI,ST
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PEMERINTAH KANUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TARGET AN MEALISAST FERDAPATAN
ONTUX PERIDDE VANG BERAKHIE S4MP&] DEMEAY 21 NESEMBER 2002
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PROSES PEMCADAAN BARANG DAN IS4 PAKETHON
FADA AMID KABUPATEN EOTA KOTAWARNG W

STRATEGIE [0 50 SOUTA]
BARAT TAHUN AHGCARAN 202
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N s DATA LAPDRAN DATA REALISAS] ] HELIM PENGADAAN
: lgrmm: IMLAK PACU [i2p.) TUMLAH Paker|  TUMLAK PAGU (Rp) aw |UMLAH PAGA [Rp.)
1 F 3 4 ] 4 3 4
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24 .T'-PI-F Pﬂlh;man 56 542:5_15,&; 3% | = éu,uic'u:i . i - 384148,771
25 I:lm: hmdm;ﬁ:ﬂhmuh;lﬂin ﬁ? -Hﬂ.:l.ﬁl.lﬂ:r i | = iaﬁ.sms&ﬁ ; & T-l;.._'l-!-_ﬂ,ial
26 sutrmmrmrr 149 :.sa?.ati.iﬁ 145 B708,571,954 E} u?..ﬁaa.au
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28 | Inspoktorat Kabiupaten - IEE A04.505,937 - i 2.3,515.1:1 5 . u,éi:,m
29 | Kec. Arut Sebatan 130 1,392,311.299 | oz | 3 1:?,_11:5.5;1__
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PROSES PENGADAAN BARANG DAN IASA PAKET STRATEGIS
PADA APBD KABUPATEN,KOTA TAEUN ANGCARAN 202

{=RP2,5M sd SOM)

EARUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 5/ 31 DESEMBER 2022 (FAKET STRATEGIS)
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REMAPITULAST PROSES FENGADAAN BARANG DAN JAS4 FAKET
FADA APRD KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGEARAN 2z

RABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 5/D 21 DESEMBER 2022
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Hasil Pengisian Penilaian Mandiri
Tingkat Kematangan Organisasi UKPBJ

Kabupaten Kotawaringin Barat

Tingkat

Kriteria Pusat File Bukti
Domain Variabel Key Drivers riteria Fusa Kematangan re Bud
Keunggulan X Dukung
Saat Ini
Proses pengadaan terintegrasi mulai dari proses Unduh
) perencanaan pengadaan sampai dengan pelaksanaan )
1.1 Manajemen Pengadaan ) 3 3 Bukti
kontrak. Memastikan keamanan & keberlangsungan Dukun
layanan pengadaan secara elektronik &
Tersedianya program pembinaan kepada penyedia Unduh
1.2 Manajemen Penyedia guna memastikan keberhasilan proses pemilihan dan 3 3 Bukti
Proses pelaksanaan kontrak Dukung
Penerapan pengelolaan kinerja secara terstruktur Unduh
1.3 Manajemen Kinerja dengan menggunakan IKU UKPBJ yang mendukung 3 2 Bukti
efisiensi proses pengadaan Dukung
Sudah diterapkan kode etik untuk para pengelola Unduh
1.4 Manajemen Risiko UKPBJ. Siklus manajemen risiko diterapkan untuk 3 3 Bukti
mendukung proses pemilihan dan pelaksanaan kontrak Dukung
Unduh
. Organisasi UKPB) untuk pemenuhan kebutuhan .
2.1 Pengorganisasian 3 3 Bukti
pelanggan
Dukung
Kelembagaan Pendampingan perencanaan pengadaan. Proses Unduh
emilihan. pendampingan pelaksanaan kontrak.
2.2 Tugas dan Fungsi pemtihan. p pingan p A 3 3 Bukti
Pembinaan SDM dan kelembagaan UKPBJ. Pembinaan bukun
SDM PBJ. Layanan pengadaan secara elektronik &
Sudah dilakukan Anjab dan ABK berbasis data paket Unduh
3.1 Perencanaan SDM pengadaan tahun lalu serta perluasan peran UKPBJ 3 3 Bukti
untuk seluruh personil UKPB]J Dukung
SDM Program pelatihan dan mentoring kompetensi Unduh
engadaan berbasis: Standar Kompetensi Jabatan PBJP, .
3.2 Pengembangan SDM peng ) ) P ) ) J 3 3 Bukti
Kompetensi Personil UKPBJ, Kompetensi Pengelolaan Dukun
Kelembagaan UKPB] g
Sistern Penggunaan sistem yang mengintegrasikan mata rantai Unduh
~ 4.1 Sistem Informasi proses PBJ di tahap perencanaan, persiapan, pemilihan 3 3 Bukti
Informasi
dan pelaksanaan kontrak Dukung
Tingkat Kematangan
Domain - Proses
3
[
Manajemen Manajemen Manajemen Manajemen
Risiko Pengadaan Penyedia Kinerja
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* Pencapaian level kematangan bersifat sementara sampai dengan dilaksanakannya ekspose untuk menetapkan UKPBJ memenuhi level 3
(proaktif)

PENCAPAIAN
LEVEL KEMATANGAN

8 dari 9

[l caralan 8

[ AP capaIAN 1

Tingkat Kematangan
Domain - Kelembagaan

3 3
Pengorganisasian Tugas/Fungsi
Kelembagaan Kelembagaan

Tingkat Kematangan
Domain - Sistem Informasi
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REKAPITULAN RANCANGAN PERATURAN BUFAT] YANG MENDAPAT
FASILITASLEVALUAS] DAR] GUBERNUR KAUMANTAN TENGAH TAHUN 2022

Surat Surat HasHl fasHitas)
No., TENTANG ) Keterangan
Permintaan darl Perngwov nes
Fasllitasi

1 | Teta Care Pernberian Pengurangan Eea | 188.342/209/HUK | 180.3420808HUK. | Perbup Ne. 112022
Perolehan Hak Ates Tanah  dan| Tpl 30 Now 200 Tgl. 28 Des 2021 tgl. 24 Januari 2022
BangZonan.

2 |Tata Cara Pengajusp  Perryslesaian sl -da- Perbup o, 2720022
Keberatan Bea Perolafan Hal; Atar Tanah 24 Jarwad 2022
dan Bangunan

3 |[Tata Cora Pemeriksaan Ben Perolkchan 87 -sda- Perbup Mo, 3/2022
Hak Atas Tanah dan Bangunan, 24 Jawian 2022

4 | Pedoman Standar Pelayvanan Publik. TBE. 342161 /HUK. 182320, TieHLE, Perbup ha, 42022

Tgl. 26 Chg 20 Tal 26 Jan 2022 27 Sawia? 2027
5 |%p Penpelenggarsan Pemerintah di -sila- <da Perbup Mo. 57002
Peimixindal  Kabupaten 27 Januarh 20232
Kotirwaringin Borat,

6 | Pendelegasian Kewenangan | 180 2/1600HUE. | 188.342A73/HUK. | Perbup Mo, &/2022
Penyslanggaraan Perizinan Barisaba & | Tol 21 Sept 2001 Tgl 2 Fab 2022 11 Februari 2022
Daersh Kepada Kepala DPMPTSP.

7 | Alokasi Dena Begi Hasil PDRD Kepada | 188.342/233HUK 188 34219 HLIK. Parbup Mo /2022
Desa TA 2022 T, 28 Des 2021 T{l. & Feb 2022 15 Februar 2022

8 | Riwisn Kurong Salur Dagi Hazil Pojak -oifa- s Perip Mo. B/2022
Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daersh 15 Februari 2022
Tahun 2020 Kepads Desa pada TA 2022

9 | Rencona Pambangunan Caersh 05098/ Bappikbang. | Perbup Mo, 9/2022

Kotewaringin Baeat  Tahun Tgl. 9 Maret 2022 | 1 pdaret 2022
2023 - 2025,

K | Pete Batas Kefurahan Baru Dengan 1BE.342/154/HLW. | IBB.342A585/HUK. | Perbup Mo, J002002

Pemelaran Notal Pelingkau dan TeL 14 Sepd 2021 Tel 17 N 2020 11 Maret 20722




Surat

surat Hasl

Kabupaten Kotawaringin Barat.

TENTANG Katerangan
Ne. Permintaan fasdlitasi nes
Fasilitasi

1t | Peta Batar Kefwahan Mendawast dengsn | 1BB32A5GHUK | 188 342/4586/0UK. | Perbup No. 1172002
Desa Pamekaran Karang Anyor Kecomatan | T, 14 fept 2021 T@. 17 Now 2001 | I Mamst 2002
Arut Sefatan,

L2 | Bates 'Wiayah Kelushan Komai Hilir -5k ~sclay- Pertup Mo, 1272022
dengan Desa Pemelaran Kuamai  Hilir 11 Maret 20022
Leberang Kecamatan Kumal.

13 | Pefakaraan  Panerimaan  Pendapatan | 189.342/1HUK. | 188 242258/HUK. | Perbup Mo, 13/2022
Daersh  Secara MNon Tunai pads Ukt | Tl 14 Jan 2022 Tel 15 Feb 2022 | 11 Maret 2022
Paaksana Teknik Dinar  Perhubungan
Kabupaten Kotswaringin Barat,

14 | Perubahan  Atar  Peratoran Bupad Perbup Mo, 14/2022
Fotxwaringin Bars Nomor 28 Tahun 2018 25 Marer 2003
fentang Tanbshan PenghasBan  Pegawai
Megeri SipH pada Puskeamas di Kabupaten
Kotowaringin Barsl.

15 | Penatapan Rencana Strategis  Peranghsd Perbup Mo, 1572022
Dacvah Kabupaten Kotawaringin Barst 25 Maret 202
Tahun 2023 — X026,

15 | Penatast dan Penempatan Pedagang Pazar | 183242/16/HUK. | 188.340286/HUK. | Perbup Mo, 16/2032
TanJung Puting Kslurahsn HKumai Hoba | TgL 31 Jen 2022 | Tgl. 2r Feb 2022 | 3) Marer 2022
Kacarmptan Kumasl,

17 | Penataan dan Perempatzn Pedapang Pagar Perbup No. 17/2022
Sungal Bulin  Kelurshan  Mendawal “sidp- -1da- 31 Moret 2022
Kacamatan Arut Selatan.

18 | Pengeiclsan Cana Transfer ke Desa, 188,342/ 240/HUK, | BE. 342/ 584HUK. [ Ferbup Mo 18/2002

Tl 31 Cws 2021 | Tal 15 Marw 2022 | & AP 2022

19 |Rinclan Alokad Dans Desa Sctigp Desm | 198 35240HUK. | 18B.2427423/HUK, | Perbup Mo 19/2022
Tabvisn Anggaran 2002, Ta. 7 Feb 2022 1 Tg. 24 Morct 2022 | & Apnl 2022

20 | Keduchdean, Sigunen Organicas, Tugas dan | 188.342/55HUK, | IBB.242/515/HUK. | Perbup No. 2042003
Fongyi serin Tata Kerja Sekretoriat Daerah | Tet 11 Maret 2002 | T3 B Apd 2022 | 11 Apell 2022




Lurat

Surat Hasfl

No. TENTANG Permintaan Eacilitai Kstarangan
FasHitas

21 | Kadudukan, Susunan Ovgontsasd, Tugss dan | [BE4LBEMHINL | IBR34LB15/HUK. | Perbup Mo, 212002
Fungsi mertn Tetn Kerja Sekretarfut Dewan | Tg. 11 Maret 2022 | Tgl B Aprl 2022 | I Aped 2022
Perwakilan Rakyat Daerah Fabupaten
Kotawaringin Bovat.

22 | Kedudukan, Susunen Organbsasi, Tugas dan Perbup Mo, 22/2022
Fungsi serta Taln Kavfa Inspaktorat Daerah «sda- e, e 11 Apeil 2022
Kabupaten Kotawaringin Darat.

23 | Kedudaan, Sunman Organicasi, Tugas dan Perdap Mo 2372002
Fungsi serta Tata Kerja Baden Kepegawsian, -da- “da- Il Aprit 2022
Pendidikan, dan Pelathan Kabupaten
Kotawacingin Bars.

24 | Kadudokan, Susonan Ovgankasd, Tugs dan Parbup No. 2472022
Fungsi serta Tata Kega Badan Kembuan atfa- -sela- 1l Aprl 2022
Bangsa dan Pollik Kabupaten Kotewariigin
Barat.

25 | Kedudukan, Suaman Organkasd, Tugs: dan Perbup Mo, 25/2022
Fungd serta Tois Keria  Badan B, . -sifa- N Apedl 2022
Peranggulanagan Bencana Dperah
Kabupaten Kotawacingin Barat,

26 | Kedudukan, Susunan Organked, Tagas dan Perbup Mo, 26/2022
Fungsd serta Tota Kerja  Badan Pendupatan -5k -piln- I April 2022
Dwarsh Kabypaten Kodawaringin Bacat,

27 | Kidudukan, Suaman Organkast, Tugas dan Perbap Mo, 27/2022
Fungsi serta Tata ¥erja Badan Pengeloln -sedn- ~xdn- 1T April 2022
Keusngan dan Aset Dasrah  Kabupaten
Kotawaringin Baral.

2B | Kedudukan, Susunany Orgonissi, Tugas dan Perbup Mo, 28/2002
Fungst merta Tata Karja Badan Perencanaan e ikt 11 Apwil 2022
Pemnbangunen Dacrah Kabupaien
Eotawaringin Barat.

29 | Kedudukan, Suaman Cegankad, Tuga: dan Perbup Mo, 28/2002
Fungs serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan -scda- ek 1 Apedl 2032
dan Olahrage Ksbupstsn Kotawaringin
Barat.

30 | Kedudukan, Susunan Orgesibach, Tuges dan Perbup Mo, 30¥2022
Fungd serta Tats Keria Dinag ~sila- ol 1 April 2072

Kependudulan  dan Penoatatan SipH
Kabupaten Kotawaringin Earat.




Sunat Surat Hnsl
Katera
Mo, TENTANG Permintaan fasilltasi ngan
Faslittasi

23 | Fedudukon, Susonan Organdias, Tugls dan | 138342755/ HUK, | 188.242/515/AVK, | Perbup No, 312022
Fungd serta Tata Kerja Diras Kasehatan | o 1 ntaret 2022 | Ta 8 Al 2022 | 10 Aprl 2022
Kabupaten Fotaweringin Barat,

57 | Kedodukan, Susunan Oegdndias, Tugas dan Perbup Mo, 32/2022
Fungd serta Tate Kerja Dina: Ketahanan ey . It ApeRl 2022
Pangan Kabupaten Kotewaringin Barat.

13 Fﬁﬂduduhn. S_;uunm Organbsasl, Tuga: dan Perbup Mo 33,2002

ungd serta Tata Karlx Dinas Komunikasl,
Wiormatika, Stttk dan  Persandisn o hiad Ao 2022
Kabupatsn Kotywarngin Baral;

34 | Kedudikan, Suunan Organisas, Tugas den Petbup No. 472002
FWMTHMWW e sl 11 April 2022
Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

35 | Kadudiuken, Susonsn Organissi, Tuges doan Parbup Mo, 3572022
Fungti serta Tata Kerfa Diras Parbwicata -sia sl I April 2022
Kabupaten Kotawaringin Darat.

35 | Kaduduokan, Susunan Organisasi, Tugas dan Perbup No., 3652022
Fungd serta Tata Karja Dinac Pekerjsan ~sefa- ~sdla- I Aprll 2022
Umomn dan Penatasn Ruang Kabupaten
Kotswaringin Barst.

37 | Kedudukan, Susunan Organioad, Tugat dan Perbug Mo, 37/2022
Fungst serin Tata Karja Dina: Pamberdayaan sda- -sdfa- It Apdl 2022
Magyarakat dan  Den Kabupaten
Kotswartigin Barat.

38 | Kedudukan, Suaman Organkasd, Tugas dan Perbup Mo, 382002
Fungst tects Tala Kerjs Dinss Pemberdayaan 3% —sdha- 11 Aprl 2022
paremguan, Perlindungan Anak,

Pengendaflan Pendoduk  dan  Keluargs
Bevercana Kabwupaten Kotowacingin Borat.

39 { Kedodukan, Suamen Ocganicad, Tuga:s dan Perbup Mo 35/2027
Fungsi serfa Tata Karja Dinas Penanaman ~+da- -k 1 Apedl 2022
Modal den Pelsyanan Terpadu Satu Fintu
Kabupaten Kciawaringin Baral

40 | Kedodukan, Susunan Orgenbasi, Tugas den Perbup Mo, #2022
Fungsd serta Tamm Kerja Dinas Pendkiioan -sda Sl 11 April 2022

dan Kebudsyasn Kabupaten Kotawaringin
Barat,




Surac

Surat HasH

Ne. TENTANG Permintaan fasilitas Keterangan
Fasilitasi

41 1| Kedudukan, Sysunan Organlas, Tugas dan | 195,342/55/HUK. | I88342/515/HUK. | Perbup No. 4172022

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perbubungsn
\ T 1 Maret 2022 Tgl. & Apell 2022 11 Apri 2022

4z | Fadudhikan, Susunan Organksasi, Tugas dan Perbup No. 4272022
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perfkanon —ida. 8- 11 Aprl 2022
Kabupaten Kotawaringin Baral;

43 | Kedudulan, Summan Organlsazi, Tugss dan Perbup Mo. 4372002
Fungsi serta Tata Karfa Dinacz Perindistrian, —sda- -sela- 11 Aprl 2022
Perdagangan, Foperasl, Usahs Kecl dm
Merangah Kabupaten Eotawaringin Barat,

44 | Kedudukan, Susuran Organisasd, Tugas dan Perbup No. 44/2022
Fung: serta Tats Kerja Dinas Porpustabosan «sif3- -sda- I Apnll 2022
dan  Kessipan Fabopaten Kotewaringin
Barat.

45 | Keduduban, Susunan Organsas, Tugas dan Perbup Mo, 45/2022
Fungsd serta Tata Kerfa Dinas Perumahan el -sha- 1T April 2022
Rakyst dan  kswasan  Perrnukiman
Kabugsaters Kotaweringin Barat.

46 | Kedudukan, Susuman Orgonimsd, Tugas dan Perbup MNo. 46/2022
Fungs zertz Tata Kerja Dinax Pepernaboan -sila- 5o~ 11 April 2002
dan  Kesshatan  Hewan  Kebupaten
Eotawaringin Barat.

47 | Kadudukan, Susunsn Organisas, Tugas dan Perbup Mo, 472022
Fungd serta Tatm Karja Dinas  Sosial ~sdla- -sda 1 Apeil 2022
Kabupaten Kotswaringin Barst,

48 | Kedudukan, Sumnan Organkasd, Tugas dan Perbup No. 48/2022
Fungsl serta Tata Kerja Dinas Tanaman -5l stk T Aprll 2022
Pangan, Hodtikultura dan Perkebunan
Kabupsater Kodewaringin Barat,

49 | Kedudukan, Susunan Organleacl, Tugas dan Perbup Mo, 972002
Funge parts Tala Kerja Dinas Trarcmigras -da- -5l 1 Aprit 2003
dan tenaga Kevja Kabupaten Kotawaringin
Barat.

50 | Kedudokan, Susunen Organizasi, Tugas dan Parbup Mo, S0V2022
Fungsi serta Tata Ferja Satuen Poltsl Pamong sela- -sda- 11 Aprl) 2022
Praja den Permadam Kebekaron Fabupaten
Kotawecingin Barst.

A0 | Kedudokan, Susunan Organisasi, Togas dan Perbup No. S1/2022
Fungsi serta Tata Kerjs Rumah Sakit Umum -scha- -sda- 11 April 2022

Dascah Sultat inanuddin Pacghosten Bun,




Surat Surat Hasil
Ne. TENTANG Petimintaan fasllitast Keterangon
Fasilias]

52 | Ponberion Tunismgan Hardl Roys dan Gaji - - Pertup Mo. 522022
Ketiga Belas kepada Aparatur Sipll Megara 22 April 2022
di  Linglungan  Pemerintah  ¥abupaten
Kotxwaringin Earat,

€2 | Forum Koordinest Pienpineny Daersh Crn | 198 342/13/HUK, | 188.342/208/HUK, [+ Partup Mo 332002
Forum Koordinesf Pimpinan Kecamatan | Tgl 24 Jan 2022 | Tp. 25 Feb20zz | 22 4pAl 2022
Di Kabupaten Kotrwaringin Barst.

£4 | Rerwwnia Detall Tata Rueg  Wilayah | TE8242/73MHULE, | T82.342/5856/HUK. | Perbup No. 54/2022
Perancansan Perkotaan Keenal, Tl 31 héaret 2022 | Tal 24 ApHl 2022 | 25 April 2022

55 | Remweona  Dwtail  Tata HI.I-EI'I.E Exwaran | 1883437, | 188.3425586HUK. | Parbup Mo, 5572022
Parkotzan Pendukung Industcd Fumal Tabon | Tl 31 Macet 2003 | Tl 28 April 2022 | 25 apeil 2022
2022 — 2042

56 | Perahoran Pelaksanaan Perafuran Daersh | 188 342568MHUK,. | 188 341628/HLK. | Ferbup Mo, 562022
Kabupaters Kodawaringin Barat Momor 13 | Tol, 29 Maret 2002 | Tel 12 Msi 2002 | 20 Mei 2002
Tahin 2002 tentang Retriburi Pemakalan
Eskaysan Doersh, sebagsimans  telsh
divbah terskhlr dengen Peraturasn Daerah
Kabupsten Kotswaringin Barat Nomoe 17
Tabun 2021 tentang Percbahan Keempat
Atas  Perotoran Desrah ben
Fotawaringin Berat Momor 12 Tahum 2012
tenitang Retribud  Pemakaian  Kelaysan
Daersh.

37 | Pernturan Polakzanasn Peraturan Daerah | 188 2420000HUE, | I1BE.342/5628/HUK. | Perbup No. 57/2022
Kabupaten Kotawaringin Barat MNomor 15 Tgl. 14 Aprl 2023 T 12 M 2022 | 20 Ms 2002
Tehun 2021 fentang Retribus  Tempat
Peletangan.

58 | Parubahan Peraturan Bupet! Kotswaringin - - Perbop Mo, S8/2022
Nomor 50 Tabun 2021 terdang Pevjaberan 20 Mal 2022
Anggaran Periopatan don Belonja Desrah
Tahun Anggaran 2022,

59 | Pedoman Pengadaan Barangilass  Bagi | I88.340562/HUK. | 1883420658/ HUK. | Perbup Mo, 59/2002
Badawi Lhiaha Mk Daerah. Tal. 22 Macer 2023 | Tel 18 Mei 2002 | 20 Mst 2022

&0 | Rusrg Terbuka Hijou Kawasan Perkotzan, IBE 342 TUHUVG | 188 342/589/HUK, | Perbup Mo, 6052022

Tel. 30 Marer 2022 | Tyl 25 April 2022 | 20 Me) 2022




Surat Surak Hasil Ketarangan
Mo. TENTANG P Intaan Fasitast/Evabaas] frurst mﬂ.
Fasilitasi kgl
81 | Rencand  Ketidy  Pemeritah  Daersh | 0507299 WBapp- | O5(0Vddl/Rapplihang | Perbup Mo, 6172022
Kobupsten Kotawaringin Barat Tahun /2022 Tgl. 20 Jund 2022 | 5 i 2022
2023, Tal 13 W 2022
62 | Perubahan Kedua  Peraturan  Bupati - - Perbap Mo 6220722
Kotvwaringin Momor 50 Tahon 2021 15 Julk 2023
fentang Penjabargn Anggarsn Pendapatan
dan Belan)a Dasrah Talun Anggaran 2022,
63 | Perubahan Rencana Kerja  Pemerindah UsOVEiappitthang | Perbup Mo, 6372022
Daeciah  Kabupsien Kotawaringin  Barat Tgl 25 Juli 2002
Tahun 2022,
64 | Penjsbanan Pertanggungiawaban | 158.342/2214HUK. 11%*;‘;2;% Perbup No. 6472022
Pelalzanaan APBD TA 2021 Tel. 1 Jul 2021 ng.:lmzﬂzi' 2 Aga 2022
65 | Pengetolasn Konflik Usaha Perkoabiman, 188. 42/63/HUK, | 188340 T58HUK. | Perbup Mo, 65/2023
Tgl. 22 Maret 2022 | Tgl. 7 Junl 2009 2 Aget 2022
188 34/5258/0TDA,
tanggal 22 Jul 207
66 | Pergetolass Yinyah Bemilai  Konservasi Perbup Mo, 66/2022
Tinggi. ~ada- s 2 Mgt 2002
188 34/52C8/0TDA,
tanggal 2 luf 2022
&7 | Pedoman Pengelofoan Risiko &f Lingkungan Perbup MNo. 67/2022
Pemerintah Kabupaten Kotsuaringin Bacar: -sifn- sl 2 Agst 2022
188 34/5268/0TDA,
tainggal 28 Iull 2022
68 | Kadudokan, Swsuran Organisas, Tugas dan | 188.342/00/HUK, | 138.34582/HUK. | Perbup No. 68/2022
Fongsd serta Tata Kerja Sekresaciat Daersh | Tol. 12 April 2022 | Tal. 25 Mei 2022 18 Agst 2022
M Kotawaringin Barat. 188.34/5051/0TDA,
twngeal 20 Juli 2027
&% | Keduduken, Susunan Organisasi, Tugas den Perbup Mo. 6372022
HuuﬂmuTmB;ﬁ-HumhtDtm - =3 18 Agat 2022
Perwakilin  Rokyat  Daersh  Kabupsten 18£.34/505 1/0TDA,
Kotarwaringin Barat. tanggal 20 Wi 2022
70 | Kedudoken, Suamen Organbacdd, Tugas dan Perbup Mo, 7002022
Fugsi serta Tata Kerd  Inspektorat -5da- -sifa- 18 Apst 2022

tanggal 20 Julj 2022




Surat Surat Hazil Faterangan
MNo. TENTAMNG Partné an fasilitas/Evahun (oural persefl s
pecrarhdat angan chet
Fasilitasl. Menvdagrl}
7 | Kedududean, Swunan Ocgenbmsd, Tugas dan | 188.342/94HUK, | 188 342/682HUIK. | Perbup No. 22
Fungsi »erta Tata Karjs Badan Kepegawaian | Tal 12 Apeil 20022 | Tl 25 Mal 2022 15 Agst 2022
dan Sumiber Daya Mansia 188.34/5051/0T0A,
Kabupaten Kotawaringin Barat. tanggal 20 Juli 2022
72 | Keduduken, Sunmnaen Organisasi, Tugas dan Perbup MNo. 7212022
Fungd serta Tata Kerfa Badan Kemstuan -idda- s 18 Agst 2022
Fangsa dan Politik Kebupaten Kotawadingin 1£8.34/505 1/0TOA,
Barat. tanggal 20 Juli 2022
73 | Kedudukan, Susunan Organisasl, Tugs: <dan Perbup Mo, 73,2022
Fungsi serte Tate Kegfa  Baden -kt -5cia- 13 Apa 2032
Kabupaten Kotawariogm Bacat, tanggal 20 Juki 2022
T4 | Kedudukan, Susunsh Ovganisact, Tugss dan Perbup Mo. 74,2002
Fungsi serta Tata Kerja  Badan Pendapatan ~sdla- ~+da- 18 Aget 2022
tanggal 20 Juli 2022
75 | Kedudukan, $unan Organisad, Tugas dan Perbup Mo, 75,2012
Fuorgsi serta Tain Kerja Baden Pengeloln =da- -da- 18 Aget 2022
Keusngan dan Azet Dasrsh  Kabupaten 188.34/5051/0TDA,
Kotawaringin Bared. tanggal 20 Jull 2023
76 | Kadudulcan, Swounan Organisasd, Tugas dan Perbasp Mo, 7572022
Fuegti serte Todn Keda Bodan Perencanaan ~da- atda- G Agst 2002
W Eabupaten  Kotawaringin tanggsl 20 Juli 2022
77 | Kedudulon, Sunman Organisaci, Tugas dan Perbup Mo, T7/2002
Fungs serta Tata Karja Dinas Kepemasdasn -sda- s 18 Agst 2002
Barat. tanggal 20 Juli 2022
76 | Kedudukan, Susunan Organlsasi, Tugas dan Perbup Mo, 7872022
Fungd eria Tata Kere Dirsas -sda- -5cho- 18 Agst 2032
Kabupsten Kotawaringin Barat. tanggal 20 Juli 2022
70 | Kackidukan, Sussnan Organdsasd, Tugss dan Parbup Mo, Foyaios
Fungs serta Tala Kevia Dinas Keschaton e -3ia- 12 Agst 2025
Kabupaten Kotawaringin Bamnt. 185.30/5268/0TDA,
tanggal 28 Jul 2022
po | Medudukan, Susunan Organiee, Tuges dan Perbup Mo, S0/2022
Ketahanon Pangan Kabupaten Kotawaringin
Earat. 188.34/5051/0TDA,

tanggal 20 Jufi 2022




Meanengah Kabupaten Kotaowaringin Barsl,

Sorat Surat Hasil Ketarangan
MNo. TENTANG Permintaan Fasilitasi/Evaluasi frurat ::mm
Fasllitas hendagri)
A1 W Erllnmn Organteasi, Tugss 980 | 158 34284/HUK,. | 1898 342/682/HUK, | Perbup Mo, B172022
ungsi serta Tata Kerja Dinas Komundkadl, | oy 12 Apdl 2022 | Tl 25 Mei 2022 | 18 Aget 2022
W Stttk dan . Parsandian gl.12 Apr o :I.B::.E‘:-HEDSHDTDA,
upaten Kotswaringin Berat; tangeal 28 Jul M2

) mmmmm]'mdan Perbup Mo, 8272022
Fungsi serta Tata Kerjs Dinds Lingloongan - g 18 Aget 2002
Hidug Kabupaten Kotawaringin Earst. 188.34/5336/0TDA,

tanggal 2% Juli 2022

83 | Kachaduken, fusunan Organisas, Tugas dan Perbup Mo, 8372022
Furgsi sevta Tata Keris Dings Pechwialn . ~ala- 18 Agst 22
Kabopaten Eotawaringin Barat. 158 34/5316/0TDA,

tanggal 29 Juli 2022

54 | Kadudukan, Suaunan Crganbaasi, Tugas dan Ferbup Mo, 8472022
Fongsd serta Tata Keriy Dinas Pokerjaan _sdda- g 18 Ag:t 2022
Unvann den Penslaan Ruong Ksbupsten 158.34/5316)0TDA,
Kotawaringin Bacat. fanggal 29 Jul 2022

85 | Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugss dan Perbup Mo, 8542082
Fungs serta Tata Kecja Dinas Pemberdayasn ~sfa- -scdn- g Agst 2022
Masyaralat dan Dy Knbupaten 158, 34/5316/0TDA,
Kotawaringin Barat. tenggal 29 Juli 2022

B6 | Eacudukan, Susunan Organfosi, Tuge: dan Perbup Mo. BEZ0R22
Fungs serta Tate Kerja Dinas Fumﬂ'duw:: e sl 18 Agst 2022
PRFEMDUSN, Pertindungan Ana 188.34/5316/0TDA,
Petigercdolion  Penduduk dan  Kahuarga ranggal 19 Jull 2023
Berenana Kabupaten Eotawaringin Barat.

67 | Redudukan, Susunan Crganisasl, Tugss dan Perbup Ma. 87/3002
Fungs serta Tata Keria Dinas Penamaman -pda- il 18 Apet 2002
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pindy 182.34/5316/0TDA,
Kabupaten Kotawaringin Barat. tangeal 29 Wi 2022

68 | Kedudukan, Susunen Organizacd, Togs: dan Perbup Ma. B8/2022
Fungs! serts Tats Keria Dinas Pencidikan coda sl 10 Agst 2022
ﬁn ¥etrudayaan Kabupaten Kotawaringin 188.34/5316/0TOA,

e, tanggal 29 Juli 2022

B9 | Kedudukan, Suminan Organisasi, Tuges dan Perbup Mo. BOYI02Z
Fung? srta Tata Kerja Dinas Perbubungan il ks 18 Agst 2022
l.'.d:lupﬁm Mﬂ Barat. 188.34/5051/0TDA,

Tanggal 20 Julh 1022
¥0 | Eadudukan, Susuran Organdsss], Tugass dan Perbup Mo, $02022
Fungs serta Tats Kerja Dimay Perindusirian, sin. sk 19 Agst 2002

Perdsgangon, Koperaslh Usaha Kecll dan 188.34/5316/0TDA,

tonggal 29 Juli 2022




surat Surnt Hasll Katerangan
N
o TENTANG Permintasn | fasllitact/Bvaluasi | _furst perstuuan,
Fasiittasi Iberadagi]
9 | Kedodukan, Suconan Organksasi, Tugas dan | 188 342/940MUK, | 18, 342/680HUK. | Perbup Mo. 9172002
Fungs serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan | T, 12 Apell 2022 | Tal 25 Meb 2022 | 18 Aga 2022
dan  Keanipen Kobupsten Kotaweringin 188.24/5316/0TDA,
Barat. tanggal 29 Juli 2022
92 | Kedudulan, Suaman Organizasi, Tuges don Fettup No. 922002
Fungs savta Tata Kerja Dinaxs Perumahan -sta- -sifa- 18 Agst 2027
Rabryst Jdan  kawscan  Permukimen 198 34/5315/0TDA,
m Hﬂw B«II‘!L umal Hll.lll znu
93 | Kadudukan, Susnan Organtsasl, Tugss don Perbup Mo, 33/2022
Fungst serta Tata Ketja Oinas  Sosial st st 18 Agex 2022
tanggal 29 Juli 2022
o4 | Kedudukan, Susunan Organfol, Tugac dan Perbup Mo, 5472022
Fungsf serta Tata Keria Dinas Pertonin k- s 18 Aget 2007
tanggal 29 Jull 2022
95 | Kadudukan, Susiman Orgenfsesi, Tugar dan Perbup Mo. 95/2022
Fungs serts Tata Kerja Dina: Tranomigras —oila- st 18 Agst 2002
dan tonagm Kerja Kabupaten Kotowaringin 1B8_34/5316/0TGA,
Barat. tanggal 29 Jull 1022
96 | Faduduban, Susunan Ovgenisad, Tugas don Perbup No, 56/2022
Fungsh seita Tala Keja Kabupaten ks -ocka- 18 Agst 2022
Hﬂm Barat. I.E:B.!de!.lE,f'ﬂTD:ﬂs,
tanggal 29 Jull 2022
97 | Kedudukan, Susunan Orgenkad, Togas dan Perbup No. $7/2022
Fungsi serta Tata Karjs Dinas Pemadom Sk ~scka- 18 Agst 2022
Fabakaran wﬂ mﬁuh Barat. m_nmlwmh‘
tanggxd 19 Jyli 2022
98 | Kaduduwkan, Susunan Organised, Tugas dan Perbup No. 98/2022
Fungs serta Tats Kerja  Kecamaion “$ifae -seha- 18 Agst 2022
Kabupaten Kotswaringin Barat, 188 34/5316/0T0A,
tanggal 22 lull 2022
99 | Kadudukan, Susuran Organimsd, Tugas den Perbup Mo, 99/2022
;ﬁ ;H‘h hT;:.l;:H Kerls Unit Pelaloang - wnda- 19 Agst 2023
N Urmaan Daerah Sulan
188 24/5315/0TDA,
Kezabatan Kabupaten Kotewaringin Danat.
W0 | Pernberviukan,  Kedudhdean,  Susunan | 188.342/100/HUK, | [BE.34/665HUK. | Perbup Mo, 10072022
Crganimsi, Tugas dan Fungd serta Tata | To 14 Aprll 2002 | Tel. 22 Md 2022 18 Agm 2022
H:E'I'jl Unit Pelabsana Teknk: Rumah Sokit 188.34/5262/0TDA,

Umum Dacrsh  Kutariegin Pada  Dinag
Kesehatan Kabupseten Kotswaringin Barat,

tanggal 28 Jul 2022




Surak Surat Hasit Kt erngan

No. TENTANG Permintaan | foslitasl/Evaluasi | (st paium

Fasillita] hdenciagr!)

Hh | Pemijaberan Perubshan Anggaran Sk Catbermin Mo | Perbup Mo, WA/ 2008
Pendapaitan dan Belanja Ducrab Tahun 1884433002022 | 99 Sepy 2022
Anggeran 2022, tgl. 15 Sept 222 |,

102 | Toawif Alr Mirwan Perusshasn Uhinom Daersh | 188, 242/29900UK, | 188 34212400 HLK.. | Perbup Mo, 102/2(22
Air Minam Tirta Arst Ksbupaten | Tpl 12 sept 2022 | Tg. 26 Agust 2022 | 31 Okt 2022
Ketawaringin Barat, 18834/ 7176/0TDA,

tanggal 11 Okt 2022

103 | Perryalucan dan Pesnacdsatan Dana Klaim | 182 3422000HUK, | 138 342/682/HLK.. | Perbup Moo 103,2022
Layanan Progrem  laminan  Kecelskaan | Tl 12 Sept 2022 | Tal. 25 Mel 2022 2002
Kerjn EBndan Pempefenggaraan  Jaminan 186.34/71 76/ OTD,
Socdel  Ketenagakerjean  Pada  Pusat tanggal 11 Okt 2022
Kesehatan dasyacalont

134 | Perubahan Atas  Peraturan Bupati . - Perhug Mo 10472022
Kotawaringi'n Barat Momor 101 Tahun 2 Hop 2022
2022 teninng Penjabaran Perubahan APED
TA 2022

105 | Peta Batws Dwsa Sukaremi Kacamaten Acut | 198 342/59%HUE. [ 198 3420669 /HUE, | Perbap Mo, 105/2022
Lrara Tal. 18 Marst 2027 | Tgl 25 M=l 2022 | 2 Nop 2002

188 34/6730/0TDA,
tanggal 23 Sept 2022

106 | Peta Data: Sungs Csbang  Kecamatan =la- —=tha- Perbup No, 106,202

Kumal. 2 Mop 2022
188 34/5790/0TDA,
tanggal 23 Sept 2022

167 | Pata  Batas Desa  Lalang Kecornaton ~ufa - Perbup No. 1072022

Kotawaringin Lame 2 Mop 2023
188.24,/5730/0TDA,
tanggsl 23 Sept 2022
108 | Peia Batas Desa Gandls ¥ecamatan Arut ~ufia- st Perbup Mo, 108/2022
LMara, 2 Mop N¥22

183 .24/6790/0TDA,

tanggsl 23 Sept 2022

109 | Simndar Harga Tahun Anggeran 2023 189,342/ 118/ Huk | 188.392/986/Huk | Perbup Mo, 1092022
Tgl. 28 Junk 2022 Teh 15 Rl 2022 | If Mop 2022

18824 /6500/0TDA,

anggel 19 Sept 2022

0 | Perubahan Atas Peraturan Bupsti | ISB342298/Fuk | 180.342/2309/Hhk | Perbup No. 1102022
Kotmwaringin Barat Momor 42 Tahun 2014 | Tl 20 W 2022 | Tgl. 27 Sept 2022 | 14 MNeop 2022
tentang  Pemberian  Bessiswa  kepada 100.2.2 6/B053/0TDA,
Mpzhasires Tidak Mampu yang Berprestas tanggal 14 Nop 2022

M | Rindan Kurang Sabr Alokasi Dann Desa | 198.342/285/Huk | 188.2425233&'Huk | Parbup Mo. 11172022
Tahun 2019 dan 2020 kepada Dwia pads | Tpl, 26 Aga 2022 Tol 3Okt 2022 | 14 Des 2022
Tahun Anggacan 2022 1002 2.8/564900TDA,

tanggal 30 Hop 2022

T2 |Perubshan  Alar  Pesaluran Bupatl | 198.392/285/Huk, | 188.242/2336/Huk | Perbup No. 1122022
Kotewaringin Parat Nomor 7 Tabun 2022 | Tgl, 26 Agst 2022 | Tl 3 Ok 2022 | 14 Des 2022
terdang Alokad Dama Bagl Hail Pajak 1002 2 6/8632OTDA,
mmmmmnﬂ mnmm"ﬂpmzl

TA 2022,




Surat Surat Hasil Keterargen
Mo, TENTANG Frr 1 {surar persetujuan
Fasilitasi Mencagr)
113 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 5k Gub, Mo, | Sk Gubsmur No. | Perbup Mo, 113/2022
Tahun Anggaran 2023 188.44/467/2022. | 1BA.44/467/2022. | 23 pes 2022
tgl. 1 Des 2022 h tgl. 1 Des 2022
114 | Perubahan Atas Peraturan Bupati | 1B8.342/285/Huk | 188.342/2336/Huk | Perbup No. 114/2022
Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 | Tgl. 26 Agat 2022 | Tgl. 3 Okt 2022 | 26 Des 2022
tentang Pengelolaan transfer ke Desa. 100.2.2.6/9377/0TDA,
18 tanggal 22 Des 20322
N5 | Rincian Kurang Salur Dana Dagl Hasil Pajak | 188.342/285/Huk | 188.342/2336/Huk | Perbup No. 115/2022
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021 | Tgl. 26 Agst 2022 Tel. 3 Okt 2022 | 26 Des 2022
kepada Desa pada Tahun Anggaran 2022 100.2.2.6/9377/0TDA,
tanggal 22 Des 2002
116 | Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati = - Perbup Mo. 116/2022
Kotawaringin Barat Momor 101 Tahun 26 Des 2022
2022 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022,
117 | Rencana Detall Tata Ruang Kawasan | 188.3427306/Huk | 188.342/2714/Huk | Perbup No. 117/2022
Perkotaan Pangkalan Bun Tahun 2022- | Tgl 20 Sept 2022 | Tgl 25 Nop 2022 | 29 Des 2022
2023. | 100.2.2.6/9575/0TDA,
| tanggal 29 Des 2022
118 | Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | 188.342/366/Huk | 18E.342/2764/Huk | Perbup No. T18/2022
Kabupaten Kotawaringin Barat. Tgl. 14 Nop 2022 Tgl. 5 Des 2022 | 29 Des 2022
100.2.2.6/9377/0TDA,
tanggal 22 Des 2022
N2 | Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital | 188.342/333/Huk | 188.342/2490/Huk | Perbup Mo, 119/2022
Bylaws) pada Rumah Sakit Umum Daerah | Tgl. 19 Okt 2022 Tgl. 28 Okt 2022 | 29 Des 2022
Sultan Imanudin Pangkalan Bun. 100.2.2.6/9162/0TDA,
tanggal 19 Des 2022
120 | Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah | 188.342/366/Huk | 1B8.342/2764/Huk | Perbup Mo, 120y2022
Kabupaten Kotawaringin Barat. Tel. 14 Nop 2022 Tgl 5 Des 2022 | 29 Des 2022
100.2.2.6/337T/OTDA,
tanggal 22 Des 2022
121 | Pedoman Pengawasan Perizinan dan Non | 188.342/295/Huk | 188.342/2645/Huk | Perbup No. 121/2022
Perizinan. Tgl. B Sept 2022 | Tgl 16 Mop 2022 | 29 Des 2022
100.2.2.6/3377/CTDA,
tanggal 22 Des 2022
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM

R

e

BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010




REKAPITULAS] RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MENDAPAT
FASILITASI/EVALLIASI DARI GUBERMNUR KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2022
Surat Surat Haxil
Mo, TENTANG Seleda Kab. Fasilitasizevatuasi/ Ketarangan
Noreg
i |Perubshan  Afes  Perstursn  Daersh | - 188.342/202/HUK. | - 18812, | perda Mo, 172002
Kabupaten Kotawatingin Barst Nomar 8 | Tgh 25 Mov 2021 | Teh 25Nevd0N 4 (s 9059
Tahun 2034 tentang Pengelolsan dan | (Fasilitash) (Fasitttasl)
Penyelenggaraan Pendidikan. . 188.343/22HUK | - VB33 Nareg
T 24 Jan 2023 JHUE, gl 28 Jan
Moreg) 2002
2 | Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung | - 188.342762Hu%, | -5 MNoJ88.4d 551 pargs No. 212002
Tgl 25 New 2021 ] 2022 TR A7 Feb | o) L 0 o000
{Evausacl) 2022 (Ewabuad}
- 1BB 3425 4HUE. | - VRO 2/Noreg
Tl 18 Maret 2022 FHUE T 14 Mare
Moreg) 2022
3. | Panyelenggaraan Bangunan Gedung . 19834AERM. | - 1BB34A3BIHUK | purds Me, 372022
Tgl. 21 Sapt 2021 Tel. 15 Maret 3022 | 14 3o 2622
[FasHitasi) (ras1Rra])
- BB 34TTOHUK | - 1AL Mo
Tgl. + April 2022 FHUK. Tgl 1 Aprl
{Moreg) 20
4. | Pertanggungjawaban Polaksansan |- 188.342/221HUK. | - 188447233/, 78!, | berda Mo, 4/2022
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja | Tgl  Joli o 2021 a1 w2032 2 Ags 2022
Daerah Tahun Anggacan 2021 {evabuas) (asiitas)
- 1883425258 HUK | - 1B0VIEALI Nomg
Tg. 27 i 202z | fHuk gl
(Moreg)
5. | Perubahan Anggaran Pendapatan dan |- 188, 242/220/HUK, |- f:aw;;;; Perda Mo, 572022
; Ta 1 Jul 202! -
Belanja Duerah Tabun Anggaran 2022 : galmsij Tgl. 21 Juli 2022 28 Sept 2022
fEvaluarh)
- 1BE342/308HUK
Tgl. 32 Sept 2022 | - mlﬂ:;ﬂ;lmﬁﬂ
nares) 2022
5, | Pengelolaan Keuangan Dasrah - 188.342/3%HLK, | - TEBI4BAHMUER | paras e, €/2022
Tgl. 1 Maret 202 Tl 22 und 2022 |, o s
{Fasilitasi} {Fasilitast} is 789/0TDR
. 18R A4ADNEHUK | - 1B0V29M 3 Noreg | 18 Agustus 2022
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Kualitas pelayanan keprotokolan pimpinan, tamu daerah dan layanan informasi kegiatan pemerintah daerah

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEMESTER 2 TAHUN 2022

NAMA LAYANAN : Layanan informasi kegiatan
N"'AI IKM pemerintah daerah
RESPONDEN
Jumlah : 34 orang
JENIS KELAMIN : L=21orang/P=13orang
PENDIDIKAN : SD = Oorang
SMP = Oorang
SMA = 6orang
8 2 7 5 DIl = 3 orang
’ S1 = 19 orang
S2 = 6orang
Periode Survei = 01-07-2022 s/d 31-12-2022

\ O,\M Py
- Dr. I JUNTGULTOM, S.T., M.TP

“RKIE>19680609 199503 1 003



Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINS] KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 102 TAHUN 2022
TENTANG
TARIF AIR MINUM

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. A.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa untuk pemenubhan kebutuhan Operasional
Pengolahan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, maka
perlu ditinjau kembali Peraturan Bupati Kotawaringin
Barat Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pengaturan dan
Penetapan Taril Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25,
FPasal 26, dan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarf Air Minum, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentenn Dalam Megeri Nomor 21 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan
Penetapan Tarif Air Minum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Arut;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1820]);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3.

10.

il.
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistemn Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44901,

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5802,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ([Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016
tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Pada
Perusahaan Daerah Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan
dan Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah
Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 406);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Ferangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Momor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawarngin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daersh Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
98);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
11 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat
{Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 117);



Menetapkan

12.

13.

e

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
iLembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Rotawaringin Barat Nomor 135);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Rotawaringin Barat (Berita ~ Daerah Kabupaten
Rotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF AIR MINUM
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARUT.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan :

1.
2,

i

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebapgai unsur
penyvelanggara  Pemerintah Daerah  vang memimpin
Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi
kewenangan daerah otonom;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
vang ftidak melakukan usahan vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, koperasi,
perseloutuan, perkumpulan yavasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lamnva.
Perusahaan Umum Daerah Air Minum selanjutnya
digsingkat Perumda Air Minum adalah Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD] vang bergerak dibidang pelavanan air
minum di wilavah Kabupaten Kotawaringin Barat;

. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tanf adalah

kebijakan biayva jasa layanan air minum yang ditetapkan
Kepala Daerah umtuk pemakaian setiap meter kubik atau
satuan volume lainnya yang diberikan oleh BUMD vang
wajib dibayar oleh pelanggan;

Pelanggan adalah masvarakat atau institusi vang terdaftar
secbagai penerima layanan air minum untuk memenuhi
kebutuhan sendiri;

Kelompok pelanggan adalah klasifikasi pelanggan yang
disesuaikan dengan struktur ekonomi pelanggan;

Biava Penyambungan adalah biaya vang harus dibayar
oleh setiap pelanggan atas penyambungan pipa dinas atau
pipa persil;
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10. Biaya daftar adalah biaya vang harus dibayar oleh setiap
orang pribadi atau badan untuk menjadi pelanggan air
minum;

11. Biaya Pendaftaran adalah biaya survey/pengukuran di
lapangan yang harus dibayar oleh setiap orang atau badan
untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum;

12, Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa
distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air
{wwater meter);

13. Pipa Persil adalah pipa setelah meter air (water meter],

BAB [1
KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Bagian Kesatu
Kelompok Pelanggan

Pasgal 2

Kelompok pelanggan ditetapkan menjadi 4 (Empat) kelompok,

yaitu :

{1} Relompok [, yaitu jenis-jenis pelanggan yang membayar
tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok
air minum, yang terdiri dari :

Sosial Umum (la)
Adalah golongan pelanggan yang kegiatan setiap
harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan
umum khususnyva bagi masyarakat berpenghasilan
rendah dan belum memiliki sambungan air minum
antars lain :
a. Hidran Umum/Kran Umum [(HKU) adalah seperti :
Bak penampungan air dan sejenisnya.
b. Kamar Mandi/WC Umum (KMU) adalah seperti :
Kamar Mandi/WC dan sejenisnya.
c. Terminal Air/Tangki Air (TA) adalah seperti :
Tempat penampungan air dan sejenisnya.
d. Tempat Ibadah (T} adalah sepert: :
Masgjid, Langgar, Mushola, Surau, Gereja, Balai
Basarah, Klenteng, Pura dan Sejenisnya.
Soaial Khusus (Ib)
Adalah golongan pelanggan yang kegiatannya ditujukan
bukan semata-mata mencari keuntungan antara lain :
a, Panti Asuhan (PA) adalah seperti :
Panti Asuhan Anak Yatim Piatu, Panti Jompo dan
Panti sejenisnya.
h. Yayvasan Sosial (Y3) adalah seperti ;
Yavasan Sosial Kemasyarakatan, Yavasan Sosial
Keagamaan dan Yayasan Sosial lainnya.
c. Sekolah Negeri/Swasta (S|
3D, SLTP, SLTA, Perguruan Tinggi dan sejenisnya.
d. Rumah Sakit Pemerintah (RS. 1) seperti :
RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu,
Puskesmas Rawat Inap dan sejenisnya.
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(2) Kelompok ll, vaitu jenis-jenis pelanggan yang membavar
tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokolk air
minum vang terdini dar pelanggan rumah tangga/rumah

tempat tinggal dan dibedakan menjadi 3 (Tiga| klasifikasi
dengan kriteria sebagai berikut :

1. Rumah Tangga [ (RT.1]

Adalah pgolongan pelanggan rumah tangga dengan
eter [klasifikasi penilaian berjumliah 6 s/d 13.

2.Rumah Tangga 2 (RT.2)

Adalah polongan pelanggan rumah tangga dengan
[klasifikasi penilaian berjumlah 14 s/d 21.

3. Rumah Tangga 3 (RT.3)

Adalah polongan pelanggan rumah tangega dengan
paremeter [klasifikasi penilaian berjumlah diatas 22.

Parameter penilaian klasifikasi pelanggan Rumah Tangga

(RT) sebagai berikut :
Kriteria 1 = 5
Luas Tanah | < 100 M2 101-200 M= = 200 M=
Luas 2 ; 2 2
Bt =50 M = 50 ISB_M. .b_b.-lE:rﬂM
Sangat Semi permanen gﬂ;will'li"[betun
Klasifikasi | sederhana (sebagian tingkat .
| Bangunan |(papan kavu | beton, sebagian e Eh]
al) feeya dndeal) | permanen
Kawasan
Permukiman, | niaga,
Klasifikasi | oo 8278 | tertata baik, | perkotaan,
Lingkungan ped 3 perumahan industri,
e BTN perumahan,
I | mewah
| Jalan Jalan tanah | Jalan aspal Jalan provinsi,
(gang, (gang, setapak), jalan
setapak] jalan kabupaten,
| kabupaten jalan |
| aspal/beton |
Listrik < 900 watt | = 900 watt > 1.300 watt J
Rumsh Tangga 1 (RT.1) | Jumlah 6-13
Rumah Tangga 2 (RT.2) Jumlah 14 -21
Rumah Tangga 3 (RT.3) | Jumlah = 22

(3} Kelompok I, vaitu jenis-jenis pelanggan vang membayvar
tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok
air minum, vang terdiri dari :
1. Industri Rumah Tangga (IRT) adalah seperti :
Rumah selain tempat tinggal digunakan untuk usaha
kerajinan tangan dan sejenisnya.
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2. Niaga Kecil I (NK.1) adalah seperti :
Kios, Warung/Toko, Pedagang Eceran, Bengkel Kecil,
Salon/Pangkas Rambut, Penjahit, Laundry, Restoran
fRumah Makan, Losmen/Penginapan, Usaha Konfeksi
dan tempat usaha lainnya yang tergolong kecil.

3. Niaga Kecil 2 (NK.2) adalah seperti :
APMS, Ruko, Hotel lantai 1 s/d 3, Meubel, Rumah
Makan, Minimarket, Kantor Notaris/Pengacara, Cafe,
Toko (bahan bangunan, mesin, sperpart, sembilan
bahan pokok, elektronik, pakaian) Biro Jasa, Kolam
Renang Swasta /
BUMD & tempat usaha lainnya vang tergolong
menengah keatas.

4. Rumah Sakit Swasta [RS. 2} adalah sepert :
Rumah Sakit Swasta, Praktek Dokter, REumah Bersalin
Swasta dan lainnya yang sejenis.

3. Instansi Pemerintah dan TNI/Polri (PRT.1) adalah
seperti
Kantor/sarana prasarana Pemerintah dan TNI/Polri
yvang berada di wilyah Kabupaten /Kota, Kecamatan dan
Kelurahan /Desa.

6. Industri dan Niaga Besar (NB) adalah seperti :
Pabrik Kimia/Obat, Pabrik Kosmetik, Pabrik Makanan
/Minuman, Pabrik Perkayuan, Pabrik Es, Pabrik
Tekstil, Pabrik Industri Besar, Perusahaan FEkspor
Import, Pasar
Swalavan, Mall, Departement Store, Perkulakan, Grosir,
Bank, Hotel Berbintang, Hotel lantai 3 keatas, Restoran
Besar, Perusahaan Perdagangan, Gedung bertingkat,
Pom Bensin (SPBU}, Ekspeditur, Dealer, Bengkel Besar,
Perusahaan Telekomonikasi (Telkom), Perusahaan
Listrik Negara (PLN), Perusahaan Perkebunan,
Perusahaan Pertambangan dan lainnya vyang tergolong
besar.

7. Industri Pemerintah dan TNI/Polri (PRT. 2) adalah
seperti :
Sarana dan prasarana Pemerintah dan TNI/Poln
Tingkat Pusat dan Provinsi.

8. Kedutaan dan Konsulat Asing adalah seperti :
Sarana dan prasarana Kedutaan dan Konsulat Asing.

(4) Kelompok IV Khusus, vaitu jenis-jenis pelanggan vang

membayar tanf air minum berdasarkan pendapatan terdir

darm :

Pelabuhan Laut, Sungai, Udara, pelavanan melalui Mobil

Tangki dan lainnya vang tidak termasuk dalam kelompok

tersebut diatas.

Bagian Kedua

Blok Konsumsi
Pasal 3

Blok Konsumsi dibedakan menjadi 3 (Tiga) kelas vaitu :
a, Konsumsi sampai dengan 10 M? per bulan;

b. Konsumsi 10 - 20 M? per bulan;

c. Konsumsi diatas > 20 M= per bulan.
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BARB 11
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP
Bagian Kesatu
Tarif Air Minum
Pasal 4
Struktur Tarf Air Minum yang diberlakukan ditahun 2023.
FROPORS] TARIF
s e e i n:ﬁu' u-:rull'T:I;::I- '
(Rp] (Rp] (Rp)
KELOM POK 1
A [SOSIAL LML
1 Hidran Umum /Kran Umum (HU/EL) 16O 2. 2B
2 Hamar Mandi /WC U;:ﬁ';u_ [EMLT) 1.600 2.HI0 L
3 Tangki Air [TA} 1,600 2.000 2.600
4 Tempat [badah (TIj 1.E00 2. H 2600
B [S0SIAL KHUSUS
1 Pamti Asuhan [PA 2[R0 2,400 2 00
2 Yayasan Soxial (Y5) 2.[HIEN 200 2.6
TR SERTT PETTETTTITHET TS, 1] AT ZTR Z TR
KELOMPOE I
1 [Rumah Tanggs 1 (RHT.1) 5.000 5.100 5. 200
2 |Fumah Tangga 2 (RHT .2} 5.100 5. 2000 5.300
3 |[Rumah Tangega 3 (RHT.3) 5.200 5300 5.440
HELOM PO [T
1 |Imdustri Rumah Tangga [IRT} G303 Ll L 6.7
2 |Niaga Kecil 1 [NELT) 6,500 600 6.700
3 |Niage Kecil 2 (NK.2) 7.000 7.100 7,200
4 [Rumah Sakit Swasta (BS.2) 7000 7.100 7.200
5 |Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI 7.000 7.100 7.200
6 [Industrl dan Nlaga Besar (NB| 9.000 0.100 9,200
e e i B B
A |Kedutaan dan Konsultan Asing G000 O, 100 0,2
KELOM POK HHUSUS I'V
1 |Pelabuhan [Laut, Sungai dan Udara) Rp 25.000/M°
[2 |Pelayanan Melalui Mobil Tangki [MT) ;
- Dalam Kota Rp 25.000/ M

- Diluar Kot

Rp. 25.000/ M*




(1)
2]

(1)

(2)

(1)

(2]

(1]
(2]
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Bagian Kedua
Beban Tetap

Pazal 5

Bagi pelanggan air minum yvang aktif dikenakan heban

tetap/abodemen.

Beban tetap/abodemen sebagaimana ayat (1) ditetapkan

schagai berikut :

a. Untuk kelompok |1 dan Il dikenakan sebesar Rp.
B.000,- (Delapan Ribu Rupiah);

b. Untuk kelompok III dari poin 1 s/d 5 dikenakan
sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah);

c. Untuk kelompok [l poin 6 as/d 8 dikenakan sebesar
Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah).

BAB IV
BIAYA FENDAFTARAN, PERENCANAAN
DAN BIAYA PENYAMBUNGAN

Bagian Kesatu
Biava Pendaltaran

Pasal 6

Setiap orang atau badan vang akan menjadi pelanggan air
minum terlebih dahulu mendaftarkan diri di Kantor
Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin
Barat dan dikenakan biayva pendaftaran.

Besarmya biayva pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatas sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Bagian Kedua
Biaya Perencanaan

Pasal 7

Setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan diri
untuk menjadi pelanggan air minum dikenakan biaya
perencanaan.

Besarnya biava perencanaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) diatas sebesar Rp, 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah).

Bagian Ketiga
Biava Penyvambungan Baru

Pasal 8

Setiap pelanggan baru dikenakan aya administrasi
penvambungan,

Besarmya biaya administrasi penvambungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatas sebesar Rp. 130.000,-
(Seratua Tiga Puluh Ribu Rupiah].



(3)

(4)

(1)
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Untuk penyambungan baru vang dilaksanakan oleh dinas
terkait dikenakan biayva administrasi sebesar Rp.
130.000,- (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Pelanggan baru setelah melunasi kewajiban pembayaran
hiaya administrasi penvambungan, maka dapat dilakulkan
penyambungan instalasi meter air (water meter oleh Pihak
Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin
Barat dengan bahan pipa standar vang ditanggung oleh
Pihak Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten
Kotawaringin Barat sepanjang 4 [Empat] meter dari pipa
induk, selebihnya menjadi beban pelanggan.

Pazal 9

Upah penvambungan ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanpa  melintasi jalan  beraspal/cor  sebesar
Rp. 225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah);

b, Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000.-
(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

(2] Apabila penvambungan dilaksanakan oleh Pihak Ketiga,

(1)
2]

(1)

(2)

maka upah penyambungan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} tidak merupakan pendapatan Perumda Air Minum
Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB V
BALIK NAMA, PINDAH METER
DAN PINDAH SAMBUNGAN RUMAH

Bagian Kesatu
Balik Nama

Pasal 10

Setiap pelanggan vang mengajukan permohonan untuk
ganti nama dikenakan biayva balik nama.

Besarnya biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu
Rupiah).

Bagian Kedua
Pindah Meter Air (Water Meter

Pasal 11

Setiap pelanggan yang mengajukan permohonan untuk
pindah meter air (water meter), maka dikenakan biaya
pemindahan meter air (water meter].

Besarnya biava administrasi pemindahan meter air (water
meter] pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) diluar
harga bahan vang diperlukan.



(1)

(2]

(3)

(H

(1)

(2]

(3]

(4]

(=]
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Bagian Ketiga
Pemindahan Sambungan Rumah (SR)

Pasal 12

Setiap pelanggan vang mengajukan permohonan untuk

pemindahan Sambungan Rumah (5R) dikenakan biaya

pemindahan.

Besarnva biaya administrasi pemindahan Sambungan

Rumah (SE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1] sebesar

Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) diluar harga

bahan vang diperlukan.

Upah pemindahan Sambungan Rumah (SR) ditetapkan

sebagai benikut ;

a. Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp.
225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

b. Melintasi jalan beraspal/cor scbesar Rp. 300.000,.-
(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Apabila pemasangan sambungan dilaksanakan oleh Fihak

Ketiga, maka upah pemindahan Sambungan Rumah [SR)

dimaksud pada avat (3] tidak merupakan pendapatan

Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin

Barat.

BAB VI
KETENTUAN PEMELTHARAAN, PEMAKAIAN AlIR
DAN PEMBAYARAN REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu
Pemeliharaan

Pasal 13

Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran pipa
dinas dilakasanakan oleh petugas Perumda Air Minum
Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan
biayva menjadi tangpung jawab Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemasangan saluran pipa dinas dapat dilaksanakan oleh
petugas Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten
Kotawaringin Barat atau oleh Instalatir setelah mendapat
rekomendasi dari Perumda Air Minum Tirta Arut
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pemasangan pipa persil dilaksanakan oleh petugas
Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin
Barat atau instalatir atau pelanggan sendin.
Pemeliharaan dan perbaikan pipa persil menjadi tanggung
jawab pelanggan.

Meter air (water mefer] atau alat ulur air yang mengalami
kerusakan karena faktor pencuriaan (hilang) dapat diganti
dan diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, sedangkan biaya
perbaikan dan penggantian meter air (water meten
tersebut ditanggung oleh pelanggan.
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(2)

(1)

(2)

(3
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Meter air (twater mefer] atau alat ukur air vang mengalami
kerusakan karena faktor usia dan faktor alam, dapat
diperbaiki oleh petugas Perumda Air Minum Tirta Arut
Kabupaten Kotawanngin Barat, sedangkan biaya
perbaikan ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Arut
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Bagian Kedua
Pemakaian Air

Pasal 14

Pemakaian air dalam 1 [Satu) bulan didasarkan pada
penunjukan angka meter air (waler meter] atau
berdasarkan alat ukur air yang ditetapkan dengan
ketentuan tarifl Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten
Kotawaringin Barat,

Dalam hal meter air (water metery tidak berfungsi
sebagaimana mestinya atau tidak dapat dibaca, maka
perhitungan airnya dihitung berdasarkan pemakaian rata-
rata dalam 3 [Tiga) bulan terakhir.

Bagian Ketiga
Pembayaran Rekening Air

Paszsal 15

Tagihan vang tercantum dalam rekening air harus dilunasi
sesual dengan ketentuan tarifl Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dan batas waktu vang
telah ditetapkan.

Pembavaran rekening air mulai tanggal 1 sampai dengan
20 setiap bulan di loket Perumda Air Minum Tirta Arut
Kabupaten Kotawarnngin Barat atau tempat lain yvang
ditunjuk/bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

Waktu pembavaran rekening air sebagaimana tersebut
pada avat (2] di atas, dilakukan di kantor Perumda Air
Minum Tirta Arut setiap hari kerja dan diatur
sebagai berikut :

a. Hari Senin s8/d Kamis  :Pukul 07.30 - 13.00 WIB;

b. Hari Jum'at :Pukul 07.30 - 10.00 WIB;

c. Hari Sabtu :Pukul 07.30 - 12.00 WIB.
Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari minggu/hari
libur, maka penagihan akan diundur pada tanggal 21 atau
hari kerja pertama setelah libur pada bulan vang
bersangkutan,

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 16

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

a.

b.

Hak untuk mendapatkan kualitas air sesuai dengan
ketentuan yvang berlaku,
Hak untuk mendapatkan kuantitas dan kontinyuitas air;
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Hak untuk mendapatkan informasi vang benar dan jelas
berkaitan dengan pelayvanan vang diberikan;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas
pelayanan vang diberikan;

Hak-hak wyang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan lainnya.

Pasal 17

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a.
b.

C.

(1)

12)

Membayar rekening air tepat pada waktunva vang telah
ditetapkan;

[kut menjaga/memelihara instalasi pipa dinas, meter air
|water meter], dan instalasi pipa persil;

Melaporkan segala bentuk perubahan yang terjadi, baik
secara SETEAja maupun tidak sCTIgaja telah
mengakibatkan meter air (water metery sulit dibaca dan
instalasi pipa dinas sulit diketahui.

BAB VIl
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini

dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

a. Pemutusan atau penutupan sementara aliran air
minum;

b. Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum;

c. Denda administratif.

Permmutusan/penutupan sementara aliran air minum dapat

dikenakan apabila :

a. Pelanggan mengajukan permohonan untuk ditutup
atas permintaan sendir;

b. Rekening air tidak dibayar selama 2 ([Dua] bulan
berturut-turut;

c. Pengrusakan segel meter air (water metern);

d. Pelanggan mengunakan pompa hisap atau alat
sejenisnya secara langsung dari pipa dinas maupun
pipa persil.

e. Pelanggan merubah jaringan pipa dinas sedemikian
rupa tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada
pihak Perumda Air Minum Tirta Arut sehingga jaringan
tersebut  tidak memenuhi standar vang telah
ditentukan Perusahaan.

f. Pelanggan mengambil air minum sebelum meter air
(water meter)] atau merubah meter air [water
meter] /membalik posisi meter air (wwaler meter),
membuat meter air (water meter] tidak berfungsi
dengan baik;

g. Pelanggan memindah meter air (water meter) tanpa
seizin dari pihak PDAM *Tirta Arut" Kabupaten
Kotawaringin Barat.
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Pemutusan atau pencabutan instalasi air minum pada

pelanggan dilakukan apabila :

a. Pelanggan vang bersangkutan Dberhenti menjadi
pelanggan air minum;

b. Selama 3 (Tiga] bulan sejak pelanggan dikenakan
sanksi pemutusan  sementara tidak  memenuhi
ketentuan-ketentuan dari Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat;

¢, Jangka waktu pencabutan menjadi langganan dapat
diperpendek  tergantung dari pelanggaran yang
dilakukan oleh pelanggan;

d. Setelah instalasi air minum dicabut kemudiaan
berminat menjadi pelanggan  kembali, maka
sambungan pelanggan tersebut bisa diaktifkan kembali
sesual dengan nama, alamat dan nomor sambung vang
sama dengan melunasi semua tunggakan rekening
serta denda yang menjadi tanggung jawab pelanggan
dan dikenakan iaya bahan vang diperlukan ditambah
upah pemasangan ditetapkan sebagai berikut:

a) Tanpa melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp.
225.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu
Rupiah);

b] Melintasi jalan beraspal/cor sebesar Rp. 300.000,-
(Tiga Ratus Ribu Rupiah).

e, Jangka waktu yang dikenakan penyambungan kembali
sebagaimana tersebut pada Pasal 18 Ayat (3) huruf d
adalah maksimal 3 (Tiga) bulan setelah dilakukan
penutupan sementara;

f. Penyambungan kembali instalasi air minum dilakukan
dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan vang
disebut dalam Pasal 18 Avat (3] haruf d tersebut
diatas;

g Apabila Sambungan Rumah (SR]) berpindah tangan
dapat diaktifkan kembali dengan melunasi segala
plutang vang ada ditambah biaya bahan dan jasa
sehagaimana Pasal 18 ayat (3] huruf d dan dilokasi
tersebut tidak dapat dilavani penyvambungan baru.

Denda administrati§l dikenakan kepada setiap pelanggan

dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Keterlambatan membayvar rekening air minum dari
tanggal vang telah ditetapkan sebagaimana tersebut
pada Pasal 15 ayat (2] diatas dikenakan denda;

b. Besarnya denda sebagaimana dimaksud huruf a adalah
sebesar 12,5% (Dua Belas Koma Lima Persen) dari nilai
rekening air per bulan,

c. Penyambungan kembali sambungan air minum
dikarenakan tindakan penutupan sementara,
dikenakan biayva sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu
Rupiah};

d. Penyambungan kembali untuk sambungan yang ditutup
karena faktor gangguan teknis Perumda Air Minum,
maka kepada pelanggan tersebut tidak dikenakan biayva
pembukaan kembali dan rekening denda;

e. Penggambilan air minum sebelum meter air (water
meter], merubah posisi meter air (water meter] atau
membuat meter air (water mefer] tidak berfungsi
dengan baik, dikenakan denda sebesar tarif pemakaian
200 M? (Dua Ratus Meter Kubik);
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f. Apabila meter air (water meter) ditermukan rusak atau
pecah dan lain-lain yang bukan disebabkan oleh faktor
pabrik/usia dengan sepengetahuaan pelanggan atau
tidak, maka menjadi tanggung jawab pelanggan dengan
mengganti biaya meter air (water meter] sebesar harga
meter air (water meter] vang berlaku sesuail harga
pasar,

g Meter air (water meter] yang dipindahkan tanpa seizin
dari Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten
Kotawaringin Barat dikenakan denda sebesar tarifl
pemakaian 200 M? (Dua Ratus Meter Kubik).

BAB IX
PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AlIR

Pasal 19

(1) Pemeriksaan dan peneliian meter air (water meter) hanya
dapat dilaksanakan oleh petugas Perumda Air Minum
Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat.

(2) Pelanggan air minum dapat mengajukan permintaan
kepada Perumda Air Minum Tirta Arut Kabupaten
Kotawaringin Barat untuk melaksanakan pemeriksaan/
penelitian atas bekerjanya meter air (water meter] yang di
pasang di pelanggan, apabila meragukan kebenarannya
angka meter air (water meter) tersebut.

BAB X
HIDEAN KEBAKARAN

Pasal 20

(1) Hidran kebakaran vang dipasang oleh Perumda Air Minum
Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat dipergunakan
hanva untuk kepentingan Pemadam Kebakaran.

(2} Hidran kebakaran disegel oleh Perumda Air Minum Tirta
Arut Kabupaten Kotawaringin Barat, tetapi sewaktu-waktuy
dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Pemerintah
Daerah dan harus melaporkan kepada Perumda Aur
Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat
selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah segel diputuskan.

BAB X1
HIDRAN UMUM/TERMINAL AIR

Pasal 21

(1) Para pemakai hidran umum/terminal air dilarang
mengalirkan air langsung kerumahnya.

(2) Untuk  daerah-daerah  permukiman yang dinilai
berpenduduk cukup padat dan kemampuan ekonomi
rendah, maka dapat dipasang hidran umum/terminal air.

(3] Pengelolaan hidran umum/terminal air akan diatur dalam
pedoman tersendiri.
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BAB XII
PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Kotawaringin Barat Nomer 37 Tahun 2021 tentang
Pengaturan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Tirta Arut Kabupaten Kotawaringin Barat
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor
37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Oktober 2022

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
trd.
ANANG DIRJO

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 31 Oktober 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.
JUNI GULTOM
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 102

Salinan sesuai dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

/ﬁs}/
BAMBANG WAHYUSUF, S.H.,
NIP. 19760004 200501 1 Q02



Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
FROYINS1 KALIMANTAN TENGAH

FPERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG fJASA

FADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

CENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

8. bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat |2] Peraturan Pemerintah

Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Deerah,
maka pengadaan barang/jasa pada Badan Usaha Millk
Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

b. babwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang
w Pengadaan Barang/Jasa Bagi Badan Usaha Milik

1. Undang-Undang Momor 27 Tahun 1959 tentang penetapan

Undang- Undang Darurat Memor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat [[ di Kalimantan {Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 1953 Nemor 9} sehagai
Undang-Undang {Lembaran Negara republik Indonesia Tahun
1959 Homor 72, Tambahan Lembaran Hegara Republik
Indonesia Homor 1820);

2. Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah [Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 5587), scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang- Undang Momor 9 Tshun 2015
tentang Perubahan  Kedus atas Undang-Undang Momoer 23
Tahun 2014 tentang Pemeénintahan Daerah {Lembaran Negara,
Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lambaran Hegara Republik Indonesia Nomer 5679,

3. Peraturat: Pemerintahh Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

UJsaha Milik Daerah (Lembzwan Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturat Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t4ntang Pengadaan

Bareng/Jasa Pemenntah (Lembaran Negara Eepublik
[ndonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pregiden Nosnor 12 Tahun 2031 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



.

5. Permturan Menteri Dalam Negeno Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan PFeraturan Dalan Negeri Nomor 120
Tabun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentulan
Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2018 Nomor 157),;

6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-
15/MBU /2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Negara Badan LUsaha Milik HWegara Homor FPER-
05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum FPelaksanaan
Fengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;

7. Peraturan Daerah Kabupaten EKotawaringin Barat Nomor é
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangioat
Dasrah Kabupaten Kotawarningin Barat [Lembarany Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Caerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 466). sehagaimana telah diubah dengan Persturan
Daerah Kabupatet: Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021
rentang Perubahan atas Permturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin _ Barat HNomor 6 Tahun 2016  tentang
Perebentukan dan Susunan Perangkat Dasrah Kabupaten
Kotawaringin  Barat (Lembarenn Dasrah  Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Momor 14
Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
iLembaran Dasrah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2019 MNomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Homor 98],

9. Peraturan Daerah Kabupaten Hotawaringin Barat Nomor 6
Tahun 2020 tentang Perusahsan Umum Dacrah Bank
Perkreditan Rakyat Marunting Sejahtera (Lembaran Daersh
kabupaten Kotawaringit: Barat Tahuwn 2020 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Memor 112);

138, Peraturan Dacrah Kabupaten Keotawaringin Barat Nomor 11
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Arut [Lembaran Daerah Eabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2020 MNomor 1§, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupater: Kotawaringin Barat Romor 13 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPAT] TENTANG PEDOMAN FPENGADAAN
BARANG /JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAE |
KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kotawaringin Barat.
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. Pemerintah Daerah adalah Eepala Daerah sebegai unaur

penvelernggara pemerintabian  daerah  yang tnemimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahanan  vang menjadi
kewenangan dasrah otonom.

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.

Dewan Pengawas adalah orgen perusahasn umum Daerah
yang bertugas melakuksn pengawasan dan memberikan
nagihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan
pEoguruean perusahaan umum Daergh.

Direksi adalah organ BUMD vang bertanggung jawab atas
pengurusa: BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD
serta mewakili BUMD baik &i dalam maupun 4l luar
pengedilan seauai dengan ketetituan anggaran dasar
Badan Usaba Milik Daerah yang selanjutmya disingkat
BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

. Pengadaan Barang/Jasa adalah  kegiatan  unnuk

memperoleh Barang/Jasa yang dibutuhkan ofeh BUMD
dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman, hibah,
dan/atau penvertaan modal baik yang dilaksanakan
asecara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh Kegiatan untuk mempercleb
barang/jasa, meliputi pengadesn barang, pekerjaan
konatruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya.

- Eencana Umum  Pengadasn  Barang/Jasa vang

selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencens
Pengadaan Barang/Jass vang akan dilaksanakan oleh
BUMD,

. Pengguna Anggaran yang selanjutiwa dismglat PA adalah

selaku Direkri pejabat pemegang kewehangatl pengguna
anggaran di BUMD.

Kuasa Pengpuna Anggaran yang selanjuinya disingkat
KPA adalah pejabat yeng memperoleh kuasa untuk
melakeanakan kewenangan dan  fanggung  jawab
Pengguna Anggaran.

Fejabat Fembuat Komitmern yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang diberd kewenangan oleh PA/KPA
untult  mengaanbil  keputusan danfatan  melakukan
tindakann yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran BUMD.

Pejabat Pengadann adalah pejabat administrasi/pejabat
fungsipnal fpersonel yang bertugas melaksanakan
Pengadasan Langsung den Penunjultan Langsung.
Kelompok Kerja Pemillhan vang selanjuimnya disebut Pokja
Pemilihan adalah sumber daya manvsia yang ditetapkan
oleh Direksi untuk mengsiola pemilihan penyedia.

Tim Teknis adalah Tin BUMD wyang membantu Pokja
Pemillhan dalam proses peogadaan harang/ konsouksif
Jasa konaubtansi atau -Jasa Leinnys.

Penyedia Barang/Jasa adalah Pelaku Usaha yang
menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
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Barang adalah sctiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipaleai, dipergunakan Atau
dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalaby Keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliput pembangunan, pengoperasian,
pemeliharean, pembonglkaran, dan pembangunan kembali
suatu bengunan.

Jasa Eonsultansi adalab jasa layanan profesional yang
membutubhkan keshlian  tertentn  dibeybagai  bidang
keilmuan yang mengutamekan adanya olah pikir.

Jasa lainnya adalah Jasa non-konsultansi atau jasa vang
membutuhkan peralatan, metodelogi khusus, danfatau
ksterampilan dalarn auatu gistem tata helola yang telah
dikenal lwaz di dunia uwsaha untuk menyelesaikan suata
pekerjaan.

Hartga Perkirnan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Direlsi.

Pengadaan Langsung adalah salah satu matode pamiliban
pengadasn  bareng/jasa langsung kepade penyedia
barang/jasa tanpa melalui proses pelelangan atau seleksi
menggunakan penunjukan  langsung oleh  pejabat
pengadaan.

Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan uniuk
mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan  Konstruksif
Jasa KonsultansifJase Leinnya dalam keadaan tertentu.
Seleksi pdalsh metode pemilhan untuk mendapatkan
Penyvedia Jasa Konsultansi,

Tender adalah metode pemiliban untuk mendapatkan
penyedia bareng/pekenjaan konseruksifjasa lainnya.
Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjuimya
disebut Eontrak adadah pecjanjian tertulis antara Direksi
dengan Penyedia Barang/.Jasa ataw pelaksana swakelota
Best practice merupskan upays pelaksanaan pengadaan
barang/jpsa pada BUMD 4 Kabupaten Kotawaringit
Barat dengan ¢are yeng paling ofisien dan stektd untuk
mendapatkan hasil terbaik sesusai dengan prosedur.
Pembelian Langsung adalah metode pengadasn yang
dilaksanakan dengan carm membeli/membayar langsung
kepada saty penyedia tanpa permintsan penawsaran.
Peniyelenggaraan Swakelola adalah tim VANE
menyelenggarakan keglatan swakelola,

BAR 11
RUANG LINGEUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdins atas:
a, Prinsip, Kode etk, dan kebijakan pengadaan
barang/jasa;
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b. pelaku Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

BaB I
Bagian Kesatu
PRINSIF PENGADAAN BARANG fJASA

Pasal 3

(1] Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagad
bertkut:

elisten,

efeltil’

transparan;

terbuka;

beraaing;

. adil; dan

g. akuntabel,

~pangw

Bagian Kadua,
KODE ETIK

Fasal 4

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadean Barang/.Jasa
rivttnatubi etika sebagai beriku:

a. melalsanakan tugag secara tertib disertai rasa tanggung
jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran  dan
ketepatan tujuan Pengadaan BarangfJasa;

b, bekerja ascara profesional, mardiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifamya harus
dirahasmakan untuk méncegah PenyLnpangan
Pengadaan Barang/Jasa;

¢. tidak saling mempetigaruhi baik langsung mupun tidak
lngsung yang berakibat persaingan usaha tGdak sehat;

4. menerima dat bertanggungawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis
pihak yang teckait;

« menghindzri dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung
manpun tkdak langsung yang beraldbat persaingan
usahs tidak sehat dalarn Pengadaan Barang/Jasa;

. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
keabocoran keuangan BUMD;

£ menghindar dan mencegah penyalahgunsan wewenang
dan/atau kolusi; dan
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h. bdak menerima, tddak menawarken atau  tidak

menfanjikan untuk memberi atau menerima  hadiah,
mbalan komisi, rabat dan apa saja dan atau kepada
siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaltan
dengan Pengadaan Barang/Jasa.

(21 Pertentangan kepentingan pikak yang terkait sebagaimare
dimaksud pade ayai (1) huruf ¢, dalars hal:

a. Direksi, Dewan Pengawas, atau persctrel inti pada suatu

badan wusaha merangkap sebagai Direksi, Dewan
Pengawas/Komisaria, atau personel ind pada badan
usaha lain yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama;

 konsulkan  perencana/pengawaz  dalam  Peketjaan

konstruksi bertindak schagai  pelaksana Pekegaan
Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali
dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;

- konsultan manajemen konstruksi berperan  sebagai

konsultan perencana;

. Dhreksi/Fokja  Pemilihan/Pejabat  Pengadaan  baik

langsung maupun tidel langsung mengendalikan atau
menjalankan badan usaha Penyvedia; dan/atau

. beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi

yang sama, dikendsalikan baikk langsung maupun tidak
langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan
sahamnya leblh dari 50% {lima pulubh persen) dikuasai

oleh pemegang saham yang sana.

Bagian Ketga
Kebljakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal S

(1) Kebijakan pengedaan barangfjasa meliputi:
a. memberikan permenuhan nilai manfaat  vang

{2)

b.

sebesarbesamya (Value for Money);

memperhatikan  ketepatan  wakin, ketepatan  jumlab,
keatepatan mutu dan kewejaran harga;

membenkan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha
Kacil, dan Usaba Menengah;

. mendorong penggunaan barang/jesa dalam negeri dan

Standar Hasional Indonesia (SN

pengadasn  barangfjasa  wajib  dilaksanakan secam
elekironili menggunakan faszilitasi LPSE.

disesualkatr dengmey karaktenstik dan bisnis proses

BUMD dengan mengacu pada best practice pengadasn
vang berlaku.

Kewajliban menggunakan produk dalam negeri dengan
Tingkat Komponen Dalam MNegeni minimum 25%, apabila
terdapat produk dengan btingkat koemponen dalam negen dan
bobot madifaat prrusahasn sanmum 402,
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(3} Kewgjiban menggunakan fasilitasi LPSE secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, apabila pengadaan
barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja sebagian
atau seluruhnya dam APBN /APBRD.

BABR 1V
PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu

Pelaku PBJ
Pasal 6
Pelaku pengadaan Barang/.Jasa terdiri atas:
FA,
KPA;
FPK,
Priabat Pengadaan;
Penyelengeara Swalelola;
Fenyedia; dan

P&

LRI

Kelopok Kerja Pemillhan.

Bagian Kedua
Pengauna Anggaran

Pasal 7

sebagaimana dimadcoud dalaom Fasal 6 ayat (1) hurul a

memililn tugaa dan kewenangat:

&,

=

—ETrS @3 e

melakukan tndakan yang mengakibatkan pengeluaran
angraran belanja;

mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam  batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan;

matetapkan perencanaan pengadasn:

menetapkan dan mengumumkan BLUP,

metetapkan kelompok kerla pemilihan,

melaksanakan konsolidas Pengadaan Barang fJasa,
menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi
ulang gagal;

menestapkan PPK;

menetapkan Pejabat Pengadaan,

menetapkan penyebmggara Swakelola;

menyatakan Tender gagal /Selekai gagal, dan

menetapkan pemenang pemilihan/Penvedia untuk metode
perillhan:

¢+ Tender untuk paket Pengadaan Barang [ Pekatjaan
Konstruksi / Jasa Lainnys dengan nilai Pagy Anggaran
diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar nipiaty

+ Seleksi untuk paket Pengadaan Jasa Konsultanei dengan
nilai Pagy Anggaran diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiahg; atau

+ Peonjukan Langaung tanpa batasan.
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Bagian Xetiga
Kuasa Pengiuina Angeacon

Pasal 8

(1) KPA sshagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b pada
BUMD melaksanakan pendelegasian sesual dengan pelimpahan
dari PA

(2} 3eladn kewenangan ssbagadmans dimalesud pads avat (1), KPA
berwenang menjawab sangeah banding peserta Tender Palcarjaan
Konstrulbisi.

(3} KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} yang terkadt dengan:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
angearan belanja; dan fatan
b, mengadakan penanfan deogan pihak lain dalam batas
anggaran belanja vang telah divetaplkan.
{4) KPA dapat dibanty oleh Tim Teknis.
(5] Dalam hal tGdak ada peraone]l yang dapat ditumjuk sebagad
FPK. EPA dapat merangkap sehagai PFR.

Baglan Kesmpat
Pajabat Pambuat Komitinen

FPaszal 9

|1} PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagsimana dimeksud
dalam Pasal & ayat [1) huruf ¢ memilild haigas:
a. menyusun psréencanaan pengadaniy;
b. menstapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acruan Kerja
(KAK);
c. menetapkan rancangan kobtrak;
menstaplian HFS;
menstapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan
kepada Penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,
menetapkan tim teknis;
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Baratg/fJass,
mengendalikan Kontrak,
melaporkan pelaksanaan dan penyelezaian  kegiatan
kepada PA/KPA:
k. menyerahkanhasl pekerjaan pelaksanaan kegiatan
kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
1. menyimpan dan menjaga keutuhady s¢luruh dokumen
pelaksanaan kegiatan, dan
. menilai kinerja Penyedia.
2) Selain melaksanakaty tugas schagaimana dimaksud pada
ayat (1), PFK melaksanskan tugas pelimpahan kewenangan
dari PA/KPA, meliputi;

a o

T
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a. melakukan tindakan yang mengeicbatkan pengeluaran
anggaran belanija; dan
b. mengadakan dan menstapken perjanjian dengan pihak
lain dalam batas anggeran belanja yeng telah ditetapkan.
3] PPE dalamn melaksanakan tugas sehagaimana dimadsud pada
avat (1) dapat dibantu odeh Tim Teknis.

Bagian Kehina
Pejabat Pengadaan

Pasal 10

Pejabat Pengadean dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pagal & humaf d memiliki Tugas:

a. metaksanakan persiapan dan pelaksansan pengadaan
langsung  untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan
EontruksifJass Lainnya; dan

b melaksanakan perslapan dan  pelaksanasn  pengadaan
langmung untuk pengadaan Jfasa Komsultansi.

Pazal 11

Datam hal BUMD tidak mempunyal Suinber Daya Manusia {SDM)
vang memiliki sertifikasi dasar, Pejabat Pengadaan dapat
menggunalan tenaga diluar BUMD, kecuali pembelian langsung

cleb Pengguna Anggaran (FA).

Bagan Keenam
Penyelenggara Swakelola

Pasal L2

(1] Penyelenggara Swakelola sebagaimana dimaksud
dadatn Pasal 7 huaruf | terditd atas:
a. tim persiapan;
b. tim petakaana, dan/atau
c. timn pengawas,

2] Timn persiapan =cbagaimans dimaksud pada ayat (1} huruf a
memibki tugas menyusun sasaran, rencana Kegiatan, jadwal
pelaksenaat, dan rencana aaya.

(3] Tim pelakzana sebagaimana dmaksud pada ayat {1) buruf b
memiliki tugas melaksanakan, mercatat, mengsvaluasi, dan
melaporkan sscara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan
dan penyerapan anggaran,

{4) Tim pengewas sebagaimana dimaksud pada avat (1} huruf ¢
memiliki tugas mengawast persiapan dan pelaksanaan fisik
maupun administrasi Swakelola.
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Bagan ketujuh
Penyedia
Pasal 13

{1) Penyedia sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g wajib
memenuhi  kualifikasi sesuai dengan BarangfJasa yang
diadakan dan sasual dengan ketentuan peraturan perundang
undangan-

{2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertanggung
jawab atas:

a. pelaksanaan Komrak,

b. Injalitas Barang/Jasn;

¢, ketepatan perhitungan jumlah ataun volume;
d. ketepatan wakin penyerahan, dan

e ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Kegja, Pemilihan

Paszal 14

(1) Pokja Pemiklihan dalam Pengadaan Barang/Jase achagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 hurul g memitiki iugas:
a. melaksanakan persiapan dan  pelalsanaan pemilihan
Penyedia;

b. melaksanakan  persiapan dan pefaksanaan pemilihan
Penyedia untuk katalog elekironik; dan

c. menstapkan permnensng pemilihanfPenyedia untuk matode
pemilibiaty:

1. Tender/Penunjukan Langaung untuk paket Pengadaan
Barung/Pekerjuan KonstrukaifJasa Lainnya dengan nilai
Pagu Anggaran pahng banyak Rpl100.000.000.000,00

[seratus miliar rupiah); dan
2. Seleksif Penunjukan Langsung untuk paling milier
paket Pengadaan Jasa Konsultans dengan nilai Pagu
Anggaran paling banyek Rp 14000 00000000 (zepuluh
miliar rupiah).
(2] Polga Pemillhan sebagaimana dimaksud pada ayar  {1)
beranggotaltan 3 (tga] orang.
(3] Dalam hal berdasarksn pertimbangsn kompleksitaa pemilihan
Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat |2] dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
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(4 Polkja Pemilibat dapat dibantu oleh tim atau tanaga ahli

BAB ¥
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

(1} Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan
penyedia yang terdini atas:

a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yvang bersilat
nitin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli
langsung kepada penyedia barang/jasa, untuk nilai paling
banyak sampai Rp. 1.000.000.000,00 {satu milyar rupiah),

b. pengadaan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang
bersifat sederhana yang dilakukesn  dengan  cara
membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;

<. penunjukan langsung, yaitu pengadaan barang/jasa yang
dilakukan untuk pengedasn barang/jasa yang bersifat
khusus atay dalam |leadaan tertenta, dimana proses

pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilabukan;

d. tender, vaitu pengadaan barang/konsiruksifjasa lainnya

vang dilakgkan dengan cam mengundang penyedia
harang/fjasa untuk menwampailods penawarall | seCara
terbukaa;

e. selekai, yaity pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan
dengan cara mengundang penyedie barang/jasa  untuk
menyampalkan penawaran secara terbuka;

(2) Ketentuan, lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengadaan
harang/jasa ditetapkan dengan Peraturan Direksi,

BAB ¥
EETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

1] Standar harga kebutuhan Barang/Jasa BUMD berpedoman
pada standar satuan hatga Daerah yang berkalu,

i2) Dalam hal Pengadean Baraog/Jasa yang dibutuhkan BUMD
tidak termuat dalam standar satuan harga Daerah ditetapkan
dengan Keputusan Crireksi.

{3) Biaya Pengadaan Barang/Jasa BUMD dibebankan pada
anggaran BUMDC.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,
ttd.
NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

tid.
SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59




bV .54 _
ST =Nl

ad (WEeY
g T e 03 K B T ohupes gl g s :'_--'Iu'-' L
Lo TS ST IT N TSI 0 ot U Lot ) et B T WL L LT L =
Al s gakdniti e SISa T ey NEEall i Ve ds daTe e

(T=_E R L P " s En

RO, P TS e e R
PRI LY gl T T PR

TawaA ML 2 WATI = [T 19
i

il L 14 ST

o b il . g
g - 1 a o= barliip s
Ls
il ALk
M = Ly oL VAT Y gLy, o R AL T Pl
"




PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 2 Telepon Ne. 21126
PANGHKALAN BUN 74112

Pangkalon Bun, 29 Juli 2022

Kepada,
Yth. 1. Kepaln Dinas Pendidikon dan Kebudaynan
Kah. Kotowaringin Bart
2. Mimpinan Perbankan
5S¢ Kotawaringin Barnt
(schagmmana Daflar Terlampir)
di -
Pangkalan Ban

SUHAT EDARAN
NOMOMR : S 249-20 Kl

TENTANG
\ PROGRAM SATU REKENING SATU PELAIAR (KEJAR)

Memperhatikan Keputusan Preciden Republik Indonesia Nomaor - 26 Tahun 2019 teriang Har
]ndml}r.'iiu Menabung, Surat Edaran Darektorat Jenderal Peschidikan Dhisar dan Menengah Kementerian
Pendidikan dan Kehudovaon Republik Indonesin Momar 581 1,101K/2019 tentang Program Simpanan
Pelajar dan Sumt Edaran Sekretaniat Daerab Pemenntah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor
FTUBRVADBANG20 tanggal 9 September 2020 tentang Program Satu Rekening Satu Pelnjar
(REJARY. dopat dissmpaikan bahwa Lembaga Jasa hewangan oi wilavah Privins: Kalimantan Tengah
Khususnya Perbankan, telah melakokan berbagar kegiatan untik mﬁningkmknn Literasi dan Inklus
pasdda tingkat Pelujar melalui Program Simpanan Pelajar (Simbel)

Jumlah siswa S0, MI, SMI* dan M1 Talwen 202073027 kabupaten Kolawaringin Barat
sebanyak 47.007 siswa, scdangkan penctrasi Propram Simpanan Peélajar (SimPel) di Kabupaten
Kotavaringin Barat Tabun 2021 sebanyak 28351 nasabah atau 603 ©, dan jumlah siswa di Kabupaien
hotawaringin Barat, Hol ini menandakan masih hanyak murid vang belam terjangkau oleh Perbankan
{d:p ::;Iﬁm mendapal pelatiban atau sosilisasi budavn menabung melnl Mrogram Simpanan Pelajar

SimPel).

Sehubumgan dengan hol tersebat & slas, dalom mnghka meningkatkan dan me il
i i : o an
literas: dan IrIHIlL'iI pada tingkot Pelajar melalu Program Simpanan Pelajar {SimPel) Wr“rllﬁsmjﬂhﬂtg
Program Pemerintah Satu Rekening Sata Pelajar (KEJAR i Wilaval Kabupaten Kotawaringin Barat
dihorapkan ; -
I Pimpsnan Perbankan mendokung denpan melsksanakan Sostalisasi Program S P
(SimPel)di sekolah sekolah gram Sumpanan Pelajor
2 ]‘:E[H.Ih] Dinas Pendidikan dun Bebedsyaan Kob H""T‘-"llfll‘l[!lll Fearat dan S s
i ' A dopat Berpanisipasi okl
m:n:u;udl-_:un ]!I.ul_a].-u mennhung melals pembokann kepemilikan rehening Program E’;mmmn
" ::;T—l:r ﬁ!ml"ul-'ﬂ;ml':[ 113) nleh peserta didik, di seluruh sekolab/satuan pendidikan,
3 akukan monionng dan evaluasi secarn berkelanuian wniok  penvempin
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) PeliycrpITmant pelalkisonin

Dremikian Sural Edaran ini disamypaikan atas kerasamanya disampaikon terimakasih,

— SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Coprrabiyd s g Dan r oo


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
FROVINGSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR ; 500/006 /Ek.
TENTANG

PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGG! LIQUIFIED PETROLEUM GAS
TABUNG 3 (TIGA] KILOGRAM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menimbang

Mengingat

H

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 A
ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyedia dan
Pendistribusian Liguiffed Petroletrn Gos menyebutkan
bahwa dengan memperhatikan kondizsi daerah, daya beli
masvarakat dan marjin yang wajar serta sarana dan
fasilitas penyvedia dan pendistribusian LPG Tabung 3 [Hgs)
Kilogramm, Pemerintash Daerah Provinsi  bersama
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan
Harga Eceran Tertinggi [(HET) LPG Tabung 3 [Hga)
Eilogram untuk pengguna LPG Tabung 3 [Hga] Hilogram
pada titk sereh di sub penyalur Liguified Petroleum Gas
Tabung 3 (tiga) Kilogram;

bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi penyesuaian
Harga Eceran Tertinggi Liguified Petroleum Gas Tabung 3
(Hea) Kilogram Eabupaten Kotawaringin Barat, perlu
diatur Harga Eceran Tertinggi (HET] pada tingkat
Panglkalan di Kabupaten Kotawaringin Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan EKeputusan
Bupati tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Liquified
Petroleum Gas Tabung 3 (tiga) Kilogram di Kabupaten
Kotawaringin Barat;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Nemor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Ealimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahunl959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1320);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minvak
dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4152);



Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Incdonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomeor 5587); sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomer | ‘Tahun 2023 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Momor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomeor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Ilerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Momor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
4436), sebapaimana telah diubah dengan FPeraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir dan Gas Bumi (Lembaran Negara
Republik Tndonesia Tahun 2009 Nomaor 59, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4996);

. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang

Penyedizan Pendistribusian dan Penetapan Harga
Liquified Petroleuwm Gas Tabung 3 Kilogram, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tabun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian,
dan Penetapan Harga Liguefied Petroleum Gas Tabung 3
Kilogram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 170);
. Peraturan Menteri Epergi dan Sumber Dayva Mineral
Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG
Tabung 3 [Tiga] Kilegram Untuk Keperluan Eumah Tangga
dan Usaha Mikro;
. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Dayva Mineral
Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan
Pendistribusian Liguified Pelrolenm Gas (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Nomor
28 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26
Tehun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistnibusian
Liguiefied Petroleum Gas [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202] Nomer 1155);
. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036),
sebagnimana telah diubah dengan Peraturan Menterd
Dalam Megeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor B0 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hulkum Dasrah
[Berita MNegara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor
157);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6

11.

12.

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten HKotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2016 MNomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomeor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor & Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kotawarngin Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Hukum Daerah
{Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomar 98);

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2022 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

: Menetapkan Harga Eceran Tertinggl Liguified Petroleum Gas

Tabung 3 {Tlga] Kilogram di Eabupaten Eotawaringin Barat,
dengan rincian harga sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan
dari Keputusan Bupati ini.

: Rincian Harga Eceran Tertingg (HET) Liquified Petroleum

Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram sebagaimana dimaksud
diktum KESATU merupakan Harga Eceran Tertinggi (HET)
pada tingkatan Pangkalan Liguiffed Petroleum Gas [LPG)
Tabung 3 {Tiga) Kilogram di masing-masing Kecamatan,

: Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UKM, Kepala Bagian Perckonomian dan SDA Sekretariat
Daerah Kabupaten EKotawaringin Barat, Camat dan
Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Kotawaringin Barat
melakukan pengawasan sesuai dengan keputusan ini.

: Keputusan DBupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 500095 /Ek.

TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN
TERTINGG| LIQUIFIED FETROLEUM GAS
TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM DI
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

RINCIAN HARGA ECERAN TERTINGGI LIQUIFIED PETROLEUM GAS TABUNG 3
[TIGA] KILOGRAM DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KOMPONEN HET LIQUIFIED

NO. | KECAMATAN PETROLEUM

HARGA ECERAN TERTINGGI [HET) GAS (LPQ|
1 2 3 P

1. | Art Selatan - HET Agen 12.750,-
- Onghkos angloat ke Pangkalan 6.000,-
- Penjualan Agen 18.750,-
- Keuntungan Pangkalan 4.250,-
HET Pangkalan 23.000,-
2. | Kumai — HET Agen 12.750,-
- Omgkos angkut ke Pangkalan 6.000,-
- Penjualan Agen 18.750,-
- EKeuntungan Panglkalan 4,250,
HET Pangkalan 23.000, -
3. | Pangkalan Lada | - HET Agen ' 12.750,-
- Onghos anglut ke Pangkalan 6.000,-
- Penjualan Agen 18.750,-
- Keuntungsam Pangkalan 4.2350,-
HET Pangkalan 23.000,-
4, Pangkalan - HET Agen 12.750,-
Banteng - Onghos angkut ke Pangkalan 6.000,-
- Penjualan Agen 18,750,
Keuntungan Panglkalan 4,250,
HET Panghalan 33.000,-
5, | Kotawaringin HET Agen 12.750,-
Jama Ongkos angkut ke Panghkalan £.000,-
- Penjualan Agen 20.750,-
Keuntungan Pangkalan 4.250,-
HET Panglkalan 25004, -




Arut LTtara

- HET Agen 12.750,-
= Ongkos anghut ke Pangkalan 8.00:0,-
- Penjualan Apen 20.750,-
- Keuntungan Pangkalan 4.250,-
HET Panglalan 25.000,-




FEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jolmie Sutan Syafrie Nix, 2 Telepon [O5320 21126, 25750 Fax, 10532021001
PANGEALAN BUN - KALIMANTAN TENGAH

Pongkulan Hun, 22 Ageerny 2022
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KATA PENGANTAR

Puji syulour senantinss kita panjatkan kehadimt Allsh SWT korene stas limpehan mhmat dan
kanmin-Nya, schinggs Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyamkat pads Bagian Kesejohteraan
Rakyat Sckretariat Daerah Ksbupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 dapat diselesaikan.

Survei Kepussan Masyarkat (SKM) vang diteangkan dalam Indeks Kepuasan Mesyarakal
(M), metupakan salab saty indikator yang digunskan untuk menils kinerjn penyelengpars
pelayanan. Disamping i, (KM bemujusn ontuk mengukur tingkst kepuasan masyarakar sebagi
penppuns lavanan sehingga dapat digunoken bapi penyclenggars pelevanan publik untuk
meningkatkan kualitas pelayanan,

Kami menysdar hahwa dalam pelaksanaan survei ini masih banyak terdapat kekurangan,
namun dan hasil survei tersebut dapat memberikan gombarmn secara wmum kaalites kinerja layasen
yang diberikan clch Bagian Kescjahtersan Rakyat mntuk masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barsr,
dengan segala hal vang masik perln diperbaild dan ditinglentkan, Sehingga kami menghnarapkan
keritik, saran den masukan yang bersifi membangun demi pelaksanasn servei dimass mendatang,

Akhirmya semoga laposan hasil Survel Kepuasan Masyarakat ini dapat bermanfaa: dan mengads
ralah sstu refurensi / rekomendasi dalom pengambilan kebijakan ustuk perbaikan kuslives kimera
layanan pada Bagien Kescjshierann Rakyat Sckretariat Daersh Kabupaten Kotawaringin Baret ke
depannya.

Pangkalan Bun, Desember 20322

Pl Kepala Bagion Kesejohiersn Rokywt
Sckretariat Daerah n Kotaworingin Barat
TN JAYADIL SH

NIF. 19660630 198903 1 013
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tugas, pokok dan fungsi Bagian Kesegjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melakukan pelayanan administrasi pemberian bantuan
hibah di bidang keagamaan. Sebagai penyelenggara pelayanan dituntut untuk senantiasa
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan adanya perkembangan teknologi dan
tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan maka penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk
memenuhi  harapan masyarakat yang selama ini dirasskan belum memenuhi harapan
masyarakat tersebut.

Suatu pelayanan dinilai memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi
kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat dijadikan acuan bagi
berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu penyelenggara
pelayanan publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan maka perlu
dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Hal ini dilaksanakan untuk
mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat sehingga
diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki kualitas pelayanan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik khususnya yang
mengatur asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah dengan melaksanakan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM dilaksanakan untuk mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan
publik.

Pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Peraturan ini mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrass Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap
Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang dipandang tidak operasional dan memerlukan
penjabaran teknis dalam pelaksanaannya.

Melalui survei ini diharapkan mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna
layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik serta mendorong penyelenggara
pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan lebih inovatif sehingga tingkat
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dapat terukur khususnya pada Bagian
Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021



B. Maksud dan Tujuan Survel K epuasan M asyar akat

Maksud penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Bagian
Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah untuk
mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan terutama
pelayanan hibah sehingga dapat dijadikan acuan bagi penyelenggaraan pelayanan publik untuk
lebih meningkatkan kualitas pelayanan pada masa mendatang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam survei kepuasan terhadap kualitas pelayanan ini adalah:
1. Mengetahui hasil kinerja pelayanan yang telah dilakukan;

2. Mengetahui keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menentukan wujud,
karakter dan sistem pelayanan yang memuaskan,

3. Melakukan pemetaan terhadap masing-masing sumber daya potensial (SDM, sarana-
prasarana, sistem pelayanan, kebijakan pelayanan, dan lainnya) tentang kelebihan dan
kekurangan masing-masing sumber daya secara akurat dan efektif;

4.  Untuk mengetahui faktor-faktor sumber daya potensial yang berpengaruh terhadap
kepuasan masyarakat.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan survei kepuasan masyarakat terhadap kualitas
pelayanan, antaralain:

1  Mengetahui kinerja pelayanan yang dilakukan sehingga dapat ditingkatkan menjadi lebih
baik lagi;

2  Keinginan masyarakat dalam menentukan wujud, karakter dan sistem pelayanan
memuaskan dapat terwujud;

3  Pemetaan terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing sumber daya potensial
(SDM, Sarana- Prasarana, Sistem Pelayanan, Kebijakan pelayanan, dil) secara akurat dan
efektif dapat membawa perubahan lebih baik terhadap kualitas pelayanan;

4. Faktor-faktor sumber daya potensial yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat
dapat diketahui yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan sistem pelayanan lebih
baik lagi.

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021



BAB |1
METODOLOGI SURVEI

A. Ruang Lingkup

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan terkait pelayanan administrasi
pemberian bantuan hibah di bidang keagamaan pada Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dari bulan Juli
sampai dengan Desember 2022. Populasi dalam survel ini adalah Badan, Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan penerima hibah berupa uang dari Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah populasi sebanyak 59 lembaga.
Metode sampling yang digunakan adalah stratified random sampling. Jumlah sampel dalam
survel sebanyak 52 responden berdasarkan tabel sampel Morgan dan Krejcie.

Data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari data primer yang diperoleh
dengan menggunakan kuesioner. Adapun kuesioner yang digunakan dalam survei ini mengacu
pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
tahun 2017 yang terdiri atas 9 unsur, meliputi :

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan,
baik persyaratan teknis maupun administratif;

2.  Sistem, mekanisme dan prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi
dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;

3. Waktu penyelesaian, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;

4. Biayaltarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus
dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan
berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil
dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;

6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;

8.  Penanganan pengaduan, saran dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut;

9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud
dan tujuan yang meliputi benda-benda bergerak (komputer, mesin). Prasarana adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, yang
meliputi benda-benda yang tidak bergerak (gedung).
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B. Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam survei ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan
pengukuran menggunakan skala Likert. Pada skala Likert responden diminta untuk
menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah
satu pilihan yang tersedia. Skala kuesioner memiliki bobot nilai 1 (satu) sampai dengan 4
(empat) menggunakan kategori pilihan a, b, ¢, dan d.

Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan kembali untuk mengetahui data yang
belum lengkap kebenarannya, selanjutnya data tersebut diolah. Pengolahan data Nilai IKM
dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur
pelayanan. Variabel yang dikaji merupakan unsur-unsur pelayanan berjumlah 9 (sembilan)
buah. Setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata _ __Jumlah Bobot _ 1
tertimbang

=0,1111

Jumlah Unsur

Nilai rata-rata tertimbang yang dihitung untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan
menggunakan rumus sebagai berikut:

Total dari Nilai Persepsi Per Unsur
IKM = x Nilai penimbang
Total unsur yang terisi

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 — 100 maka
hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai
berikut:

IKM Unit pelayanan x 25

Mutu pelayanan dikelompokkan menurut kategori Indeks Kepuasan Masyarakat

sebagai berikut:

Tabel 1. Nila Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan
Kinerja Unit Pelayanan

Nilai | Nilai Interval Nilai Interyal Mutu Kinerja Unit
Persepsi Konversi Pelayanan Pelayanan
1 1,00-2,5996 | 25,00- 64,99 D Tidak Baik
2 2,603,064 | 65,00- 76,60 C Kurang Baik
3 3,0644 - 3,532 | 76,61 -88,30 B Baik
4 3,5324 - 4,00 88,31 - 100 A Sangat Baik

Sumber : Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017

Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis data kuantitatif
didapat dari pengolahan data kuesioner menggunakan Microsoft Excel kemudian hasilnya
disgjikan secara deskriptif dengan menggunakan tabel dan grafik. Sedangkan analisis
kualitatif merupakan hasil pengolahan data yang diambil dari pernyataan responden dalam

kolom saran dan masukan yang ada pada kuesioner SKM.
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HASIL SURVEI DAN PEMBAHASAN

A. Deskrips Karakteristik Responden
Pengolahan data dilakukan dengan melakukan penyaringan kuesioner dari 52

kuesioner. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh data primer mengenai karakteristik
responden yang masuk dalam survei ini meliputi: jenis kelamin, usia, pendidikan terkahir,
dan pekerjaan utama. Deskripsi karakteristik responden dalam survei ini sebagai berikut :

1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden
Tabel 2. Distribus Frekuens Jenis Kelamin Responden

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Vvalid | Laki-laki 48 92% 92,0 92,0
Perempuan 4 8% 8,0 100,0
Total 52 100,0 100,0
Grafik 1. Distribusi Jenis Kelamin Responden
.
Perempuan

8%

Laki-laki
92%

= Laki-laki

= Perempuan

Berdasarkan karakteristik jenis kelamin dari 52 responden adalah laki-laki sebanyak
48 orang (92%) dan perempuan sebanyak 4 orang (8%) yang distribusinya dapat dilihat pada
tabel 2. Dari Grafik 1 diketahui bahwa responden perempuan lebih sedikit dibandingkan
responden L aki-laki.

2. Karakteristik Umur Responden
Tabe 3. Distribus Frekuens Umur Responden

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
Valid 26-35Thn 7 13% 13,0 13,0
36-45Thn 20 38% 38,0 51,0
46 —55 Thn 13 25% 25,0 76,0
>55Thn 12 23% 23,0 100,0
Total 52 100,0 100,0
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Grafik 2. Distribusi Umur Responden
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3. Karakteristik Pendidikan Terakhir Responden
Tabel 4. Distribus Frekuens Pendidikan Terakhir Responden

>55 Tahun

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa responden dengan kelompok umur 26 — 35 tahun
sebanyak 7 orang (13%), kelompok umur 36 — 45 tahun sebanyak 20 orang (38%), kelompok
umur 46 — 55 tahun sebanyak 13 orang (25%), dan kelompok umur di atas 55 tahun
sebanyak 12 orang (12%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden yang paling banyak
adalah kelompok umur 36 — 45 tahun sebesar 38% dan yang paling sedikit pada kelompok

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent

Valid SD 1 2% 2,0 2,0
SMP 3 6% 6,0 8,0
SMA 24 46% 46,0 54,0
D3 1 2% 2,0 56,0
S1 22 42% 42,0 98,0
S2-S3 1 2% 2,0 100.0
Total 52 100.0 100.0

Grafik 3. Distribusi Tingkat Pendidikan Responden
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Karakteristik pendidikan terakhir dari 52 responden dalam survei ini adalah SD sebanyak
1 orang (2%), SMP sebanyak 3 orang (6%), SMA sebanyak 24 orang (46%), Diploma 3
sebanyak 1 orang (2%), S1 sebanyak 22 orang (42%), dan S2- S3 sebanyak 1 orang (2%) yang
dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya sebaran pendidikan terakhir responden dari yang paling
banyak sampai yang paling sedikit secara berturut- turut adalah SMA, S1, SMP, SD, D3, dan
terakhir S2-S3 (lihat Grafik 3).

3. Karakteristik Pekerjaan Utama Responden
Tabel 5. Distribus Frekuensi Pekerjaan Utama Responden

Frequency Percent Valid Percent | Cumulative Percent
valid PNS 16 31% 31,0 31,0
TNI 1 2% 2,0 33,0
Karyawan Swasta 5 10% 10,0 43,0
Swasta 14 27% 27,0 70,0
Wirausaha 16 31% 31,0 100,0
Total 52 100,00 100,00

Grafik 4. Distribusi Jenis Pekerjaan Responden
Lainnya
0%

,f’/- =

Berdasarkan Tabel 5. diketahui bahwa responden dengan pekerjaan utama sebagai PNS
sebanyak 16 orang (31%), TNI sebanyak 1 orang (2%), Karyawan Swasta sebanyak 5 orang
(9%), Swasta sebanyak 14 orang (27%) dann Wirausaha sebanyak 16 orang (31). Dalam survei
ini, pada Grafik 4. diketahui bahwa sebaran pekerjaan utama responden dari yang paling
banyak sampai yang paling sedikit secara berturut-turut adalah PNS, Swasta, Karyawan
Swasta, Swasta dan Wirausaha.

A. Hasl Pengukuran Survei K epuasan M asyar akat
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester |1 Tahun 2022 adalah untuk
mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi pemberian
bantuan hibah di bidang keagamaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
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Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengukuran IKM meliputi 9 unsur pelayanan, yaitu: 1)
Persyaratan pelayanan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan, 3) Waktu penyelesaian
pelayanan, 4) Biayaltarif, 5) Produk/hasil layanan, 6) Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku
Pelaksana, 8) Penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta 9) Sarana dan Prasarana. Hasil
pengukuran IKM per unsur pelayanan dapat dilihat padatabel dan grafik berikut:

Tabel 6. Nilai Indeks K epuasan M asyarakat Per Unsur Pelayanan

No. Unsur Pdayanan Nilai IKM Kinerja Unit Pdayanan

U1 | Persyaratan Pelayanan 85,58 Baik

U2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan 85,10 Baik

U3 | Waktu penyelesaian Pelayanan 82,21 Baik

U4 | Biayaltarif 100,00 Sangat Baik

U5 | Produk/hasi| layanan 82,21 Baik

U6 | Kompetens Pelaksana 87,98 Baik

U7 | Perilaku Pelaksana 87,50 Baik

U8 | Saranadan Prasarana 72,60 Kurang Baik

U9 | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan 85,10 Baik
Nilai IKM 85,36 Baik

Grafik 5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur Pelayanan
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Layanan

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai IKM terhadap 9 unsur pelayanan pada Bagian
Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 85,36
dengan kinerja unit pelayanan masuk dalam Kategori Baik. Selanjutnya pada Grafik 5.
memperlihatkan unsur pelayanan yang memiliki nilai IKM dengan kategori Sangat Baik dan
Baik secara berturut-turut adalah Biaya/Tarif (100,00), Kompetensi Pelaksana (87,98), Perilaku
Pelaksana (87,50), Persyaratan pelayanan (85,58), Kemudahan prosedur (85,10), Penanganan
Pengaduan, Saran dan Masukan (85,10), Kecepatan Pelayanan (82,21), dan Kesesuaian Produk
Layanan (82,21). Sebaliknya, unsur pelayanan dengan nilai IKM kategori Kurang Baik adalah
Kualitas Sarana dan Prasarana (72,60).
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Tabel 7. Distribusi Tingkat Kepuasan M asyar akat

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
valid Tidak Puas 0 0,0% 0,0 0,0
Kurang Puas 1 1,9% 1,9 1,9
Puas 39 75,0% 75,0 76,9
Sangat Puas 12 23,1% 23,1 100,0
Total 52 100,0 100,0
Berdasarkan tabel 7. diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan yang ada pada Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat dari 52 responden yang menyatakan kurang puas sebanyak 1 orang
(1,9%), puas sebanyak 39 orang (75,0%) sedangkan yang menyatakan sangat puas sebanyak
12 orang (23,1%).

Analisis Univariat

a. Persyaratan Pelayanan
Tabel 8. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Persyaratan Pelayanan

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Tidak sesuai 0 0% 0,0 0,0
Kurang Sesuai 0 0% 0,0 0,0
Sesuai 30 58% 58,0 58,0
Sangat Sesuai 22 42% 42,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 8. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa persyaratan
pelayanan pada Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat sesuai sebanyak 30 orang (58%) dan sangat sesuai sebanyak 22
orang (42%).

b. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Tabe 9. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Sistem, Mekanisme dan
Prosedur Pelayanan

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
Valid Tidak Mudah 0 0% 0,0 0,0
Kurang Mudah 1 2% 2,0 2,0
Mudah 29 56% 56,0 58,0
Sangat Mudah 22 42% 42,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 9. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan sistem, mekanisme
dan prosedur untuk mendapatkan pelayanan pada Bagian Kesgjahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah yang menyatakan kurang
mudah sebanyak 1 orang (2%), mudah sebanyak 29 orang (56%) dan yang menyatakan
sangat mudah sebanyak 22 orang (42%).

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021



c. Waktu Penyelesaian Pelayanan
Tabel 10. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Waktu Penyelesaian Pelayanan

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
Vaid  Tidak cepat 0 0% 0,0 0,0
Kurang Cepat 1 2% 2,0 2,0
Cepat 35 67% 67,0 69,0
Sangat Cepat 16 31% 31,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 10. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa waktu

penyelesaian pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat adalah cepat sebanyak 35 orang (67%) dan sangat cepat sebanyak
16 orang (31%). Sedangkan yang menyatakan bahwa waktu pelayanan kurang cepat
adalah sebanyak 1 orang (2%).

d. Biaya/Tarif Pelayanan

Tabel 11. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Biaya/tarif Pelayanan

Frequency Percent Valid Percent |Cumulative Percent
Vaid  Sangat maha 0 0% 0,0 0,0
Cukup maha 0 0% 0,0 0,0
Sesual 0 0% 0,0 0,0
Murah 52 100% 100,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 11. menunjukkan dari total keseluruhan sebanyak 52 responden (100%)

menyatakan bahwa pelayanan di Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat tidak dikenakan biaya.

e. Produk/hasil layanan

Tabel 12. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Produk / hasil layanan

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
Vaid Tidak Sesuai 0 0% 0,0 0,0
Kurang Sesuai 1 2% 2,0 2,0
Sesual 35 67% 67,0 69,0
Sangat Sesuai 16 31% 31,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 12. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa produk / hasil

layanan tidak sesuai adalah tidak ada. Sedangkan responden yang menyatakan produk /

hasil layanan kurang sesuai sebanyak 1 orang (2%), sesuai sebanyak 35 orang (67%)

dan yang menyatakan sangat sesuai sebanyak 16 orang (31%).
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f. Kompetensi Pelaksana

Tabel 13. Tingkat Kepuasan M asyarakat terhadap Kompetens Pelaksana

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
Valid Tidak Kompeten 0 0% 0,0 0,0
Kurang Kompeten 0 0% 0,0 0,0
Kompeten 25 48% 48,0 48,0
Sangat Kompeten 27 52% 52,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 13. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan pelaksana tidak

kompeten dan kurang kompeten sebanyak O orang (0%). Sedangkan yang menyatakan

bahwa pelaksana kompeten dalam memberikan pelayanan sebanyak 25 orang (48%)

dan sangat kompeten sebanyak 27 orang (52%).

g. Perilaku Pelaksana
Tabel 14. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Perilaku Pelaksana

Frequency Percent Valid Percent Cumul ative Percent
Valid  Tidak Sopan dan Ramah 0 0% 0,0 0,0
Kurang Sopan dan Ramah 6 12% 12,0 12,0
Sopan dan Ramah 45 87% 87,0 99,0
Sangat Sopan dan Ramah 1 2% 2,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 14. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan perilaku petugas

dalam pelayanan adalah kurang sopan dan ramah sebanyak 6 orang (12%). Sedangkan
yang menyatakan bahwa petugas sopan dan ramah sebanyak 45 orang (87%) dan yang

menyatakan sangat sopan dan ramah sebanyak 1 orang (2%).

h. Sarana dan Prasarana

Tabed 15. Tingkat K epuasan M asyarakat terhadap Sarana dan Prasarana

Freguency Per cent Valid Percent Cumul ative Percent
Vvalid  Tidak Baik 0 0% 0,0 12,0
Kurang Baik 6 12% 12,0 24,0
Baik 45 87% 87,0 99,0
Sangat Baik 1 2% 2,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 16. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa kualitas sarana

dan prasarana di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kotawaringin Barat

kurang baik sebanyak 6 orang (12%), sedangkan responden yang menyatakan bahwa

kualitas sarana dan prasarana adalah baik sebanyak 45 orang (87%) dan yang menyatakan
sangat baik sebanyak 1 orang (2%).
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. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tabel 16. Tingkat Kepuasan M asyarakat terhadap Penanganan Pengaduan, Saran

dan Masukan
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Tidak Mudah 0 0% 0,0 0,0
Kurang Mudah 0 0% 0,0 0,0
Mudah 31 60% 60,0 60,0
Sangat Mudah 21 40% 40,0 100,0
Total 52 100% 100,0

Tabel 15. menunjukkan dari 52 responden yang menyatakan bahwa penanganan
pengaduan, saran dan masukan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mudah
sebanyak 31 orang (60%). Sedangkan responden yang menyatakan sangat mudah
sebanyak 40 orang (40%).

C. Pembahasan
Tabel 17. Nilai I ndeks Kepuasan M asyar akat Per Unsur Pelayanan

No. UNSUR PELAYANAN R‘;‘tj;r_‘:?agta % . el'\g;;l]‘an K;gi;, gn%?]'t

Ul | Persyaratan Pelayanan 3,42 85,58 B Baik

U2 | Sistem, Mekanisme, Prosedur 3,40 85,10 B Baik

U3 | Waktu Penyelesaian Pelayanan 3,29 82,21 B Baik

U4 | Biaya/Tarif 4,00 100,00 A Sangat Baik

U5 | Produk/hasil Layanan 3,29 82,21 B Baik

U6 | Kompetensi Petugas 3,52 87,98 B Baik

U7 | Perilaku Petugas 3,50 87,50 B Baik

U8 | Kualitas Sarana dan Prasarana 2,90 72,60 C Baik

U9 gga&%ﬁﬁ”anpmgad“a”’ Saran 340 | 8510 B Kurang Baik
Nilai I ndeks K epuasan M asyar akat (IKM) 85,36 B Baik

Pada Tabel 17. menunjukkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur
pelayanan. Berdasarkan tabel tersebut yang mendapatkan kategori A dengan kinerja unit
pelayanan Sangat Baik yaitu Biaya/Tarif. Terdapat 7 unsur pelayanan yang mendapatkan
kategori B dengan kinerja unit pelayanan Baik yaitu 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Sistem,
Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian Pelayanan, 4) Produk/hasil Layanan, 5)
Kompetensi Petugas, 6) Perilaku Petugas dan 7) Penangananan Pengaduan, Saran dan
Masukan. Sedangkan unsur pelayanan lainnya yang masuk dalam kategori C (Kurang Baik)

yaitu: Sarana dan Prasarana.

Berikut ini adalah penjelasan tiap unsur hasil survei kepuasan masyarakat pada
pelayanan di Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2021 sebagai berikut :

a. Persyaratan Pelayanan

Dari hasil analisis diperoleh nilai rata-rata 3,42 maka unsur persyaratan pelayanan berada
pada kategori B (Baik). Meskipun unsur persyaratan pelayanan tersebut sudah baik namun
tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi. Keluhan dari masyarakat yang
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menyatakan mereka harus bolak balik untuk melakukan pengurusan dokumen karena
adanya persyaratan yang belum terpenuhi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya
pemahaman masyarakat tentang persyaratan yang telah ditentukan atau kurangnya
informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan sebuah dokumen.

. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata unsur sistem, mekanisme dan
prosedur pelayanan sebesar 3,40 yang berada pada kategori B (Baik). Hal ini dapat diartikan
bahwa masyarakat merasakan adanya kemudahan prosedur dalam pengurusan sebuah
dokumen dan adanya kejelasan informasi tentang tata cara dalam mendapatkan layanan.

. Waktu Penyelesaian Pelayanan

Pada tabel hasil analisis menunjukkan bahwa nilai interval untuk unsur waktu penyelesaian
pelayanan adalah 3,29 berada pada kategori B (Baik). Hal ini dapat diartikan bahwa
masyarakat merasakan adanya kecepatan waktu penyelesaian dalam pengurusan sebuah

dokumen.
. Biaya/Tarif

Hasil analisis memperlihatkan bahwa nilai interval unsur biaya'tarif adalah sebesar 4,00
maka unsur tersebut termasuk pada kategori A (Sangat Baik). Unsur ini merupakan unsur
dengan nilai kinerja pelayanan tertinggi menurut masyarakat yang telah disurvei yang
secara keseluruhan menjawab tidak dikenakan biaya (gratis). Hal ini mencerminkan adanya

Clean Govenrment dan menandakan tidak adanya pungli dalam pengurus sebuah dokumen.
. Produk/hasil Layanan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa nilai rata-rata unsur produk/hasil layanan
sebesar 3,29 dan termasuk pada kategori B (Baik). Hal ini menunjukkan bahwa adanya

kesesuaian antara berkas pengajuan dengan pelayanan yang diberikan.
. Kompetensi Petugas

Unsur kompetensi petugas memperoleh nilai rata-rata sebesar 3,52 termasuk pada kategori
B (Bak). Meskipun demikian unsur ini harus tetap ditingkatkan sebagai upaya
meningkatkan kompetensi petugas melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan.

. Sarana dan Prasarana

Unsur kualitas sarana dan prasarana memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,90 dan termasuk
pada kategori C (Kurang Baik). Masyarakat menyampaikan keluhan kurangnya sarana dan
prasarana yang memadai, seperti tidak tersedianya ruang tunggu khusus dan kursi yang
tersedia tidak cukup. Oleh karena itu perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana agar

tercipta kenyamanan pada masyarakat yang menerima layanan.
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h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Unsur penanganan pengaduan, satran dan masukan memperoleh nilal rata-rata sebesar 3,40

dan tergolong pada kategori Baik (Baik). Oleh karena itu harus tetap dapat dipertahankan

dan ditingkatkan lagi. Hal ini terkait kesigapan dalam menangani dan menyelesaikan

laporan/masalah terkait pelayanan yang diterima oleh konsumen/pelanggan.

Tabel 18. Rencana Tindak Lanjut Hasll Survei K epuasan M asyarakat Semester 2 Tahun

2022
_— . Waktu dan Penanggung
No Prioritas Unsur Program/K egiatan Pembiayaan Jawab
1. | Saranadan Prasarana Melakukan analisis - Mulai Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
- Fadlitas umum kebutuhan barang tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
(toilet) Pengadaan barang sesuai - DPA
- Fadilitas yang tidak kebutuhan
ada atau kurang . .
(AC, ruang tungg, Peningkatan kebersihan
kurs tunggu) ruangan
- Kebersihan ruangan Pemeliharaan barang
2. Waktu Penyelesaian Mengevaluasi pelaksanaan |- Mulai Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
Pelayanan SOP pelayanan tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
Pembagian jam kerja - DPA
petugas
3. Produk/hasil Layanan Mengevaluasi pelaksanaan |- Mulai Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
SOP pelayanan tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
Meningkatkan koordinasi - DPA
dan komunikas yang
efektif
4, Sistem, Mekanisme dan Mengevaluasi pelaksanaan |- Mulai Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
Prosedur SOP pelayanan tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
Meakukan sosialisasi kepada) - DPA
Konsumen/Pelanggan dan
penyebaran informasi
Peningkatan koordinasi dan
komunikas yang efektif
5. Penanganan Pengaduan, Memaksimalkan - Mula Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
Saran dan Masukan penggunaan fasilitasmedia tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
pengaduan - DPA
6. | Persyaratan Pelayanan Sosialisas dan penyebaran |- Mulai Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
informasi tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
Meningkatkan koordinasi - DPA
dan komunikas efektif
K erjasama dengan pihak
terkait
7. Perilaku Pelaksana Membudayakan program 3S |- Mula Triwulan IV | Bagian Kesra Setda
(Senyum, Salam, Sapa) tahun 2023 Kab. Ktw. Barat
Meningkatkan komunikas - DPA
efektif
Pembagian jam kerja
petugas

Survei Kepuasan Masyarakat Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021
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8. Kompetensi Pelaksana | - Memberikan kesempatan
untuk pelatihan/ pendidikan
bagi SDM

- Méakukan andlisis
kebutuhan SDM

Mulai Triwulan IV
tahun 2023

DPA

Bagian Kesra Setda
Kab. Ktw. Barat

9. Biaya/Tarif Pelayanan | - Sosialisasi dan penyebaran
informasi tentang tidak
adanyaretribus

Mulai Triwulan IV
tahun 2023

DPA

Bagian Kesra Setda
Kab. Ktw. Barat

D. Evaluas Pelaksanaan Survei

Terdapat beberapa hal yang perlu di evaluasi pada pelaksanaan survei tahun ini, yaitu :

1. Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh tim survei terkait maksud setiap

pertanyaan dalam kuesioner SKM terutama bagi responden yang sudah berusia lanjut.

2. Perlunya meningkatkan kemampuan komunikasi dalam pelaksanaan survel bagi petugas

survel (enumerator), terutama dalam rangka mendorong responden untuk memberikan

jawaban atas pertanyaan terbuka dari kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat.
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BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarakan hasil analisis Survei Kepuasan Masyarakat Semester 2 Tahun 2022 pada
Bagian Kesgjahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Total responden pada survey yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebanyak 52 orang
responden dan secara umum kualitas pelayanan pada Bagian Kesegjahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dipersepsikan Baik oleh masyarakat. Hal
ini terlihat dari nilai IKM yang diperoleh dari 9 unsur pelayanan adalah sebesar 85,36
dengan kategori penilaian Baik.

2. Hasil survei menunjukkan ada 1 unsur pelayanan yang dipersepsikan Sangat Baik yaitu
unsur Biayaltarif dan 7 unsur yang dipersepsikan Baik oleh masyarakat, meliputi : 1)
Persyaratan Pelayanan, 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur, 3) Waktu Penyelesaian
Pelayanan, 4) Produk/hasil Layanan, 5) Kompetensi Petugas, 6) Perilaku Petugas dan 7)
Penangananan Pengaduan, Saran dan Masukan. Meskipun unsur-unsur pelayanan tersebut
sudah baik namun tetap harus dipertahankan dan masih perlu ditingkatkan lagi.

3. Unsur pelayanan yang masuk dalam kategori yang dipersepsikan oleh masyarakat Kurang
Baik yaitu : Sarana dan Prasarana. Oleh karena itu unsur-unsur pelayanan tersebut harus

dievaluasi dan diperbaiki.

B. Rekomendas
1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah baik dengan melakukan

upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama dalam kedisiplinan
menjalankan SOP.

2. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang
terlibat langsung dalam pelayanan.

3. Perlu dilakukan sosialisasi dan penyebaran informasi secara berkelanjutan baik kepada
masyarakat maupun pelaksana terkait aturan-aturan yang berlaku.

4. Memberikan kesempatan kepada pelaksana untuk meningkatkan kompetensinya melalui
pendidikan dan pelatihan.

5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran dan

kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat.
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[ PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN DI BAGIAN KESRA
|, Bagaimana pendapat Saudara tentang persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelayanan?

B, Tidak setaal ©. Sesumi
b, Kurung scdsal . Sangal sesial
2 Bagaimana menurut Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan df Baglan Kesra?
a  Tidak midah o. Mt
b. Kareng mudah d. Sangat mudah
1 Bagaimana pendapat Saudara tentang waktu penyelesaian pelayanan di Bagian Kesra?
. Tidak copat . Cepat
b. Kumng cepat il. Sangal cepat
4 Apakah saudara dikenakan tariff/biaya dalam pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kesra?
o Sangsi mahal . Murah
b Cukup mashal d. Gratis
¢ Bagasimana pendapat Saudara tentang kesesualan standar pelayanan dengan hasil yang diberfkan?
8. Tidak sesuai e. Sominl
b Earang scsuul . Sangat sesuni
& Bagaimana menurut Saudara tentang kemampuan (pengetahuan) petugas dalam pelayanan?
n. Tidak kampeten . Kompeien
b Kirang koampoten d. Sangnd keanpeten
7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan
keramahan?
& Tedak sopan don ramah c. Sopon dan mmak
b Kurang sopan dan ramsh il. Sanpal sopan dan rmemsh
i Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan menyampaikan pengaduan, saran dan masukan
di Bagian Kesra?
8 Tidek sesuadl e, Seriianl
b Kumang sesiml d. Sangnt pesiaal
% Hagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana di Bagian Kesra?
0. Huruk . Balk
b Cukip d. Sanyat bk

| Berikan Saran saudara terkait pelayanan di Bagian Kesral
| Saran:

Pangkalan Bun, ... vy 20122
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INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT { kM |
BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEMESTER Il TAHUN 2022
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